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ABSTRACT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF EDUCATION AND
TRAINING IN THE DISTRICT LEADERSHIP LEVEL III NUNUKAN
(LAN Perka STUDY NUMBER 12 YEAR 2013)

ERLINA
erlinanunukan(@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesian Open University

Delivery of Education and Leadership Training Level III in Nunukan in 2015 is
the implementation of Education and Training based Perka LAN No. 12 of 2013,
and a new pattern of education and training through the 5 (five) stages of the
learning process. As an organizer, BKDD Nunukan district in carrying out their
functions and duties still found things that are less in accordance with the rules. It
is empirical, and researcher conduct an evaluation of this fact. So the purpose of
this research is to describe and analyze the implementation of PIM III Education
and training new pattern in Nunukan, factors that support and hinder, and the
work done by BKDD Nunukan in overcoming these obstacles. This study refers
to the framework fikimya Daniel Stufflebeam with models CIPP (Contex, Input,
Process and Product) and qualitative analysis process by Miles and Huberman.
Proof of this research through interviews with informants from BKDD, of coach,
mentor, participants and PKP2A IIT LAN Samarinda as a guarantor of quality.
The result is that the implementation of Education and Training PIM III in
Nunukan 2015 is broadly in compliance with the provisions of Perka LAN No. 12
of 2013, but has not been orderly administration, facilities and infrastructure that
do not meet the standards, and the carrying capacity of Human Resources
organizers yet able to create ideal and optimal implementation of Education and
Training. The factors that support is for their program Nawacita, budgets are
constantly being upgraded, but the inhibiting factor is still hinges on access
constraints due to geographical conditions, the availability of WI, Coach, and
human resources that have a certificate, so that by BKDD has sought through
pick up the ball with stakeholders overseeing the accreditation of Education and
Training, then a gradual improvement of infrastructure has even prepared 10
hectares of land to build a facility of Education and Training yyang more
konferchensif, also has proposed a budget in order to get accreditation so hopes
BKDD can organize independently of Education and Training. Based on this, it is
suggested that the organization of the next, BKDD more orderly administration
according to standards of the Institute of Public Administration of the Republic of
Indonesia so easily accounted for, then for a more effective and efficient
implementation is expected to competence development of human resources
through education and training MOT and TOC, and Education and Training coach
and Widyaswara of Internal Nunukan own.

Keywords: Evaluation, Education and Training Pim III, Policy
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ABSTRAK

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III DI KABUPATEN
NUNUKAN (KAJIAN PERKA LAN NOMOR 12 TAHUN 2013)

ERLINA
erlinanunukan(@email.com

Pt‘dgram" i Pasca Saljana
Universitas Terbuka

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keépemimipifian Tingkat III  di
Kabupaten Nunukan pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi diklat
berdasarkan Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013, dan merupakan diklat pola baru
melalui 5 (lima) tahapan proses pembelajaran. Sebagai penyelenggara, BKDD
Kabupaten Nunukan dalam mengemban fungsi dan tugasnya masih ditemukan
hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan tersebut. Hal empirik inilah, kemudian
peneliti mengadakan evaluasi terhadap kenyataan tersebut. Sehingga tujuan
dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa
penyelenggaraan Diklat Pim III pola baru di Kabupaten Nunukan, faktor-faktor
yang mendukung dan menghambatnya, dan usaha yang dilakukan oleh BKDD
Kabupaten Nunukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini kerangka
fikimya merujuk pada Daniel Stufflebeam dengan model CIPP (Contex, Input,
Process dan Product) secara kualitatif dan proses analisisnya berdasarkan Miles
dan Huberman. Pembuktian dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara
dengan informan dafi BKDD, dari Coach, Mentor, peserta dan pihak RKP2A III
LAN Samarinda sebagai penjamin mutu. Hasilnya adalah bahwa
penyelenggaraan diklat Pim III di Kabupaten Nunukan tahun 2015 secara garis
besar telah memenuhi ketentuan Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013, namun
belum tertib administrasi, sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar
yang ada, serta daya dukung Sumber Daya Manusia penyelenggara belum mampu
membuat ideal dan optimalnya penyelenggaraan diklat. Adapun faktor yang -
mendukung adalah karena adanya program Nawacita, ketersediaan anggaran yang
terus ditingkatkan, namun faktor penghambatnya masih bertumpu pada akses
keterbatasan akibat kondisi geografis, ketersediaan Wi, Coach, dan SDM yang
memiliki sertifikat, sehingga oleh BKDD telah berupaya melalui menjemput bola
dengan stakeholder yang membidangi akreditasi Diklat, kemudian secara bertahap
melakukan perbaikan sarana prasarana bahkan telah menyiapkan lahan 10 Ha
untuk membangun fasilitas diklat yang lebih konferehensif, juga telah
mengajukan anggaran dalam rangka mendapatkan akreditasi sehingga harapannya
BKDD dapat menyelenggarakan diklat dengan mandiri. Berdasarkan hal-hal
tersebut, maka disarankan agar penyelenggaraan berikutnya, BKDD lebih tertib
administrasi sesuai standar dari LAN RI sehingga mudah dipertanggungjawabkan,
kemudian untuk lebih efektif dan efisiensi penyelenggaraannya diharapkan
pengembangan kompetensi SDM melalui diklat MOT dan TOC, dan diklat coach
dan widyaswara dari internal Kabupaten Nunukan sendiri.

Kata Kunci : Evaluasi, Diklat Pim III, Kebijakan.
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KATA PENGANTAR

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hanya milik Tuhan semesta alam lautan ilmu, dan dengan kemurahan-Nya
sehingga kita mendapatkan sedikit ilmu milik-Nya. Puji syukur kehadirat Allah
SWT, sang Maha Rahman dan Rahim, yang telah menitipkan sedikit kecerdasan
dan petunjuknya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal penelitian
dengan judul “Evaluasi Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IH
di Kabupaten Nunukan (Kajian Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013)” yang
dilakukan sebagai penunjang memasuki tahap awal pembuatan Tesis.

Dengan selesainya proposal penelitian ini, penulis melalui banyak
rintangan terkait ketersediaan waktu yang sangat minim karena disamping sebagai
mahasiswa harus juga berkutat sebagai aparatur sipil negara yang mengemban
tugas yang juga tidak sedikit. Disamping itu penulis juga memiliki kegiatan yang
mmenuntiit hariis terselesaikan dengan koordinasi berbagai stakeholder terkait
dengan tugas dan tanggungjawab kantor sehingga harus meninggalkan Kabupaten
Nuitukan, sehingega  hamipir tidak pufiya waktu uituk miengelola dan
mengendalikan semuanya. Karena itu, tiadalah kata yang patut saya sematkan
kecuali Teriiiia Kasii Tak Teilinpga kepada keluaiga besar saya Orang tia
terkasih (H. Arbenan dan Hj. Kartinem) atas doa-doanya yang tak usai, suami
tercitita (Abdul Muriir, ST) yatig tiada hieiiti meinbeti resti, anak-anak tersayaiig
(Abang, Kakak Fhia dan Adek Ozy) yang sabar mengerti kesibukan ibundanya
dan rekan-rekan tanpa terkecuali yang membantu dan metisuppott sehingga
kendala ini dapat penulis lalui.

Dengar selesaitiyd proposdl penelitian mni pula, dengan ségenap kejujuran
penulis menyadari bahwa ini tercipta atas pertolongan Allah SWT melalui hamba-
hamba-Nya untuk membantu, oleh sebab itu dengan penuh kerénddhan hati
mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Kepalda Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupatei

Nunukan yang telah bersabar dengan keterbatasan waktu saya berbagi
antara kebutuhan kantor dan penulisan awal ini, serta telah memberi

viit




42820.pdf

sdya kesempatan untuk meningkatkan jenjang pendidikdn sdya
setingkat lebih tinggi.

2. Bapak Dr. Sofjan Aripin, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr.
Drs. Sudirah, M.Si. Sungguh penulis tersentuh dengan perhatian yang
luar biasa, bimbingan yang maksimal dan bijaksana. Semoga Allah
SWT selalu melimpahikan kécerdasan buat beliau berdua. Aamiin,

3. Seluruh Staf jajaran BKDD Kabupaten Nunukan, yang membantu
dalam pengumpulan data proposal penelitian ini.

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Universitas Terbuka.

5. Teman-teman terbaik (Suharni, SAP), Masruddin dan seluruh rekan-
rekani Mahasiswa UT yang banyak mieniberikan dilkiiigan, saran dan
kritiknya sehingga menjadi bagian yang berkontribusi dalam penulisan
penelitian ini.

Terakhir, kepada siapa saja yang membaca penelitian ini, terima kasih
telah membuka mata dan mgluangkan waktunya ufituk membaca karya ini.
Semoga memberi ilmu dan keilmuan, dan bermanfaat bagi segenap civitas
akadeniik.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT jualah peneliti serabkan, semoga
keterbatasan vyatig add diddlamnya menjadi kesempurhadn bagi  peneliti
berikutnya. Tiada kata berhenti, ketika menyadari bahwa sesungguhnya hidup
adalah belajar, meiibaca dan bekerja dalam rangka ibadah kepada Allah SWT.

Semoga kita senantiasa menjadi orang-oerang yang cerdas memaknai hidup.

Nunukan, Juni 2016

Lin@
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Dengan letak geografis tersebut merupakan potensi besar bagi daerah ini
untuk menjadi pembanding aparatur Sipil negaranya dalam hubungan
internasional dengan dunia luar khususnya negara Malaysia, sehingga menjadi
barometer tersendiri bagi pemerintah daerah mengembangkan sumber daya
manusia khususnya kapasitas kepemimpinan sebagai cerminan kemajuan di
wilayah Republik Indonesia.

Sedangkan berdasarkan topografi, Kabupaten Nunukan didominasi oleh
perbukitan, di sebelah utara memiliki perbukitan terjal dengan ketinggian 1.500 m
— 3.000 m di atas permukaan laut, perbukitan di sebelah selatan memiliki
ketinggian berkisar 500 m — 1.500 m diatas permukaan laut, dengan kemiringan
sudut di lereng perbukitan rata-rata berkisar antara 0 - 50 %. Kabupaten Nunukan
juga memiliki sekitar 10 sungai dan 2.5 pulau yang tersebar di seluruh kabupaten.
b. Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Nunukan dipimpin oleh seorang Bupati,
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah yang membawahi sebanyak pada 15 Dinas dan 11 Lembaga
Teknis Daerah (LTD), dan 2 Sekretariat serta Kepala Satuan Kerja setingkat

eselon III yaitu sebanyak 2 Kepala Kantor, 16 camat, dan 8 lurah. Struktur
organisasi Pemerintah Kabupaten Nunukan sampai dengan 31 Desember 2015

adalah sebagai berikut :

M Bupati Nunukan ;

Wakil Bupati Nunukan ;

Qekretariat Dewan Perwakilan Rakyat ;

Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, yang dibantu oleh :
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<4 Asisten Tata Pemerintahan, yang terbagi dalam bagian sbb :
» Bagian Pemerintahan;
> Bagian Hukum
> Bagian Pertanahan;
<4 Asisten Ekonomi & Pembangunan yang terbagi dalam bagian sbb :
> Bagian Kesejahteraan Rakyat;
> Bagian Ekonomi;
» Bagian Pembangunan;
<4 Asisten Administrasi , yang terbagi dalam bagian sebagai berikut :
» Bagian Organisasi;
> Bagian Umum;
> Bagian Humas dan Protokol;
1)  Sebanyak 15 dinas, yaitu :

. Dinas Pekerjaan Umum
. Dinas Perhubungan,
. Dinas Pendidikan,

. Dinas Kesehatan,

1
2
3
4
5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
6. Dinas Kehutanan-dan Perkebunan,

7. Dinas Kelautan dan Perikanan,

8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM,
9. Dinas Pertambangan dan Energi,

10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

11. Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,

12. Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran,
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

14. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

15. Dinas Pendapatan
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2) Lembaga Teknis sebanyak 11, yang terdiri dari

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah,

Inspektorat,

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD),

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Daerah,
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat,
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu,

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah,

=T T B S o L

10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Badan Pengelola Perbatasan Daerah

3) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; Satuan Polisi Pamong Praja,
Sekretariat KORPRI

4) Camat sebanyak 16 yaitu : Camat Nunukan, Camat Nunukan Selatan, Camat
Sei Menggaris, Camat Sebuku, Camat Sebatik, Camat Sebatik Barat, Camat
Sebatik Utara, Camat Sebatik Tengah, Camat Sebatik Timur, Camat
Sembakung, Camat Lumbis, Camat Lumbis Ogong, Camat Krayan, Krayan
Selatan, Camat Tulin Onsoi, Camat Sembakung Atulai;

5) Kantor Kelurahan sebanyak 8 yaitu : Kelurahan Nunukan Timur, Nunukan
Barat, Nunukan Utara, Nunukan Tengah, Nunukan Selatan, Selisun, Tanjung
Harapan Dan Mansapa, serta

6) Rumah Sakit Umum Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun

2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Nunukan, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah merupakan

unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
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berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pada Paragraf 2 Pasal 13 Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang
kepegawaian dan pendidikan pelatithan aparatur, dengan jumlah personil

sebagaimana tertera dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Pegawai BKDD berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per 31 Maret 2016
:*::

Struktural |

Kepala Dinas - - 1 - - - - 1
1 | Sekretaris - - 1 - - - - 1

Kepala Bidang - 1 3 - - - - 4

Kepala Seksi - - 1 - - - - 8

Sub Jumlah - 1 16 - - - - 17
2 | Pegawai - - 4 5 10 2 - 2

Sub Jumlah - 1 20 5 10 2 - 38
3 Tenaga Kerja - - ) _ i ) X )

Kontrak

Sub Jumlah - - - - - - - -
5 | Honor Lepas - - 4 - 19 - 5 28

Sub Jumlah - - 4 - 19 - 5 28

Jumlah Total Personil BKDD 66

Sumber : BKDD Kabupaten Nunukan
Sedangkan jumlah aparatur sipil negara di Kabupaten Nunukan per 31
Maret 2016 berdasarkan kategori masing-masing, dapat dilihat sebagaimana

dalam tabel 4.2 berikut ini :




Rekap ASN Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin

Tabel 4.2
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2. Pasca sarjana / S2 91 55 146
3. Sarjana / S1 1077 907 1984
4, DIV 60 23 83
5. DIl 174 318 492
6. DII 113 107 220
7. DI 16 20 36
8. SMA 901 391 1292
9. SMP 88 5 93
10. SD 77 0 77
Jamlah 2597 1827 4424

Sumber : Data Sekunder BKDD Kab. Nunukan

Rekap ASN Berdasarkan Eselon Dan Jenis Kelamin

Tabel 4.3

Per 31M

I

aret 2016

ESELON S
Y 1A 0 0
2, LB 0 0
3. I A 1 0 1
4, LB 29 1 30
3 1L A 54 5 59
6. 1L B 84 24 108
7. V. A 268 135 403
8. IV.B 64 4 106
9, V.A 0 0 0
ESELON 500 207 707
NON ESELON 2097 1620 3717
JUMLAH 2597 1827 4424

Sumber : BKDD Kab. Nunukan
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Tabel 4.4
Rekap ASN Berdasarkan Usia Dan Jenis Kelamin

Per31 Maret 2016' N
1
2
3 46 - 50 431 188 619
4 41 -45 538 285 823
5. 36 - 40 620 408 1028
6 31-35 451 514 965
7 26 -30 177 268 445
8 21-25 30 59 89
9 <21 0 1 1

JUMLAH 2597 1827 4424

Sumber : Data Sekunder BKDD Kab, Nunukan

Tabel 4.5
Rekap ASN Berdasarkan Golongan Dan Jenis Kelamin
Per 31_ Maret 2016 I

JUMLAH 2597 1827 4424

¢. Dasar Pembentukan BKDD

1. Tujuan Dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan
meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan

kegiatan dalam melaksanakan Misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 6
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(enam) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi Ideal, lebih berhasil,
lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan atau dengan
kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan pada
kurun waktu tertentu.
Karakteristik Tujuan dapat diartikan sebagai :
a. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat
akan sesuatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih
baik, dan berhasil.
b. Jangkauan kedepan dicapai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun atau
lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah Kabupaten Nunukan.

¢. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi
menunjukkan suatu kondisi yang ining dicapai dimasa yang akan
datang.

d. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi organisasi.

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari sesuatu yang ingin dicapai atau
dihasilkan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan
dalan jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integra.l dari dalam proses
perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya
dalam kegiatan. Karakteristik dari Sasaran paling tidak terdiri atas : (S.M.A.R.T)

yaitu :
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Specific = Spesifik dan Jelas,

Measurable = Dapat diukur secara Obyektif,
Attainable = Dapat dicapai,

Relevance = Terkait pada Hasil,

Time Bound = Kurun waktu tertentu).

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan merumuskan

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai selama 6 (enam) tahun ke depan

sebagaimana diuraikan pada tabel 4. berikut ini :

Tabel 4.6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan.

No

Tujuan : -~ L o Sasaran

1. Terwujﬁdnya PNS yﬁng 1. Mewujrudkan PNS yang mem111k1
berkualitas kemampuan,  ketrampilan  dan

produktif dalam melaksanakan tugas
2. Meningkatkan Disiplin PNS

2. | Terwujudaya Pelayanan | 1. Meningkatkan pelayanan

Administrasi Kepegawaian administrasi kepegawaian
yang Prima _ 2. Tersedianya  Sistem  Informasi

kepegawaian yang handal

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu

ukuran atau indikator-indikator dari masing-masing sasaran tersebut, yaitu

sebagaimana terlihat pada tabel 4.7 berikut ini :
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Tabel 4.7
Sasaran dan Indikator Jangka Menengah

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan
T Sasaran | o Inaikator

1. | Mewujudkan PNS yang | 1. Persentase Pegawai Yang Mengikuti
memiliki kemampuan, Diklat Prajabtan dan Diklat datam
ketrampilan dan produktif Jabatan (CPNS & PNS)

dalam melaksanakan tugas 2. Persentase Aparatur luluan S1/82/83

Terhadap jumlah apartur
2. | Meningkatkan Disiplin | 1. Jumlah Pegawai yang mendapat
Pegawai Negeri Sipil reward
2. Jumlah Pegawai yang terkena
punishment

3. | Meningkatkan Pelayanan | 1. Persentase Terpenuhinya kebutuhan

Administrasi Kepegawaian PNS

2. Persentase penyerahan SK pegawai
tepat waktu

3. Indeks Kepuasan Pelayanan
Administrasi Kepegawaian

4. | Tersedianya Sistem Informasi | 1. Tersedianya Sistem Aplikasi

Kepegawaian yang Handal Pelayanan Kepegawaian

2. Jumlah Pengunjung website bkd-
nunukan.com

3. Persentase DUK yang diterbitkan
tepat waktu

2.  Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Nunukan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan :

a. Kepala Badan
b. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah yang membawahi 3 (tiga)

subbagian sebagai berikut :
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1) Sub.Bagian Perencanaan Program
2) Sub.Bagian Umum
3) Sub.Bagian Keuangan
¢. Bidang Informasi Kepegawaian :
1) Sub.Bidang Pengolahan Data Kepegawaian
2) Sub.Bidang Informasi dan Dokumentasi
d. Bidang Mutasi Pegawai :
1) Sub.Bidang Mutasi Struktural
2) Sub.Bidang Mutasi Fungsional
e. Bidang Pengembangan Dan Kedudukan Hukum Pegawai :
1) Sub.Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai
2) Sub.Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum Pegawai
f Bidang Pendidikan dan Pelatihan
1) Sub.Bidang Diklat Kepemimpinan dan Karier
2) Sub.Bidang Diklat Fungsional & Prajabatan
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi terlampir pada lampiran nomor 1.

3.  Visi Dan Misi BKDD

Visi BKDD Kabupaten Nunukan dirumuskan untuk mendukung Visi dan
Misi daripada Kabupaten Nunukan yang secara dimensional pernyataan Visi
berfokus ke masa depan berdasarkan pemikiran masa Kini dan pengalaman masa
lalu. Dalam upaya mewujudkan Misi 1 Pembangunan Kabupaten Nunukan tahun

9011-2016 tersebut maka Visi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten

Nunukan dirumuskan untuk lima tahun ke depan (2011-2016) yaitu :
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“Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang Profesional untuk mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik™.

Visi tersebut dapat dijelaskan dimana Pegawai Negeri Sipil yang
Profesional dapat diartikan memiliki kompetensi dibidangnya, dalam
pengabdiannya mengutamakan dan mengedepankan prinsip-prinsip dasar
keilmuan, memiliki integritas dedikasi yang tinggi dalam bekerja dan berorientasi
pada prestasi kerja, schingga dengan meningkatnya Profesionalisme Aparatur
Pemerintah Kabupaten dapat menjadikan tata pemerintahan yang baik, bersth,
bebas KKN, berwibawa dan bertanggungjawab serta profesional mempunyai
kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung pelayanan umum yang
berkualitas tinggi serta dapat meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah dan
pelayanan aparatur yang responsif terhadap tuntutan masyarakat (Pencitraan
Publik).

Mencapai visi organisasi, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Nunukan merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang harus
dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Untuk
mewujudkan hal tersebut Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten
Nunukan mempunyai Misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kualitas Pegawai Negeri Sipil
Penjelasan ;

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi SKPD secara efektif, optimal

dan efisiensi diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas sehingga dalam

menyelesaikan pekerjaannya dapat optimal.
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b. Meningkatkan pelayanan dan informasi kepegawaian

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan meningkatkan pelayanan dan infomasi kepegawaian
dimana dengan akan diterapkan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)
berbasis website dapat memberikan kepuasan dan kemudahan mendapatkan
pelayanan dan informasi kepada customer (Pegawai Kabupaten Nunukan) dalam

bidang kepegawaian dan diklat daerah.

B. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1.  Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Pim III Di Kabupaten Nunukan

Penelitian ini berfokus pada evaluasi penyelenggaraan diklat Pim III studi
Perka Lan Nomor 12 tahun 2013, dimana konsepnya menggunakan model
evaluasi CIPP yang dipopulerkan oleh stuppleman yang terdiri dari :
e Konteks
e Input
¢ Proses
s Produk/Hasil
Penyelenggaraan diklat pim pola baru ini, pada l‘iakekamya LAN
berkeinginan membuat kebijakan dengan cara meningkatkan kapasitas aparatur
dalam merencanakan, melaksanakan, mengelola konflik yang terjadi sebagai
akibat perubahan, dan memastikan perubahan berjalan sesuai dengan
ekspektasinya. Pemimpin instansi dari peserta memberi otorisasi kepada peserta
untuk menjual gagasan perubaban kepada stakeholder yang ada di instansinya.
Menjadikan gagasan perubahan menjadi milik bersama. Menempatkan peserta

diklat dalam leadership laboratory, peserta mengelola proses perubahan yang
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sesungguhnya dibawah bimbingan mentor, coach, dan counselor. Melibatkan

pimpinan masing-masing instansi pengirim dalam proses pembelajaran;

Apreasiasi dan kepemilikan; sehingga peran pemimpin instansi untuk ikut

bertanggung jawab menyiapkan calon pemimpin.

Akhir dari serangkaian yang ingin dicapai dari penyelenggaraan melalui

keikutsertaan Diklatpim Tk.III, maka diharapkan diakhir pembelajaran dikiat,

dapat diketahui kualitas dan kapasitas kepemimpinannya sebagai agen perubahan,

yang diindikasikan dengan kemampuan dalam:

1)

2)

3

4)

5

Mengembangkm.l karakter dan sikap perilaku integritas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menjunjung
tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan
bertanggung-jawab dalam memimpin unit instansinya;

Menjabarkan visi dan misi instansinya ke dalam program-program
instansi;

Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola
program-program instansi ke arah efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan program;

Melakukan inovasi sesnai bidang tugasnya, guna mewujudkan
program-program instansi yang lebih efektif dan efisien;
Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal

organisasi dalam implementasi program unit instansinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai bentuk komitmen dan sesuai

dengan tupoksi dan visi misinya dalam mengembangankan sumber daya Aparatur

Sipil Negara di Kabupaten Nunukan, BKDD dalam pencapaian tujuan kediklatan
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maka seluruh stakeholder yang terlibat saling mendukung dan tidak dapat berdiri
sendiri, karena itu keberhasilan tersebut adalah rangkaian keterkaitan antara
penyelenggara, peserta, widyaswara, mentor, coach serta faktor pendukung
lainnya. Untuk menilai sejauhmana tingkat keberhasilan, apa yang perlu dibenahi
dan dikembangkan dalam pelaksanaan berikutnya, penelitian dalam bentuk
evaluasi ini, dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut :
A. Evaluasi terhadap Konteks penyelenggaraan diklat Pim III

Sebagaimana yang dipaparkan pada konseptual bahwa yang dimaksud
evaluasi konteks adalah terkait dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan, serta
kelayakan penyelenggara. Sebagaimana termuat dalam perka LAN Nomor 12
tahun 2013, tujuan Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III adalah
mengembangkan kompetensi kepemimpinan taktikal pada pejabat struktural
eselon III yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
kepemerintahan di instansinya masing-masing. Dijelaskan pula bahwa Bab IV
bahwa perencanaan pelaksanaan Diklatpim Tingkat III dilakukan apabila calon
peserta Diklat telah menduduki jabatan struktural eselon III dan ditugaskan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian. Apabila belum menduduki jabatan struktural
eselon III, maka calon peserta telah masuk dalam perencanaan pola karir yang
diindikasikan dengan adanya rekomendasi untuk menduduki jabatan struktural
eseton IIL

Berdasarkan hal tersebut, dalam konteks pelaksanaan diklat Pim III,
dijelaskan oleh Kepala BKDD Kabupaten Nunukan Drs. Syafaruddin :

“Perencanaan awal Pemerintah Kabupaten Nunukan berkeinginan

Melaksanakan diklat Pim Tingkat III sebanyak 1 Kelas/Angkatan. Pada

Tahun Anggaran 2015 didasari hasil inventarisir terhadap Pejabat Eselon
III yang telah menduduki jabatan secara definitif berjumlah 40 (empat
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puluh) orang, namun belum mengikuti Diklat Pim Tingkat III. Persyaratan
bagi Pejabat Eselon III sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 13
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural Pasal 7 ayat 1 (satu) berbunyi Pegawai Negeri Sipil yang akan
atau telah menduduki jabatan struktural barus mengikuti dan lulus
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang
ditetapkan untuk jabatan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka
diajukanlah permohonan untuk mengadakan Diklat Pim IH di Kabupaten
Nunukan”

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kabid Pendidikan Dan Pelatihan,
bahwa:

“ketika kami menginventarisir jumlah pegawai yang telah
menduduki eselon III di tahun 2015, pas berjumlah 40 orang, dan ketika
kami sampaikan kepala pak Kaban, beliau mencoba berkoordinasi dengan
sekretaris daerah untuk melaksanakan diklat pim III di Nunukan. Ketika
dikonfirmasi, pak Sekda setuju, kemudian kami mulai menyusun rencana
selanjutnya terkait anggaran dan mekanisme penyelenggaraannya”.

Dari hasil wawancara tersebut, penulis kemudian menelaah dokumen
terkait jumlah dan nama peserta yang akan mengikuti Diklat Pim III. Dari
dokumen yang ada, semua peserta pada dasarnya telah menduduki eselon Iil.
Adapun nama-nama peserta terlampir pada lampiran 2.

Selain sasaran dan tujuan sebagaimana penjelasan diatas, dalam konteks
penyelenggaraan diklat Pim III pada Bab VII Perka Lan Nomor 12 Tahun 2013
dikatakan bahwa Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III dilaksanakan oleh
Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi untuk menyelenggarakan Diklat
Kepemimpinan Tingkat‘ III, sementara BKDD Kabupaten Nunukan belum
mendapatkan predikat tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kepala BKDD
Kabupaten Nunukan menjelaskan :

“kami menyadari bahwa BKDD Kabupaten Nunukan sebagai SKPD yang

menangani Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi PNS di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Nunukan belum terakreditasi, karena itu
Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui BKDD mengajukan Permohonan
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melalui Surat Bupati Nunukan kepada Kepala LAN RI. Ini kami lakukan
untuk mendapatkan Izin Prinsip Penyelenggaran Diklat PIM Tingkat III di
Kabupaten Nunukan dengan bekerjasama dengan lembaga diklat yang
terakreditasi dan direkomendasikan oleh LAN RI sebagai penjamin mutu.
Ini kami usahakan dalam rangka efisiensi anggaran, karena apabila
Penyelenggaraan Diklat Pim nya di Kabupaten Nunukan bisa lebih mudah
dan murah jika dibandingkan harus melakukan pengiriman peserta dengan
pola kontribusi ke luar Kabupaten Nunukan dengan sistem on — off
campus. Dan ijin prinsip itu telah kita ajukan secara intensif dan
alhamdulillah, Kepala LAN RI menyetujui permohonan kami.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis kemudian berusaha
mendapatkan informasi lebih lanjut kepada Kepala PKP2A III LAN sebagai
penjamin mutu penyelenggara.  Dari hasil wawancara Bapak Mariman
menjelaskan :

“begini, sebelum kita bercerita lanjut, saya ingin jelaskan tentang diklat
pim pola baru. Selama ini tidak pernah kita mengevaluasi secara
menyeluruh pelaksanaan diklat mulai dari tahun 1957 sampai sekarang
dan setelah di evaluasi dibandingkan dengan data terlihat gamblang,
kenapa korupsi masth tinggi, apa kontribusi peserta diklat yang telah
dilakukan dengan kondisi perubahan dilingkungan masing masing tidak
ada, dan di internal pengelolaan diklat muncul banyak persoalan
(mencari untung). Di bandingkan dengan konsep pola baru yang terdiri
dari integritas, wasbang, anti korupsi dan yang paling penting
mengedepankan etika dalam melaksanakan tugas. Nah alasan kenapa
PKP2A TII Lan mau merekomendasikan dan bersedia menjadi penjamin
mutu penyelenggaraan diklat Pim III dilaksanakan di nunukan ? Karena
saya berangkat dari sisi makro bahwa Kalimantan itu sudah harus
berubah. Salah satu kelemahan Kalimantan itu adalah Sumber Daya
Manusianya, karena dari sisi SDM nya terutama aparatur, dan dari sisi
lain terutama infrastruktur yang belum memadai, karena itu kondisi
tersebut jangan dibuat berlarut-larut. Karena itu PKP2A 1II LAN
Samarinda harus membina, dan memberikan kesempatan untuk
mencoba memberi kesempatan. Pembinaan bukan dengan marah marah
tapi pembinaan itu dengan terus mencoba sehingga dengan kemampuan
dan pasilitas apa adanya melahirkan inovasi yang bisa dipakai”

Evaluasi konteks meliputi analisis masalah yang berhubungan dengan
lingkungan program yang dilaksanakan, yang secara khusus berpengaruh pada

konteks masalah yang menjadi komponen dalam program. Evaluasi konteks
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menjelaskan atau menggambarkan secara jelas tentang tujuan program yang
akan dicapai. Secara singkat dapat dikatakan evaluasi konteks merupakan
evaluasi terhadap kebutuhan, yaitn memperkecil kesenjangan antara kondisi
aktual dengan kondisi yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi
konteks adalah evaluasi terhadap kebutuhan, tujuan pemenuban dan
karakteristik individu yang menangani, menentukan prioritas kebutushan dan
memilih tujuan yang paling menunjang kesuksesan program. Menurut Gilbert
Sax, evaluasi konteks merupakan pengambaran dan spesifikasi tentang
lingkungan program. Evaluasi konteks terutama berhubungan dengan
intervensi yang dilakukan dalam program.

Dari berbagai informasti tersebut diatas, maka tepatlah kiranya pendapat
Carl Friedrich bahwa kebijakan publik adalah suatu usulan arah tindakan atau
kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah guna
mengatasi hambatan atau untuk memanfaatkan kesempatan pada suatu
lingkungan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan
suatu sasaran. Ditambahkan pula Subarsono, 2005 bahwa Implementasi dari
suatu program melibatkan upaya- upaya policy makers. Untuk mempengaruhi
perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur
perilaku kelompok sasaran, bahwa kebijakan publik diimplementasikan oleh
badan-badan pemerintah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dan
hari ke hari yang membawa dampak pada warganegaranya.

Lebih konferehensif lagi dinyatakan bahwa Public Policy sebagai suatu
keputusan senantiasa berwawasan kehari-depan (goal-oriented) atau bersifat

futuristis. Untuk menanggapi kepentingan masyarakat, yang dalam kondisi dan
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situasi tertentu nampak sebagai masalah (problem), yang kemudian merupakan
“public issue”, maka Public Policy sebagai suatu keputusan haruslah ditetapkan
tepat pada waktunya, tidak boleh tergesa-gesa, namun juga tidak boleh ditetapkan
secara terlambat. Ada ungkapan dalam hubungan dengan pembuatan Public
Policy, bahwa Public Policy itu haruslah ditetapkan dan dilaksanakan tepat pada
waktunya. Keinginan-keinginan dan pendapat-pendapat dalam masyarakat itu
bermacam-macam, ada yang sama, ada yang berbeda, malahan ada yang
bertentangan. Karena itulah Dimock menekankan definisinya sebagai
“reconciliation” dan “cristallization” dari pendapat-pendapat dan keinginan-
keinginan tersebut.

Dari hal tersebut, penulis dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya konteks
penyelenggaraan diklat Pim III di Kabupaten Nunukan dapat dilakukan, aturan
tidak harus kaku diterapkan. Ada sebuah kebijakan yang harus diambil terkait
kondisi yang riil dan didasari efektifitas dan efisiensi terhadap sebuah kegiatan.
Komitmen dalam melaksanakan pelayanan publik harus dikedepankan sepanjang
tidak merusak tatanan birokrasi.

Maka sejalan dengan itu, tepatlah ketika Crawford menyatakan fungsi
evaluasi adalah : untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan dan
untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. Bagaimana
penyajian evaluasi program diidentifikasi bahwa semua bermuara pada
penyediaan informasi dalam rangkaian pengambilan keputusan (decision) oleh
decision maker. Artinya bahwa ketika pada akhirmya BKDD diberikan ijin
prinsip, BKDD telah memberikan informasi kepada LAN RI tentang berbagai

aspek ketersediaan dan kelayakan BKDD melalui presentase ke pusat. Hal ini
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juga diperkuat oleh stufflebeam bahwa CIPP evaluasi harus memegang prinsip
kewajaran dan keadilan, menegaskan pentingnya melibatkan dan

menginformasikan semua program dari stakeholder.

B. Evaluasi terhadap Input penyelenggaraan diklat Pim XTI
Penyelenggaraan diklat Pim III pola baru dalam kategori input
sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, meliputi karakteristik peserta Diklat,
keadaan Widyaiswara (rasio jumlah Widyaiswara dengan kebutuhan Diklat,
kualifikasi akademik Widyaiswara, kesesuaian kompetensi dengan bidang yang
diajarkan), ketersediaan kurikulum, sarana dan prasarana penyelenggaraan
program. Hal-hal tersebut dalam evaluasinya dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Karakteristik Peserta Diklat
Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang karakteristik peserta, berdasarkan
data dari BKDD Kabupaten Nunukan yang mengikuti Diklat Pim III tahun 2015

dapat dilihat dalam tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel ;: 4.8
Keadaan Peserta Berdasarkan Umur
JENIS KELAMIN
No. UMUR JUMLAH
LK PR
1 3040 7 4 11
2 40- 50 19 o 25
3 <50 4 0 4

Sumber : BKDD Kabupaten Nunukan
Tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
1) Bahwa terdapat 4 orang peserta diklat yang telah memasuki masa usia pensiun

(BUP). Hal ini menurut penulis tentu menimbulkan inefesiensi, dan tidak ideal
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schingga terkesan sarat dengan kepentingan tertentu. Dan ketika ditanyakan
kepada kepala BKDD Kabupaten Nunukan, beliau menjelaskan bahwa :

“ontuk saya pribadi saya selalu menggaris bawahi bahwa yang
bersangkutan telah menduduki jabatan eselon III, dan jika dikaitkan
dengan PP Nomor 100 Tahun 2000 jo PP Nomor 13 Tahun 2002 pasal
7 ayat 1 dijelaskan bahwa PNS yang akan atau telah menduduki
jabatan struktural harus mengikuti dan lulus diklat pim sesuai dengan
kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Sehingga
menurut saya adalah kewajiban BKDD untuk mengikutsertakan
siapapun bagi pejabat yang telah dilantik untuk mendiklatkan dalam
jabatan seperti Diklat Pim Tk. Il. Disamping itu  juga
menindaklanjuti hasil temuan dari Auditor Kepegawaian, bahwa di
beberapa SKPD terdapat Pejabat Eselon IV maupun III yang belum
Diklat Pim, sehingga kami tidak membedakan apakah Pejabat tersebut
memasuki BUP atau tidak. Dengan demikian, pejabat eselon III yang
memasuki BUP, tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti Diklat
Pim II¥ sebagai bentuk apresiasi dan rasa kemanusiaan Pemerintah
Kabupaten Nunukan kepada yang bersangkutan atas pengabdiannya
selama sekian tahun dengan masa kerja yang cukup lama”.

Namun hal ini berbeda pandangan dengan Kepala PKP2A LAN III
Samarinda, bahwa:

“Ini untuk kesekian kalinya saya jelaskan, bahwa kita boleh apresiasi
dan sebagai rasa kemanusiaan. Namun apresiasi itu dapat dilakukan
dengan pilihan lain, misalnya dengan pemberian skill melalui
pilihannya untuk diklat tekhnis fungsional sebagai persiapan diri (post
power syndrom) biar tidak terjadi gejolak, seperti diklat pra pensiun.
Harapannya ini bisa dijadikan sebagai kerangka kebijakan bersama,
karena LAN tidak bisa sendiri, jika bisa daerah harus ikut menyikapi
ini dengan benar dan ukuran yang standar. Konsep ideal dalam
pandangan saya untuk karakteristik batas usia yang akan mengikuti
diklat Pim III adalah 50 tahun, hal ini didasari batasan usia manusia
produktif adalah 50 Tahun dan ini ilmiah serta untuk kepentingan
organisasi lebih panjang. Disamping itu dalam hal pertimbangan
penggunaan anggaran, ini akan inefesiensi dan saya tidak lepas tangan
sebagai penyelenggara saya bertanggungjawab terhadap hal itu.
Terus terang kami sering kecolongan dari banyak daerah terkait
dengan BUP ini. Jadi kedepan kita sepakat agar yang BUP yang
boleh ikut Diklat Pim di daerah 50 tahun saja”.

Dari hasil wawancara terhadap 2 (dua) nara sumber tersebut diatas

peneliti dapat menyimpulkan bahwa berkaitan dengan Peserta Diklat yang akan
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diikutsertakan dalam kegiatan Diklat Kepemimpinan ke depannya BKDD
harus memperhatikan karakteristik peserta tidak terkecuali terkait BUP. Bagi
penulis, melihat tahapan diklat pim IIl yang membutuhkan mental dan
kekuatan fisik serta stamina yang prima, hal ini dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi BKDD Kabupaten Nunukan agar selalu berorientasi pada
jangka panjang, dan bisa mengubah pola fikir yang telah ada sebelumnya. Hal
tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Jones, bahwa kebijakan publik adalah
suatu kelanjutan kegiatan pemerintah dimasa lampau dengan mengubah sediki
demi sedikit.

2) Sesuai data hasil wawancara Kabid diklat BKDD dan data sekunder yang
diperoleh dari dokumen-dokumen kepegawaian BKDD, berupa data calon
peserta diklat maupun data-data alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat Il serta
data administrasi lainnya, ditemukan hal-hal yang masih belum optimal dalam
pelaksanaannya dan belum sesuai ketentuan PP 100 Tahun 2000 jo PP Nomor
13 Tahun 2002 antara lain :

a) Pejabat struktural Eselon III yang telah menduduki jabatan setelah dilantik
dari jabatannya dan belum didiklatkan padahal sudah melewati 12 bulan
masa pelantikannya. Sesuai PP 100 Tahun 2000 jo PP Nomor 13 Tahun
2002 pada pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa PNS yang akan/telah
menduduki jabatan struktural eselon wajib mengikuti dan lulus Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan
untuk jabatan tersebut. Di Kabupaten Nunukan, peserta yang mengikuti
Diklatpim Tk. III adalah pejabat yang telah menduduki jabatan eselon Iil.

Berdasarkan data dari Bidang Diklat BKDD Kabupaten Nunukan bahwa
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untuk eselon III data yang belum melaksanakan diklat pim sudah tidak ada
lagi, sehingga bagi penulis, hal ini tidaklah menjadi masalah yang perlu
untuk dievaluasi mengenai ideal atau tidaknya. Sebagaimana dijelaskan
Kabid diklat bahwa :

“Berdasarkan hasil pendataan bagi Pejabat Eselon II yang telah
menduduki Jabatan secara definitif namun belum mengikuti Diklat
Pim Tingkat III terdapat 40 (empat puluh). Dan Pada Tahun 2015
Pejabat Eselon III sebanyak 40 orang tersebut telah mengikuti
Diklat Pim Tingkat III dan dinyatakan Lulus, sehingga sampai
dengan saat ini untuk semua Pejabat Eselon III di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nunukan telah mengikuti Diklat Pim
Tingkat III sebagaimana yang diwajibkan sebagaimana yang
dipersyaratkan sesuai PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Pasal 7 ayat ] (satu) berbunyi Pegawai Negeri Sipil yang akan atau
telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi
yang ditetapkan untuk jabatan tersebut”.

Aturan dan penjelasan tersebut dilihat dari karakteristik peserta
berdasarkan eselon, dalam pandangan penulis bahwa kebijakan pemerintah
kabupaten Nunukan dalam hal ini telah sesuai dan tidak menimbulkan
pertentangan dalam aturan, sehingga dianggap tidak perlu dievaluasi.

b) Persyaratan peserta Diklatpim Tk. III yang belum melampirkan sertifikat
TOEFL. Dalam pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat 1II di Kabupaten
Nunukan, dari segi persyaratan peserta yang mengikuti Diklatpim Tk. III
belum sepenuhnya ditaati/dipenuhi. Dari basil telaahan dokumen dan
wawancara langsung dengan panitia penyelenggara Diklatpim III bahwa masih
terdapat 2 (dua) persyaratan peserta yang belum dipenuhi sesuai dengan

ketentuan Perka LAN nomor 12 tahun 2013, yaitu 1). Pangkat /Golongan
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minimal Penata Tk. I (Ill/d); 2). Mampu berkomunikasi dengan Bahasa
Inggpgris yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL.

Permasalahan pertama yang dihadapi oleh BKDD selaku penyelenggara
bahwa untuk persyaratan Pangkat /Golongan minimal tersebut, sebenarnya
walaupun pangkat masih IlI/c akan tetapi sudah menduduki jabatan struktural
Eselon III maka pangkat minimal IIl/c tidak berlaku. Karena secara otomatis
Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan sekurang-kurangnya 12
bulan setelah dilantik wajib mengikuti dan lulus Diklatpim Tk. III, sehingga
sama halnya dengan poin pertama bahwa bagi penulis hal ini jika dievaluasi
sangat tergantung pada sisi yang mana mendahului, dan dianggap masih
memenuhi ketentuan yang ada.

Sedangkan permasalahan peserta yang mengikuti Diklatpim III tanpa
melampirkan sertifikat TOEFL disebabkan karena dalam persyaratan yang
diedarkan oleh panitia penyelenggara tersebut tidak disebutkan/tidak
dilampirkan tentang sertifikat TOEFL, namun pelaksanaan diklat tetap
berjalan. Jawaban Kabid Diklat BKDD Kabupaten Nunukan ketika ditanya
tentang persyaratan tersebut bahwa :

“idealnya memang sertifikat TOEFL menjadi persyaratan peserta
sebagai lampiran sebelum melaksanakan diklat, namun karena kondisi
dan waktu yang terbatas, hal tersebut bukan berarti diabaikan namun
dibuatkan waktu khusus untuk melaksanakan ujian tersebut. Oleh
karena itu, BKDD bekerjasama dengan Balai Bahasa Unmul
Samarinda mengadakan test Toefl yang diselenggarakan di BKDD
Nunukan, Kami menyadari bahwa ini kurang ideal, namun inilah
upaya dan bentuk komitmen kami terhadap keinginan untuk
melaksanakan semua persyaratan yang telah ditetapkan. Tentu

harapannya pelaksanaan kedepan hal-hal seperti ini tidak lagi menjadi
polemik dan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada”.
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Adapun contoh hasil test toefl yang diselenggarakan oleh BKDD
sebagai kelengkapan persyaratan peserta dapat dilihat pada lampiran nomor 4.
Mencermati hasil poin diatas, menurut penulis seharusnya sertifikat TOEFL
sgbagai persyaratan wajib harus dilengkapi bagi calon Peserta sebelum
mengikuti Diklat Pim Tingkat III. Sebagai syarat bahwa peserta memiliki
pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan diklat pim, namun kenyataannya
tidak di lakukan. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
dalam Perka LAN Nomor 12 tahun 2013 dimana kewajiban kelengkapan
administrasi peserta yang harus dilampirkan salah satunya adalah sertifikat
TOEFL dengan skor minimal 425. Hal-hal seperti ini, biasanya memang selalu
menjadi kesalahan yang berulang-ulang dan tidak pernah dievaluasi sehingga
penyelenggara move on dan tidak berusaha mengantisipasi sebelumnya.

Dalam pemeriksaan dokumen, penulis tidak tidak menemukan
persyaratan toefl tersebut menjadi t;;lgian dari syarat pemanggilan bagi peserta
yang harus dilengkapi peserta, sehingga peserta tidak mengganggap itu sebagai
kewajiban. Dan hal ini menjadi evaluasi BKDD Kabupaten Nunukan sebagai
penyelenggara Diklat seharusnya dalam membuat surat Pemanggilan Peserta
dan menguraikan Persyaratan yang harus dilengkapi oleh peserta salah
satunya harus melampirkan sertifikat TOEFL dengan skor minimal 425
sebagaimana yang tertuang aturan yang ada. Terkait jika BKDD Kabupaten
Nunukan selaku penyelenggara Diklat ingin mengadakan Tes TOEFL bagi
calon peserta diklat Pim, sebaiknya dilakukan sebelum pelaksanaan diklat
berlangsung. Tentu ini bukan hanya sckedar pencapaian proses administrasi

yang baik dan benar saja, tapi lebih dari itu, aturan biasanya telah menunjukkan
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tujuan-tujuan  tertentu dari sebuah persyaratan. George Terry
mengemukakan bahwa administrasi merupakan sebuah proses perencanaan,
pengendalian, pengorganisasian, dan penggerakkan kepada orang-orang yang
melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

c) Mengenai Jumlah peserta dalam kelas dalam perka LAN dijelaskan bahwa
maksimal 30 orang per angkatan dengan minimal 50% berasal dari instansi
penyelenggara diklat yang bersangkutan. Namun berdasarkan telaahan
dokumen dan data peserta sebagaimana yang ditampilkan diatas, ternyata
jumlah peserta mencapai 40 orang. Mencermati hal tersebut, berdasarkan
wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kepala BKDD, beliau
menjelaskan :

“dalam pelaksanaan diklat, baik diklat Prajabatan maupun Diklat
Kepemimpinan berdasarkan pengalaman batas maksimal jumlah
peserta setiap angkatan atau setiap kelas adalah berjumlah 40 orang .
Walaupun didalam Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013 dimana Batas
Maksimal jumlah Peserta Diklat Pim Tk. III adalah 30 orang. Dan

biasanya ketika kita mengajukan calon peserta diklat ke pihak Lan,
tidak ada penolakan terkait jumlah peserta”

Hal inipun didukung dengan hasil wawancara melalui telepon dengan
Kabid Diklat Aparatur Kepala PKP2A LAN III di Samarinda, bahwasannya
dalam pelaksanaan diklat Prajabatan maupun Diklat Kepemimpinan untuk
jumlah peserta dapat mengambil batas maksimal yaitu 40 orang.

Sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya
Pelaksanaan diklat Pim Tingkat III yang telah dilaksanakan berjumlah 40 orang
tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Perka LAN Nomor
12 tahun 2015. Dengan demikian diharapkan BKDD Kabupaten Nunukan

sebagai penyelenggaraan diklat yang akan datang agar dapat memenuhi semua
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ketentuan yang telah ditetapkan. Namun jika hal tersebut dapat menjadi syarat
yang ideal, perlu kiranya untuk dilakukan revisi terhadap Perka LAN berkaitan
dengan batas maksimal jumlah peserta diklat dalam 1 angkatan atau 1 kelas
yang diperbolehkan. Bukankah perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda ? (1)
Perubahan Rutin, dimana telah direncanakan dan dibangun melalui proses
organisasi; (2) Perubahan Peningkatan, yang mencakup keuntungan atau nilai
yang telah dicapai organisasi; (3) Perubahan Inovatif, yang mencakup cara
bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Dan tipe kedua dapat
dilakukan dalam hal ini.

d) Terkait mekanisme pencalonan dan penetapan peserta diklat Pim III, sesuai
dengan Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013, dijelaskan aturannya sebagai
berikut :

e Calon peserta Diklatpim Tk. III yang telah diseleksi oleh Tim Seleksi
Peserta Diklat Instansi (TSPDI), kemudian dicalonkan oleh Pejabat
Pembina Kepeg;‘awaian;

¢ Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan calon peserta Diklatpim
Tk. Il kepada Kepala Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi;

e Kepala Lembaga diklat Pemerintah terz;kreditasi menetapkan peserta
Diklatpim Tk. III dalam Surat Keputusan.

Mencermati aturan tersebut diatas, BKDD Kabupaten Nunukan ternyata
tidak membentuk Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi, tetapi hanya melakukan
inventarisasi calon peserta melalui Data pejabat struktural yang sudah definitif
dilantik yang belum mengikuti diklat pim III. Dari data yang ada tersebut

selanjutnya oleh Kabid Diklat dikoordinasikan antar Bidang berkaitan dengan
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status calon peserta berkaitan dengan perah atau tidaknya mendapatkan hukuman
disiplin baik tingkat ringan, sedang atan Berat, serta dengan menyusun data
tersebut berdasarkan TMT Pelantikan dan juga Pangkat tertinggi. Kemudian
Selanjutnya Data tersebut menjadi dasar diajukannya telaahan staf untuk
diteruskan kepada Sekretaris Daerah, Wakil Bupati dan Bupati Nunukan untuk
mendapatkan araban dan persetujuan atas usulan calon Peserta Diklat Pim Tingkat
IIl yang akan ditugaskan untuk mengikuti Diklat Pim Tingkat III yang akan
dilaksanakan oleh BKDD Kabupaten Nunukan dengan Pola Kerjasama PKP2A
IIT LAN yang berada di Samarinda. Setelah mendapatkan persetujuan dari Sekda,
wakil Bupati atan Bupati Nunukan, selanjutnya pejabat pembina kepegawaian
Kabupaten Nunukan menyampaikan nama-nama calon peserta diklatpim III
tersebut ke PKP2A III LAN Samarinda sebagai Penjamin Mutu. PKP2A III LAN
Samarinda menetapkan peserta dalam surat keputusan.

Hal tersebut didukung dari hasil wawancara Kepala BKDD Kabupaten
Nunukan yang menyatakan :

“Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) memang tidak ada, namun
pola yang dilakukan adalah Kabid diminta merekap data pejabat eselon III
yang sudah menduduki jabatan dan belum melaksanakan diklat pim III,
dan setelah direkap jumlah nya 40 orang. Namun ada 1 orang pejabat
eselon IV yang sudah lulus Tes Pim Tingkat III tapi bukan dilembaga
Pemerintah Kabupaten Nunukan tapi di Lembaga lain karena yang
bersangkutan pindah masuk menjadi PNS Pemerintah Kabupaten. Tetapi
pemerintah kabupaten Nunukan tetap mengutamakan pejabat eselon III
yang sudah duduk. Langkah selanjutnya adalah kabid kemudian
melakukan koordinasikan antar Bidang, untuk memastikan ada tidaknya
yang melakukan pelanggaran disiplin untuk diteruskan pertimbangannya
sebagai bahan rekomendasi menjadi calon peserta diklat, karena ini untuk
karir mereka juga. Jika hal tersebut teah selesai, dibuatkan daftar sesuai
dengan TMTnya, DUKnya, Pangkat dan sebagainya dan jika sudah
terpenuhi kemudian diajukan untuk dijadikan peserta. Karena jumlahnya
40, yang diajukan kepada pimpinan (Bupati) melalui Sekda juga 40
juga,sehingga alhamduliliah pas bisa buka 1 kelas. Dan dari data yang
ada, tidak ada yang pernah dijatuhi hukuman disiplin™.
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Terkait penjelasan tersebut diatas, peneliti  dapat mengambil
kesimpulan bahwasannya mekanisme pencalonan dan penetapan peserta
diklat Pim III tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam
Perka LAN Nomor 12 tahun 2015. Ini terkait dengan proses
pertanggungjawaban nantinya, dengan demikian diharapkan BKDD
Kabupaten Nunukan sebagai penyelenggaraan diklat yang akan datang
sebelum pencalonan dan penetapan peserta diklat harus membentuk Tim
Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) sehingga dapat memenuhi semua
ketentuan yang telah ditetapkan. Ini dilakukan dalam rangkaian memenuhi
standar dan bisa lebih efektif koordinasinya, sehingga fungsi-fungsi
administrasi dapat terlihat dijalankan dengan baik.

b. Karakteristik Tenaga Kediklatan
Tenaga kediklatan yang dimaksud dalam perka LAN Nomor 12 tahun 2013

ini adalah terdiri dari Widyaswara dan Fasilitator, Mentor Dan Coach serta

Pengelola/penyelenggara Diklat.

1) Widyaiswara dan Fasilitator merupakan unsur yang berada pada lini terdepan
dalam proses pembelajaran dan sangat menentukan kualitas penyelenggaraan
diklat. Widyaiswara dapat memfasilitasi terwujudnya proses pembelajaran
sehingga dapat tercipta kompetensi pada diri peserta diklat. Mengingat
perannya yang sangat strategis, maka Widyaiswara dituntut agar lebih
profesional. Dalam hal ini, mampu menguasai materi substansi yang
diajarkan kemudian mentransfer ilmu kepada peserta diklat. Pada dasarnya
persyaratan yang harus dimiliki oleh penyelenggara Diklat Kepemimpinana

yaitu kemampuan dalam mengelola diklat yang dibuktikan dengan :
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o Keikutsertaan Widyaswara dalam Diklat TOF (Training Of
Fasilitator) terhadap materi yang diampuhnya.

o Fasilitator dalam diklat pola baru ini, berbasis pada orang yang
memiliki pengalaman dikaitkan dengan teori-teori/pendekatan-
pendekatan kepemimpinan untuk menjadi pemimpin perubahan.

Ketika peneliti menanyakan hal tersebut kepada PKP2A III LAN sebagai
lembaga yang yang berhak menentukan penunjukan widyaswaranya, hasil
wawancara dijelaskan berikut ini :

“Bahwa PKP2A III LAN dimana dalam pemilihan Widyaiswara
berdasarkan kompetensi Widyaswara, dan kompetensi WI itu ditunjukan
dengan keikutsertaan WI dalam diklat Training Of Fasilitator (TOF)
untuk diklat Pim III dan IV. Diklat pim III di Kabupaten Nunukan,
telah disesuaikan dengan TOF widyaswara, misalnya si A mengampu
materi apa, setelah itu juga tidak saklek, terdapat beberapa Pejabat
struktural yang tetap ditugaskan sesuai kompetensi yang dimiliki. Dan
orang-orang yang telah kami tunjuk pada intinya pertimbangan utama
adalah Kompetensi yang dimiliki oleh Widyaswara dan Pejabat
Struktural yang merupakan fasilitator. Kenapa dengan Fasilitator,
dikarenakan dalam diklat Pim pola baru ini lebih menekankan kepada
penggalian pengalaman, dalam kurikulum menyatakan bahwa diklat
pola baru berbasis pada Experincle Learning Pembelajaran dikenal
dengan istilah On — OFF, peran Widyaiswara pada fasilitasi menggali
pengalaman dan  dikaitkan dengan terori-teori atau pendekatan-
pendekatan kepemimpinan untuk menjadi pemimpin perubahan.

Sementara ketika hal ini ditanyakan kepada kepala BKDD beliau
menjelaskan,bahwa:

“terkait masalah widyaswara, itu domain penjamin mutu, kami
hanya menerima jadwal dan tenaga pengajamya. Walaupun biasanya
kami terkadang meminta orang-orang tertentu yang kami kenal sebagai
widyaswara bagus dan berkompetensi tinggi, namun semua itu tetap
terpulang pada kebijakan PKP2A III LAN.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan dimana

Widyaiswara dan Fasilitator yang ditugaskan oleh PKP2A III LAN baik itu

Widyaiswara dari Kota Tarakan, PKP2A III LAN maupun dari LAN RI
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selama pelaksanaan Diklat Pim Tingkat III di Kabupaten Nunukan untuk
mengajar dianggap mampu menyampaikan materi yang diampunya sesuai
diklat TOF yang diikuti. Sehingga hal ini menunjukan kesesuaian dengan
persyaratan yang ditentukan dalam Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013.
Mencermati penjelasan diatas, bagi penulis, adalah memungkinkan jika
kedepan BKDD Kabupaten Nunukan sudah bisa mulai mendorong bagi
Pejabat-pejabat struktural yang memiliki kompetensi untuk menjadi Pengajar
baik sebagai Fasilitator untuk mengikuti Diklat-Diklat TOF baik diklat
Prajabatan maupun Diklat Pim IV dan IIl. Sehingga pada saat pelaksanaan
diklat Kabupaten Nunukan tidak semua bergantung kepada Widyaiswara atau
Fasilitator dari Luar Nunukan. Ini dapat dilakukan dalam rangka memberikan
kesempatan kepada Pejabat struktural yang telah mengikuti Diklat TOF
berdasarkan mata diklat yang diampunya untuk mengajar pada diklat tersebut
sehingga akan sangat membantu Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam
mengefisiensikan penyediaan anggaran diklat dimana mengurangi biaya
transportasi bagi pengajar dari Luar Daerah.
2) Mentor Dan Coach
Mentor dan coach bertugas membimbing peserta selama pelaksanaan
tahap breakhthrough I dan breakhthrough II. Mentor adalah atasan langsung
pesert, sedangkan coach adalah tenaga pembimbing yang memiliki kompetensi :
a. membekali peserta dengan kompetensi yang diperlukan selama tahap
breakhthrough I dan breakhthrough II;
b. memotivasi peserta melalui konsultasi selama pelaksanaan

breakhthrough I dan breakhthrough I1
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Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan penulis, dapat disampaikan
bahwa Coach yang ditunjuk sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang dari
PKP2A III LAN dan 3 orang dari Bandiklat Kota tarakan. Keempat orang
tersebut ditugaskan melalui surat penunjukan dari PKP2A LAN yang selanjutnya
di SK-kan oleh Bupati Nunukan Nomor : 188.45/370/V/2015 tentang Penetapan
Peserta, Mentor, Coach, Evaluator dan tenaga Pengajar Diklat Pim tingkat ITY
Angkatan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran
2015 dan tanggal ditetapkan pada 25 Mei 2015 sebagaimana terlampir. Adapun

nama-nama Coach dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini :

Tabel 4.9
Daftar Nama Coach Diklat Pim III
Angkatan
No NAMA UNIT KERJA

1 | Rahmat Suparman PKP2A III LAN
2 | Wartono . Bandiklat Kota Tarakan
3 | Heriyanto Bandiklat Kota Tarakan
4 | Supraptono Subdiyo Bandiklat Kota Tarakan

Sumber : BKDD Kab. Nunukan
Jika dilibat dari tabel diatas, menjadi pertanyaan bagi penulis, hal yang
mendasari PKP2A III LAN menunjuk Coach dari Bandiklat Kota tarakan
sebanyak 3 orang dan hanya 1 orang dari PKP2A III. Dan ketika hal tersebut
ditanyakan kepada Kabid Diklat Aparatur PKP2A III LAN mengenai penunjukan
coach tersebut, dijelaskan bahwa :
“sebelumnya coach sudah ditentukan orang-orangnya, dan berasal dari
PKP2A 1II LAN, namun dengan adanya beberapa pertimbangan terutama
kendala geografis, maka yang bersangkutan tidak bisa menjadi coach.
Disamping itu, kita juga tidak bisa menunjuk dari Kabupaten Nunukan,
kesulitan utamanya adalah keterbatasan sumber daya manusia untuk

menjadi Coach yang lebih pengalaman atau yang memahami kurikulum
pola baru. Sehingga alternatif yang kita ambil adalah dengan menunjuk
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coach dari bandiklat Tarakan dengan pertimbangan lebih dekat dan telah
ada beberapa orang yang telah memahami diklat pim pola baru tersebut.

Adapun peran Coach yang disampaikan oleh mereka berdasarkan
wawancara diantaranya : Bapak Rahmat Suparman (PKP2A III LAN) :

“Coach lebih banyak memotivasi dan membantu peserta menemukan
area Perubahan yang kemudian disepakati dengan mentor. Saat awal-
awal peserta merasa proyek perubahan ini sulit dan cara berpikirnya
masih membandingkan dengan diklat pola lama, sehingga peran coach
saat pertemuan awal yang harus dilakukan adalah menyemangati dimana
bahwa perubahan itu seperti ini tidak harus besar bisa yang kecil, intinya
bagaimana peserta bisa memanfaatkan peran sebagai pejabat eselon III
di Daerah untuk memberikan layanan yang terbaik. Dari hasil pertemuan
awal tersebut coach menyemangati dan membantu menggali dan juga
saling berdiskusi dengan teman-teman yang lain dalam satu kelompok
sampai akhirnya didapati proyek perubahan yang inovasi”.
Sedangkan Bapak Supraptono Subdiyo (Bandiklat Kota Tarakan) :

“Yang kami lakukan sesusai dengan tahapan sesuai dengan Perka LAN
sebagai Coach harus Aktif untuk membimbing peserta diklat Pim III dan
Sharing pengalaman sesuai kapasitas Coach. Karena jaraknya jauh
antara Nunukan dan Tarakan peserta melakukan konsultasi secara intens
memanfaatkan tekhnologi melalui WA, Email maupun Sms . Dan juga
melakukan bimbingan kepada Peserta yang 10 orang tersebut di
Bandara Tarakan saat perserta akan melakukan Benc marking ke
Bantaeng”.

Bapak Wartono (Bandiklat Kota Tarakan) :

“Sebagai Peserta PIM harus menyusun jadwal rangkaian kegiatan dengan

jelas dan peserta harus aktif berkomunikasi dengan coach dalam

melakukan bimbingan dan konsultasi selama menyusun Proyek

Perubahan. Dan komunikasi dilakukan lewat WA dimana dibuat Blok atau

group khusus untuk peserta bimbingan saya. Sehingga komunikasi dapat

dilakukan dimana saja dan kapan saja”.

Mencermati hasil wawancara diatas, menurut penulis sudah saatnya
BKDD Kabupaten Nunukan membuat terobosan baru, misalnya dengan memberi
kesempatan pejabat eselon 1] atau eselon III yang memahami diklat pim pola baru
untuk menjadi coach atau terkhusus kepada pejabat yang telah mengikuti diklat

pim pola baru, agar lebih efisien. Dan jika memungkinkan, pemerintah
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kabupaten menugaskan beberapa pejabat yang memiliki kompetensi untuk
mengikuti diklat coach,

Sesuai hasil wawancara Kabid diklat PKP2A III LAN yang berada di
samarinda dimana Coach yang telah ditunjuk tersebut dianggap mampu
menyampaikan materi yang diampunya sesuai diklat TOF yang diikuti. Sehingga
hal ini menunjukan kesesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dalam Perka
LAN Nomor 12 Tahun 2013. Penugasan 3 (tiga) Orang dari Bandiklat Kota
Tarakan dan 1 (satu) orang dari PKP2A III LAN di Samarinda untuk menjadi
Coach pada penyelenggaraan diklat Pim Tingkat III di Kabupaten Nunukan,
dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan diklat pim yang akan
datang. Bahwa dalam rangka efisiensi anggaran maka PKP2A III LAN dapat
menunjuk Pejabat di Lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan terutama
pejabat eselon I maupun eselon II yang paham dengan diklat pola baru dan/atau
yang pernah mengikuti diklat Coach. Karena menurut penulis banyak pejabat di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang mampu menjadi Coach,
mengingat beberapa Pejabat esselon II dan III tersebut juga pernah mengikuti
diklat Pim Pola baru. Saflt ini terdapat 6 orang pejabat Eselon II di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nunukan yang pernah ditugaskan mengikuti diklat Pim
Tingkat II dengan Pola Baru, 2 orang di LAN RI Panjempongan Jakarta, 3 orang
di PKP2A III LAN di Samarinda dan 1 orangnya lagi di Bandiklat Propinsi Jawa
Timur. Dan diantara 6 orang tersebut terdapat 1 orang pejabat eselon II yang
menjadi Peserta terbaik ke 2 dari 60 peserta yang mengikuti diklat PIM tingkat II
di PKP2A III LAN di Samarinda. Demikian juga Pejabat eselon III yang teiah

mengikuti diklat Pim Tingkat III dengan pola baru ada 40 orang dan $ orang
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peserta yang menjadi lulusan terbaik mendapat apresiasi dari PKP2A I LAN

schingga hal-hal tersebut dapat menjadi pertimbangan berikutnya dalam

penunjukan Coach bagi peserta diklat pim III maupun Diklat Prajabatan yang

akan datang.

Khusus untuk Mentor, telah dijelaskan bahwa mereka adalah atasan

langsung peserta diklat. Adapun tugas dan fungsinya adalah :

Bertindak sebagai pembimbing peserta berdasarkan sikap
profesionalisme;

Memberikan dukungan penuh kepada peserta diklat (disebut Reformer)
dalam mempersiapkan proposal Proyek Perubahan yang akan
dilakukan;

Memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta dalam merumuskan
atau mengidentifikasi permasalahan krusial organisasi yang
memerlukan terapi melalui proyek perubahan;

Membantu peserta diklat (Reformer) dalam memetakan agenda proyek
yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan yang akan
dilaksanakan;

Menjelaskan kontrak penyelesaian tugas kepada peserta diklat
(Reformery,

Sebagai atasan langsung memberikan kesepakatan dan persetujuan atas
dokumen proposal proyek perubahan yang diajukan oleh peserta diklat
(Reformer);

Memberikan dukungan penuh kepada peserta diklat (Reformer) dalam
mengimplementasikan Proyek Perubahan;

Memberikan dukungan penuh kepada peserta diklat (Reformer) dalam
mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang diperlukan dalam
melakukan implementasi proyek perubahan;

Memberikan bimbingan kepada peserta diklat (Reformer) dalam
mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi
berlangsung;

Berperan sebagai inspirator bagi peserta diklat (Reformer) dalam
melakukan inovasi-inovasi yang diperlukan.

Memantau jalannya proyek perubahan yang dilakukan oleh para
peserta diklat (Reformer).
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Namun dilihat dari dokumen yang ada, terdapat beberapa mentor yang
mengalami perubahan. Dan ketika hal tersebut ditanyakan kepada kepala BKDD

dijelaskan bahwa :

“pada saat penetapan surat keputusan, mentor peserta sesuai dengan yang

seharusnya, namun dalam pelaksanaannya terdapat pergantian mentor

berkaitan dengan kendala teknis, diantaranya adalah :

¢ adanya kepala dinas/kepala badan yang juga harus mengikuti diklat pim
II, misalnya Kepala Disperindakop, kepala dinas perikanan dan
kepalutan serta kepala dinas kesehatan.

¢ terdapat kepala dinas yang tiba-tiba jatuh sakit dan tidak bisa sama
sekali menghadiri seminar laboratorium kepemimpinan.

¢ Terdapat jabatan kosong pada eselon II misalnya kepala BPPD yang
saat itu mengajukan pensiun dini terkait pencalonannya sebagai wakil
bupati Nunukan.

Hal-hal tersebut, membuat kami mengajuan telaahan kepada bupati/wakil

bupati untuk menunjuk assissten berdasarkan garis koordinasinya untuk

menjadi mentor. Misalnya Kadisperindakop penggantinya asisten II dan

seterusnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan
bahwa karakteristik mentor di diklat pim III telah sesuai dengan strukturisasi
kewenangan, sehingga tidak melewati jalur berdasarkan hirarki birokrasi.

Informasi hasil wawancara diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa coach dan mentor yag ditunjuk telah memenuhi kriteria sebagaimana yang
dimaksud dalam perka Lan tersebut. Dan dari opini yang terbangun, penulis
merasa yakin bahwa Kabupaten Nunukan harus memastikan diri memiliki sumber
daya aparatur yang dapat menjadi coach kedepan, karena standar menjadi coach
telah tersedia. Tinggal bagaimana usaha dan upaya serta komitmen itu dapat
ditunjukkan, agar mendapat kepercayaan dari stakeholder.

3) Pengelola dan Penyelenggara Lembaga Diklat Pemerintah
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Sebagaimana diterangkan dalam Bab IV Perka LAN Nomor 12 Tahun
2013 bahwa pengelola dan penyelenggara Diklat Tingkat I memiliki
kemampuan dalam mengelola diklat yang dibuktikan dengan :

1. Sertifikat Diklat Management of Training bagi pengelola Diklat

2. Sertifikat Training Officer Course bagi penyelenggara Diklat

Sebelumnya perlu diketahui, BKDD Kabupaten jumlah PNS pada Bidang
Diklat terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri dari : 1 (satu) orang Eselon III
(Kabid Diklat), 2 (dua) orang Eselon IV/a (Kasubbid Dikat Kepemimpinan dan
karir dan Kasubbid Diklat fungsional dan jabatan). Masing masing Kasubbid
Diklat membawahi 1 orang staf serta dibantu 5 (lima} orang tenaga honorer. Dan
diantara 5 (orang) PNS yang ada di Bidang Diklat belum ada yang memiliki
sertifikat MOT dan TOC.

Pelaksanaan diklat PIM Tingkat Il oleh BKDD Kabupaten Nunukan
dengan pola kerjasama dengan PKP2A III LAN yang berada di Samarinda
sebagai Penjamin Mutu. Pada Pelaksanaan Diklat Pim Pola Baru terhitung mulai
Tahun 2014 sampai dengan saat ini dapat berjalan dengan baik, sebagaiaman yang
dikemukakan kabid diklat bahwa :

“kami setiap tahun alhamdulillah selalu diberi ijin untuk

menyelenggarakan diklat. Pengelola diklat (BKDD) dan penyelenggara

diklat PKP2A LAN selaku penjamin mutu selalu melakukan kordinasi
secara insentif, kami selaku panitia berusaha bekerja secara kerja tim

(team work) yang ditunjukan dengan kekompakan, saling mengisi dan

membantu satu sama lain tanpa mengabaikan tugas, pokok dan fungsinya

(tupoksi) masing-masing. Jalinan koordinasi dan komunikasi yang terus

menerus dilakukan oleh BKDD Kabupaten Nunukan kepada PKP2A III

LAN baik melalui telepon serta bertemu langsung, yang bertujuan untuk

sama-sama mensukseskan penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan,

Ketika penulis mengemukakan bahwa aturan dalam perka Lan menyatakan

aturan sebagaimana 2 poin diatas, lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa :
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“penyelenggara diklat memang harus memiliki sertifikat tersebut, namun
berdasarkan kerjasama tersbut, penjamin mutu telah menyiapkan
pembekalan tersebut dalam rangkaian pelaksanaan diklat pim III ini. Maka
secara implisit, kita dianggap telah memenuhi kriteria sebagai tempat
penyelenggaraan diklat pim. Sekalipun demikian, telah kita sampaikan
kepada PKP2A III LAN, komitmen kami kedepan akan mengirimkan
pegawai untuk ikut pelatihan MOT dan TOC, dan hal tersebut akan kami
tuangkan dalam anggaran APBDP tahun 2016 ini”

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kepala PKP2A III LAN dan Kabid
Diklat Aparatur pada PKP2A III LAN melalui wawancara dapat disimpulkan
bahwa :

“Untuk penyelenggaraan yang akan datang, kami harapkan BKDD

Kabupaten Nunukan harus mengajukan Akreditasi dalam Penyelenggaraan

Diklat Prajabatan maupun Diklat kepemimpinan. Dan yang menjadi

persyaratan utamanya adalah harus tersedianya Sumber Daya Manusia atau

ASN di BKDD Kabupaten Nunukan yang memiliki kemampuan sebagai

pengelola dan penyelenggaraan diklat yang dibuktikan dengan adanya

sertifikat MOT maupun TOC. Sehingga ke depannya BKDD Kabupaten
- -nunukan dapat menyelenggarakan Diklat Prajabatan maupun Diklat

Kepemimpinan secara mandiri. Kami selalu mendorong kearah itu, jangan

sampai terlalu nyaman dengan penjamin mutu, sehingga terlupa terhadap

upaya untuk bisa berdiri diatas kaki sendiri”.

Menyimak hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, BKDD
Kabupaten Nunukan belum memenuhi syarat sebagai penyelenggara ataupun
pengelola diklat, karena tidak memiliki sertifikat MOT dan TOC. Dalam
kaitannnya menuju badan diklat yang terakreditasi, BKDD tentu akan sulit
memenuhi target tersebut.

c. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana diklat (fasilitas diklat) merupakan hal terpenting
yang harus disiapkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Penyiapan Prasarana dan

sarana diklat tersebut bertujuan untuk menunjang kelancaran proses

penyelenggaraan diklat. Dalam Keputusan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2013
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pada Bab V mengenai prasarana dan sarana (fasilitas diklat) yang diperlukan
dalam Diklatpim meliputi:

1) Aula

2) Ruang Kelas

3) Ruang Seminar

4) Ruang Diskusi

5) Ruang Kantor

6) Ruang Kebugaran

7) Ruang Komputer

8) Ruang Laboratorium
9) Asrama bagi Peserta
10) Wisma Tenaga Kediklatan
11) Perpustakaan

12) Ruang Makan

13) Fasilitas Olah Raga
14) Fasilitas Rekreasi
15) Unit Kesehatan

16) Tempat Ibadah.

Sedangkan dalam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III menggunakan
sarana sebagai berikut :

1) Papan Tulis

2) Flip Chart

3) Overhead Projector (OHP)
4) Sound System,

5) TV dan Vidio

6) Kaset, Compact disc

7) Perekam

8) Komputer Laptop
9) LCD Projector
10) Jaringan Wireless Fidelity (Wi-Fi)
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11) Buku Referensi

12) Modul/Bahan ajar

13) Bank Kasus dan

14) Teknologi Multimedia

Adapun hasil telaahan terhadap dokumen tentang evaluasi terhadap
keadaan saran prasarana, penulis tidak menemukan panitia/penyelenggara
terhadap adanya upaya tersebut. Misalnya adanya kuisioner terhadap tanggapan
peserta terhadap fasilitas yang disediakan oleh BKDD Nunukan, sehingga tidak
terlihat penilaian peserta terhadap sarana dan prasarana diklat pada BKDD,
dengan demikian kami tidak dapat menapilkan tabel terhadap kepuasan peserta
setelah mengikuti diklat.

Mengenai sarana dan prasarana diklat kami hanya meminta gambaran dari
panitia penyelenggara dengan hasil bahwa :

“Sarana dan prasarana diklat di BKDD Kab. Nunukan belum semuanya
tersedia seperti ruang seminar yang belum permanen yang idealnya 4
ruangan, ruang olahraga yang belum memadai dan yang paling sulit kami
lakukan adalah ketersediaan wifi yang sebenarnya sangat diperlukan baik
oleh peserta maupun widyaswara. Hal ini sudah berkali-kali kami benahi,
namun menurut pihak telkom BKDD Nunukan ini masuk dalam area black
spot sehingga kami belum mampu untuk mengatasi keadaan tersebut.
Terkait asrama, kami telah memiliki, namun standar idealnya LAN itu,
dalam 1 kamar setidaknya hanya memuat 2 orang peserta, namun karena
kita belum mampu menambah kamar tidur, maka terpaksa kami
menyediakan 1 kamar ditempati 3-4 orang. Hal ini belum dapat kami
benahi, dan semoga kedepan bisa dicarikan solusi terbaik”

(wawancara : 24 April 2016)

Hal yang sama disampaikan Widyaiswara tentang sarana dan prasarana
diklat :

“Alhamdulillah  sudah cukup mendukung, dan akan lebih baik lagi apabila
secara bertahap dilengkapi dan disempurnakan. Sarana dan prasarana yang
ada cukup mendukung proses belajar mengajar. Hanya saja wifi dan ruang
seminarnya dapat difasilitasi sehingga kelancaran penyelenggaraan diklat
bisa maksimal. Sarana dan prasarana mendukung untuk proses belajar
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mengajar terutama infocus (LCD), laptop, white board, sound system sudah
bagus, dan kami apresiasi.

Dalam wawancara terpisah, ketikahal ini kami konfirmasi kepada kasubid
Diklat kepemimpinan, beliau menjelaskan bahwa :

“evaluasi mengenai sarana prasarana diklat Pim III kita lakukan bersama
antara peserta, PKP2A III Lan, panitia dan Widyaswara. Tanggapan yang paling
banyak dikeluhkan adalahketersediaan wifi yang tidak memadai, termasuk
konsumsi sebagian besar peserta Diklatpim, ada sebagian yang menyatakan
kurang asupan gizinya. Terkait kendala ruang seminar, telah dibicarakan bersma,
bahwa kedepan gedung eks pendidikan yang berada tepat disamping BKDD akan
dilakukan rehab 2 lantai, sehingga akan disetting sedemikian rupa agar disediakan
ruang khusus seminar yang multi guna”

Secara keseluruhan dapat diperoleh gambaran bahwa reaksi peserta dan
responden lainnya (WI & Panitia) Diklatpim IIl terhadap sarana dan prasarana
diklat cukup baik namun belum optimal. Sebaiknya sarana dan prasarana lebih
dilengkapi dan disempurnakan sesuai yang ditetapkan oleh Keputusan LAN
Nomor 12 Tahun 2013.

Mayer dan Green Wood menegaskan bahwa dalam tahap implementasi
mungkin akan memerlukan proses perencanaan sendiri, namun perencanaan yang
berkaitan dengan implementasi tak lebih sebagai program atau perencaan
administratif. Tentu saja gambaran demikian berperspektif sangat top-down,
seolah seluruh faktor ﬁénentu keberhasilan kebijakan mencapai tujuannya dapat
diperhitungkan sebelumnya dan mereduksi peran implementor menjadi sekedar
pelaksanaan tugas yang bersifat admnisitratif belaka. Padahal sesungguhnya
keberhasilan telah dapat diprediksi apabila proses administrasi juga memenuhi
aturan yang telah ditetapkan. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai “a

course of action intended to accomplish some end,” atau sebagai suatu tindakan

yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu, bukan suatu tujuan yang sekedar
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diinginkan saja. Dalam kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya diinginkan saja
bukan tujuan, tetapi sekedar keinginan. Setiap orang boleh saja berkeinginan apa
saja, tetapi dalam kehidupan bernegara tidak perlu diperhitungkan. Baru
diperhitungkan kalau ada usaha untuk mencapainya, dan ada “faktor pendukung”
yang diperlukan, ada rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu
untuk mencapainya.

Dari berbagai input yang telah dijelaskan diatas mulai dari karakteristik
peserta, widyaswara, tenaga kediklatan lainnya, mentor dan coach, pengelola,
serta sarana prasarana kediklatan, menurut pénulis tergambar bahwa BKDD
Kabupaten Nunukan banyak mengabaikan proses administrasi dalam
pengelolaannya. Hal ini menjadi catatan evaluasi bagi BKDD bahwa proses
administrasi tidak boleh diabaikan karena merupakan salah satu faktor pendukung
keberhasilan, sebuah bentuk pertanggungjawaban dan merupakan bagian dari
manajemen publik yang harus diikuti dan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan
akuntabilitas.

Dikaitkan dengan teori evaluasi stufflebeam menyatakan bahwa input
evaluasi menginventarisir dan menganalisa manusia, materi penelitian, strategi
penyelesaian dan desain prosedur sebagai dasar untuk pelaksanaan pertimbangan.
Artinya hal-hal yang telah dijelaskan diatas, menjadi bagian untuk penentuan
program yang mana membuat perubahan kebutuhan, karena stufflebeam
mengatakan input adalah pelopor dari keberhasilan atau kegagalan dan efisiensi

dari perubahan usaha.




42820.pdf



42820.pdf

99

2. Tahap Taking Ownership (Breakthrough I). Tahap pembelajaran ini
mengarahkan peserta untuk membangun organizational learning atau
kesadaran dan pembelajaran bersama akan pentingnya mereformasi
area dari program organisasi yang bermasalah. Peserta diarahkan untuk
mengkomunikasikan permasalahan organisasi kepada stakeholder-nya
dan mendapat persetujuan untuk mereformasinya, terutama dari atasan
langsungnya. Pada tahap ini, peserta diminta mengumpulkan data
selengkap mungkin untuk memasuki tahap pembelajaran
selanjutnya. Hanya ada dua mata diklat, yaitu: Coaching dan
Counselling yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi
komunikasi dan informasi berbasis elektronik (selama 5 Hari Kerja).

3. Merancang Perubahan dan Membangun Tim
Tahap pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan
membuat rancangan perubahan yang komprehensif menuju kondisi
ideal dari program organisasi yang dicita-citakan. Peserta juga
dibekali dengan kemampuan mengidentifikasi stakeholder yang
terkait dengan rancangan perubahannya, termasuk dibekali dengan
berbagai teknik komunikasi strategis kepada stakeholder tersebut,
guna membangun tim yang efektif untuk mewujudkan perubahan
tersebut. Tahap ini diakhiri dengan penyajian Proyek Perubahan oleh
masing-masing peserta untuk mengkomunikasikan proyeknya di
hadapan stakeholder strategis untuk mendapatkan masukan dan
dukungan terhadap implementasi proyek. Tahap ini menyajikan

sembilan mata diklat (17 Hari Kerja), yaitu: Pengembangan Potensi
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Diri, Inovasi, Jejaring Kerja, Budaya Kerja dalam Efektifitas
Kepemimpinan, Membangun Tim Efektif, Benchmarking ke Best
Practice, Merancang Proyek Perubahan, Seminar Presentasi Proyek
Perubahan, dan Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan.
4. Tahap Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II)
Tahap pembelgjaran ini mengarahkan peserta untuk menerapkan dan
menguji kapasitas kepemimpinannya. Dalam tahap ini, peserta
kembali ke tempat kerjanya dan memimpin implementasi Proyek
Perubahan yang telah dibuat. Hanya ada duva mata diklat, yaitu:
Coaching dan Counselling yang dilaksanakan dengan menggunakan
teknologt komunikasi dan informasi berbasis elektronik (selama 60
Hari Kerja).
5. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, ada dua mata diklat yaitu: berupa seminar (sehari)
implementasi proyek (mata diklat: Seminar Laboratorium
Kepemimpinan), yang merupakan kegiatan berbagi pengetahuan
dan pengalaman dalam memimpin implementasi proyek perubahan.
Peserta yang berhasil mengimplementasikan Proyek Perubahan akan
dinyatakan lulus Diklatpim Tk.III, sedangkan peserta yang tidak
berhasil, akan diberi sertifikat telah mengikuti Diklatpim Tk.II. Pada
hari terakbir pembelajaran Diklatpim Tk.III diisi mata diklat :
Evaluasi Kepemimpinan, dilanjutkan Penutupan Diklat. Dengan
melakukan evaluasi diklat, dapat diketahui seberapa besar diklat yang

diberikan telah menambah, merubah, serta meningkatkan
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pengetahuan, ketrampilan, dan sikap para peserta sesuai dengan yang
diharapkan oleh lembaga.

Kelima tahapan diatas yang harus dilakukan oleh seorang reformer bahwa
peran seorang pemimpin adalah kemampuan untuk mendiagnosa masalah,
mengimplementasikan perubahan, mengevaluasi hasil yang telah dicapai,
khususnya dalam perubahan keterampilan dan sikap bawahannya. Maka dari itu,
calon reformer perlu dibekali dengan segala pengetahunan, keterampilan dan sikap
yang terkait dengan pelaksanaan proses perubahan yang akan mereka lakukan di
arena mereka. Dalam melakukan perubahan, reformer didampingi oleh seorang
coach dan mentor yang tugasnya sebagai pembimbiﬁg bahkan seorang konselor
jika dalam proses perubahan tersebut para reformer mengalami masalah
psikologis misalnya kurang motivasi atau merasa tertekan.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang akan dievaluasi dalam proses
diklat Pim III di Kabupaten Nunukan dalam penelitian ini adalah
1) sejauh mana kesesuaian antara kurikulum dan jadwal, kompetensi mengajar

Widyaiswara serta proses belajar di kelas yang meliputi : sistematika penyajian
dari Widyaiswara, kemampuan menyajikan, penggunaan metode, penggunaan
alat dan media diklat serta performansi Widyaiswara. Berkenaan hal ini ketika
ditanyakan kepada kepala bidang diklat BKDD Kabupaten Nunukan,
dijelaskan sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan Diklat Pim Tingkat III di Kabupaten Nunukan

dengan Pola Kerjasama dengan PKP2A III LAN yang berada di samarinda

sebagai Penjamin Mutu, maka yang mempunyai tanggung jawab dalam
penyusunan jadwal dengan mengikuti kurikulum yang telah diatur dalam

Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013 beserta Widyaiswara yang di tugaskan

adalah menjadi Domain dari pada PKP2A Il LAN. Penyelenggaraan

Diklat Pim Tingkat Il tersebut dari 5 tahapan pembelajaran yaitul) Tahap
Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi; 2) Tahap Taking Ownership;
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3) Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim; 4) Tahap
Laboratorium Kepemimpinan; dan 5) Tahap Evaluasi. Bentuk
pembelajaran Diklatpim Tk.III menggunakan Coaching dan Counseling.
Proses pembelajaran dengan Experiential Learning (belajar berdasar
pengalaman)  yang dilaksanakan selama 93 Hari Kega. Adapun
pembelajaran Diklatpim Tk.III dilaksanakan selama 93 Hari Kerja, yang
dibagi menjadi: 28 Hari Kerja berupa pembelajaran klasikal, dan 65 Hari
Kerja berupa pembelajaran non-klasikal.

Hal tersebut didukung hasil Wawancara dengan Kabid Dikiat Kabupaten
Nunukan dimana menjelaskan :

“berkaitan dengan jadwal diklat pim III itu yang menyusun adalah PKP2A
III LAN di samarinda yang selanjutnya diemail ke kami dan jadwal
tersebut sudah sesuai dengan kurikulum yang ada berdasarkan tahapan-
tahapannya. Baik on Campus maupun Off Campus (Breakthrough I)
selanjutnya On Campus kembali Tahapan ketiga dimana peserta mulai
merancang Proyek perubahan dan membangun tim dalam mendukung
penyusunan proyek perubahan kemudian peserta memasuki tahap ke
empat (Off Campus) tahap Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough
II) dimana peserta harus mengerjakan apa yang menjadi proyek
perubahan di SKPDnya masing-masing dan tahapan terakhir adalah
tahapan evaluasi dimana peserta akan seminar implementasi proyek
perubahan yang sudah dilakukan dan dibuktikan dengan menunjukan
eviden —eviden yang ada. Adapun jadwal yang telah disusun memang
kadang-kadang ada perubahan jadwal berkaitan ketersediaan widyaiswara
yang ditugaskan oleh PKP2A III LAN dan hal tersebut dikarenakan
kadang-kadang diklat dilaksanakan bersamaan baik LAN RI di jakarta,
PKP2A III LAN di samarinda dan juga Bandiklat Kota Tarakan. Schingga
pelaksanaan dan jadwal yang ada tersebut sangat bergantung dari
Widyaiswara dari LAN, PKP2A III LAN maupun Bandiklat Kota
Tarakan.

Adapun proses belajar mengajar yang dilakukan dalam berbagai tabhapan
diatas, telah dilakukan evaluasi terhadap respon peserta melalui pembagian

kuesioner setelah pembelajaran selesai, dalam tabel 4. 10 berikut ini :
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Tabel 4.10
Respon Peserta terhadap Mata le]at deyaswara

L TIREELTICEY A) \_;1‘ P }?‘u»r' 1
85
Integritas 93,18 95,24 91 92 95 94 ] 962 93 97 95 941,62 94,16
Pembekalan Isu Strategis 34 94 94 | 95,2 95 94 94 94 95 95 944,2 94,42
Diagnostic Reading 30 85 90 | %5.8 82 85 92 92 90 87 8884 88,84
Penjelasan Proyek Perubahan | 95 | 95 | 95 | 90 90 | 95 | a5} 90} 90| 9 926 92,60
TOTAL 457,781452,74] 461 | 457,6 | 447 | 453 | 462,5] 460 | 457 | 453 | 4561,62 456,162
RT. 91,56 | 90,55 | 92,20 | 91,52 | £5,40 | 90,60 | 92,50 92,00 | 91,40 90,60 | 912,32 91,23
KET: Ul : Sistem Penyajian U6 : CaraMenjawab Pertanyaan dari Peserta
U2 @ Xemampuan Menyajikan U7 : Penggunaan Bahasa
U3 : Xetepatan Waktu dan kehadiran U8 : Pemberian Motivasi terhadap Peserta
U4 : Penggunaan Metode dan Sarana Diklat U3 : Kerapian Berpakaian
US : Sikap dan Perilaku Ul0: Kerjasama antar Tenaga Pengajar

Sumber : BKDD Kabupaten Nunukan

Tabel diatas menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran antara
widyaswara dengan peserta memuaskan. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa apa yang disampaikan oleh widyaswara mampu dicernah dan dapat

dipahami oleh peserta diklat pim III.

2) Sejauh mana kesiapan Mentor yang mendampingi reformer dan seberapa besar
mensupport reformer mengeksekusi proyek perubahannya.

Dalam penyusunan mulai dari Rancangan Proyek Perubahan dan
mengimplementasikan diperlukan dukungan dari pada Mentor yang merupakan
atasan langsung reformer atau peserta diklat pim tingkat III.

Dari hasil wawancara dengan beberapa mentor dan telaahan dokumen
terkait proyek perubahan reformer, didapati jawaban yang hampir sama.
Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa hampir semua mentor disaat awal
pelaksanaan diklat Pim tingkat III dengan pola baru belum memahami apa yang
menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai mentor. Namun setelah di

jelaskan oleh Kabid Diklat Aparatur PKP2A III LAN di sebuah pertemuan kepada
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semua mentor, kemudian memahami, justru Mentor sangat mendukung dan
mengapresiasi terhadap diklat pim pola baru tentang proyek perubahan yang
dibuat oleh reformer. Karena mentor memliki peran yang sangat besar dengan
kesuksesan terlaksananya proyek perubahan reformer dan akan menghasilkan
sebuah produk yang bermanfaat bagi SKPDnya masing-masing dalam rangka
mempermudah layanan kepada masyarakat (terlampir dalam lampiran beberapa
testimoni Kepala Dinas SKPD).

Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan dari kepala BKDD selaku Ketua
penyelenggara Diklat Pim Tingkat III di Kabupaten Nunukan melalui wawancara
sebagai berikut :

“Dukungan para mentor dapat dilihat dari Hadirnya para Mentor selaku

atasan langsung pada saat proses Seminar Rancangan Proyek Perubahan

dan juga Seminar Proyek Perubahan. Bahkan dalam pelaksanaannya
mentor berjnji akan mendukung melalui dukungan anggaran dalam
mengimplementasikan proyek perubahan para reformer, apakah itu dalam

APBD Perubahan maupun pada APBD murni pada tahun berikutnya™

Dari informasi melalui dokumen kuesioner dan hasil wawancara diatas,
penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa telah ada interaksi yang baik antara
mentor dengan peserta (reformer), mentor pada dasarnya mau melakukan
perubahan di SKPDnya sehingga melahirkan proyek-proyek unggulan dalam
mempermudah administrasi, mempermurah pelayanan sehingga tercipta ASN

yang responsibility terhadap publik service.

3) Seberapa besar Coach memberi arahan dan bimbingan kepada reformer
sehingga menghasilkan laporan proyek perubahan yang baik dan benar;

Sebelum terlalu jauh membahas pelaksanaan pembimbingan coach ada

baiknya dipaparkan peran coach sebagai berikut :
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=  Melakukan monitoring kegiatan peserta selama tahap Taking The
Ownership dan Leadership Laboratory melalui media teknologi
informasi (IT);

* Melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu peserta
(Reformer) apabila peserta (Reformer) mengalami permasalahan
selama tahapan Taking The Ownership dan Leadership Laboratory ;

* Memberikan feedback terhadap laporan perkembangan implementasi
proyek perubahan yang disampaikan peserta (Reformer) bimbingan
minimal seminggu sekali (setiap hari Jum’at);

®= Mengembangkan instrumen monitoring dan perekaman terhadap
perkembangan yang dilaporkan oleh peserta  (Reformer)
bimbingannya;

= Mengkomunikasikan proses, kemajuan dan hasil coaching kepada
penyelenggara Diklatpim Tingkat II;

= Menjadi Counselor pada saat peserta mengalami lack of motivation
selama proses pembelajaran atau menyusun proyek perubahan

Peran Coach sebagai pembimbing peserta selama pelaksanaan tahap
Breakthrough I dan Breakthrough 1I. Pada berlangsungnya diklat peserta yang
berjumlah 40 dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing kelompok
didampingi 1 orang Coach. Dimana Coach dapat membekali setiap peserta
dengan kompetensi yang diperlukan serta memotivasi peserta melalui konsultasi
yang dilakukan oleh para peserta selama Breakthrough I dan Breakthrough I .

Adapun pembagian 40 peserta ke dalam 4 kelompok dengan penanggung

jawab masing-masing Coach dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 4.11
Pembagian Kelompok berdasarkan Coach
Diklat Pim III
Rudiansyah
Rusmansyah
Sabaruddin
Sapto Hari Sampurno
Silvia HW Q Mone
Sirajuddin
Siti Hasnah
Devi Ruyen
Yoseph
Heberli
I Ketut Karyawan
Jefri
Joned
Lother
Lukas Iskandar
Mariani
Muhammad Ramli
Ramsidah
Rasna
Alis Sujono
Abd. Haris Bebe Aran
Agus
Drs. Hasan Basri
Rina Dwi Julianti
Baharuddin Sampe Ruru
Budi Haryanto
Darius
Dedy Suprayitno
Sugianto Albert
Elirath
Endah Kurniawati
Eurike Suppa
Eva Rahmifa
Fajar Budhayanto
Freddiyanto
Agus Arief Darmawan
Hasan Basri, S.IP
Yuni Sere
Helmi Pudaaslikar
Herry Ageng Santoso

I Dr. Rahmat, MA

Hariyanto, S.Pt.,

II M.LP

111 Wartono, SE, MM

® ® & ® ® & & © @ 6 | & O ¢ O ¢ S & & B | 66 8" "0 N NG SO 0O 0 0 0N

Sumber : BKDD Kabupaten Nunukan
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T'erkait proses antara coach dengan reformer dalam proses Breakthrough 1
dan Breakthrough II dilakukan melalui konsultasi melalui tatap muka, dan
dengan mempergunakan teknologi komunikasi atau informasi berbasis elektronik.
Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dari Coach yang ada diantaranya:

Bapak Rahmat Suparman (PKP2A III LAN) :

”Selama proses bimbingan dengan reformer, kami melakukan konsultasi
secara intens dengan memanfaatkan tekhnologi melalui WA, Email
maupun Sms . Dan juga pertemuan langsung sebelum dilaksanakannya
Ujian Seminar Rancangan Proyek Perubahan maupun Ujian Seminar
Proyek Perubahan, yang dilakukan di BKIDD Kabupaten Nunukan®,

Bapak Supraptono Subdiyo (Bandiklat Kota Tarakan) :

”Karena jaraknya jauh antara Nunukan dan Tarakan peserta melakukan
konsultasi secara intens memanfaatkan tekhnologi mejalui WA, Email
maupun Sms . kami juga melakukan bimbingan kepada Peserta yang 10
orang tersebut di Bandara Tarakan saat peserta akan melakukan
Bencmarking ke Bantaeng. Beberapa kali juga kami melakuakan tatap
muka langsung bimbingan sebelum dilaksanakan ujian Seminar
Rancangan Proyek Perubahan maupun Ujian Seminar Proyek
Perubahan.

Bapak Wartono (Bandiklat Kota Tarakan) :
‘“untuk reformer yang melakukan coaching dengan saya, komunikasinya
dilakukan lewat WA dimana dibuat Blok atau group khusus untuk
peserta bimbingan saya. Sehingga komunikasi dapat dilakukan dimana
saja dan kapan saja. Dilanjutkan dengan pertemuan di Nunukan
bimbingan secara langsung sebelum Ujian Seminar Rancangan Proyek
Perubahan maupun Ujian Seminar Proyek Perubahan.

Dari beberapa penjelasan coach diatas, jawaban yang diberikan hampir
sama, sehingga disimpulkan bahwa antara coach satu dengan lainnya
memberlakukan perlakuan yang sama terhadap reformer. Ini menunjukkan
adanya Kesepakatan dan komitmen yang sama antara coach satu dan lainnya
bahwa semua cara komunikasi dilakukan, dengan memanfaatkan aspek perubahan
sehingga menjadi efektif, efisien dan tidak menimbulkan kecemburuan satu

dengan lainnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Prof. Sarosa bahwa teori
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administrasi yang menyangkut pelayanan publik, salah satunya adalah harus dapat
mendorong lahirnya cara-cara atau metode baru dalam situasi dan kondisi yang
berbeda.

4) Bagaimana reformer mengikuti secara keseluruhan tahapan proses

penyelenggaraan diklat pim III sehingga menghasilkan proyek perubahan.

Dari 5 tahapan sebagaimana yang diuraikan diatas, tahapan yang paling penting
dalam mencipatakan proyek perubahan adalah pada tahap Taking Ownership
(Breakthrough I). Pada tahap ini reformer selama 5 hari akan membangun
jaringan ke semua stakeholder dalam rangka mendapatkan dukungan dan
persetujuan, schingga peran mentor sangat dibutuhkan dalam mendorong
bawahannya melewati tahap ini. Ketika hal-hal sedemikian ini ditanyakan kepada
beberapa peserta diklat melalui kuesioner dan survey lapangan, beberapa
testimoni telah diberikan oleh mereka. Dari telaahan dokumen yang dilakukan
oleh penulis, hampir semua peserta memberikan jawaban yang sama bahwa
dukl:lngan mentor sangat menpengaruhi tingkat keberhasilan proyek perbahan
mereka, karena itu mereka sangat apresiasi dan bersemangat untuk melanjutkan
proyek perubahannya dengan cara banyak mensosialisasikan kepada masyarakat
sehingga tujuannya untuk melayani masyarakat dapat optimal.

Tahap vyang juga sangat menjadi perhatian khusus dalam proses
pembelajaran adalah mengenai Benchmarking ke Best Practice. Im
dilakukan untuk membekali peserta dengan kemampuan mengadopsi dan
mengadaptasi keunggulan organisasi yang memiliki best practice dalam
pengelolaan kegiatan melalui pembelajaran Benchmarking, Knowledge

replication dan knowledge customerzation. Pembelajaran disampaikan secara
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interaktif dengan metode kunjungan lapangan, tanya jawab, dan diskusi. Ketika
hal ini ditanyakan kepada kepala BKDD tujuan daripada Benchmarking, beliau
menjelaskan :

“Benchmarking ke best practice merupakan implementasi suatu kegiatan
yang tidak terpisahkan dengan penyusunan Rancangan Proyek
Perubahan Untuk mendapatkan input guna perkunatan rancangan proyek
perubahan dimaksud diperlukan kegiatan benchmarking dan diharapkan
dapat membekali peserta dengan kemampuan mengadopsi dan
mengadaptasi keunggulan organisasi yang dijadikan obyek benchmarking
yang memiliki best pratice dalam pengelolaan kegiatan. Jadi kemarin
kami, mendatangi Kabupaten Bantaeng karena beliau telah banyak
melakukaninovasi terkait dengan pelayanan dasar seperti pelayanan
kesehatan bagi masyarakat yang sangat efektif dan efisien. Contoh-contoh
tersebut diharapkan memberi inspirasi bagi peserta untuk merancang
Proyek Perubahan.

Adapun dokumentasi benchmarking sebagaimana dilampirkan pada
lampiran nomor 5 dalam tesis ini, yang bersumber dari BKDD Kabupaten
Nunukan.

Kemudian tahap yang paling menentukan bagi peserta adalah tahap
laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II). Pada tabhap ini peran coach dan
mentor sangat tinggi. Reformer akan melakukan milestone yang telah dirancang
untuk dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan, baik jangka pendek dan jika
bisa sampai jangka menengah. Peran keduanya sangat menentukan tingkat
pencapaian target dan pendokumentasian proyek perubahan berupa eviden-eviden
sehingga dapat dipertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan di lapangan.

Sebagaimana dikemukakan salah satu peserta, bahwa :

“dalam tahap IV kami harus memanage waktu sebaik-baiknya, dukungan

mentor menjadi penyemangat agar pencapaian target sesuai dengan

rancangan yang telah kami bangun. Konsep yang telah kami bangun
sedapat mungkin disesuaikan dengan kebutuban organisasi dan kebijakan

tertinggi tetap ada ditangan mentor. Tapi semua berjalan sebagaimana
yang diharapkan, sehingga tujuan kami dapat tercapai”
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Mencermati penjelasan dan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan
bahwa telah terjalin harmonisasi antara mentor, peserta dan coach dalam proses
menghasilkan proyek perubahan. Masing-masing menyadari dan melaksanakan
peran dan fungsinya masing-masing sehingga manajemen waktu dan dukungan
kebijakan telah mampu membuat reformer mencapai target yang telah dirancang
sebelumnya.

Proses merupakan variable penilaian mutu yang penting.  Penilaian
terhadap proses adalah evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan reformer
melaksanakan dalam rangka menghasilkan proyek perubahan yang didalamnya
meliputi keterkaitan widyaswara, mentor, coach. Kriteria yang digunakan adalah
derajat keterkaitan, harmonisasi, koordinasi dan kolaborasi semua yang
berkepentingan dalam pengelolaan penyelenggaraan dan pelaksanaan berlangsung
sesuai dengan standar-standar dan harapan- harapan masing-masing proses.

Evaluasi proses meliputi evaluasi yang telah ditentukan (dirancang) dan
diterapkan di dalam praktek (proses). Seorang penilai proses disebut sebagai
pemonitor sistem pengumpulan data dari pelaksanaan program sehari hari.
Evaluator harus mencatat secara detail apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan
program, mempunyai catatan harian dan perkembangan setiap langkah dalam
pelaksanaan program yang digunakan untuk pengambil keputusan dan
menentukan tindak lanjut program apabila waktu berakhir telab tiba. Tugas lain
dari penilai pros;:s adalah melihat catatan kejadian-kejadian yang muncul selama
program tersebut berlangsung dari waktu ke waktu yang akan sangat berguna
dalam menentukan kelemahan dan kekuatan atau faktor pendukung serta faktor

penghambat program jika dikaitkan dengan keluaran yang ditemukan.
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Suatu program yang baik (yang pantas untuk dinilai), yaitu: 1).
Program/kegiatan tersebut sudah dirancang dan jelas siapa yang bertanggung
jawab terhadap program/kegiatan tersebut; 2). Bentuk kegiatannya nyata dan
dapat di monitor dengan baik serta jelas terhadap unsur yang terlibat; 3). Waktu
kegiatannya jelas. Tujuannya adalah membantu penanggung jawab pemantau
(monitor) agar lebih mudah mengetahui kelemahan kelemahan program dari
berbagai aspek untuk kemudian dapat dengan mudah melakukan remedial atau
perbaikan di dalam proses pelaksanaan program.

Rossi & Freeman menyatakan bahwa Evaluasi Formatif adalah untuk
mengevaluasi pelaksanaan program yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
Merupakan evaluasi terhadap proses

Menilai tingkat kepatuhan pelaksana atas standard aturan

Menggunakan model-model dalam implementasi
Biasanya bersifat kuantitatif
Melihat dampak jangka pendek dari pelaksanaan kebijakan/ program

ol el A

Tujuan evaluasi formatif ini adalah untuk melibat :

—

Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat
2. Apakah penyampaian pelayanannya telah sesuai dan konsisten dengan
spesifikasi program atau tidak;
3. Sumberdaya apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program tersebut.
Berdasarkan teori tersebut, jika dilihat dari keseluruban proses
penyelenggaraan yang merupakan bagian dari ﬁfoscs diklat Pim III di BKDD
Kabupaten Nunukan, penulis berpendapat bahwa BKDD telah cukup baik
menyelenggarakan diklat Pim III, dalam hal ini bagaimapa memfasilitasi
interaksi, koordinasi, kolaborasi dan semua proses yang berkenaan dengan

hubungan dan harmonisasi antara wi, coach, mentor dan reformer dalam

menghasilkan proyek perubahannya sehingga terjalin dengan baik.
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Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana teori evaluasi stufflebeam
menyatakan bahwa evaluasi proses mengidentifikasi atau memperkirakan
kerusakan dalam pelaksanaan, menyediakan informasi untuk pertimbangan
program dana catatan/laporan dan mempertimbangkan kegiatan dan aktifitas. Hal
ini akan menjadi penépang aktualisasi untuk nantinya digunakan sebagai taksiran
terhadap hasil. Karena itu, dikatakannya bahwa proses evaluasi terus menerus
memeriksa pelaksanaan rencana dan dokumentasi dari proses. Objek dikomentari
sebagai umpan balik tentang keberadaan dimana, melaksanakan rencana kerja
yang ada pada jadwal. Sponsor dan institusi rutin melaksanakan tinjauan dan
dokumentasi aktifitas yang cermat dan membuat pertemuan/rapat, laporan

pertemuan dan laporan pertanggungjawaban secara berkala.

D. Evaluasi terhadap Produk/Hasil penyelenggaraan diklat Pim HI

Product Evaluation (Evaluasi Produk/Hasil). Pada evaluasi produk
penilaian hasil program Diklatpim III berupa evaluasi keseluruhan dilibat dari dua
aspek yakni :

a. pertama, aspek kinerja penyelenggara, bahwa pelaksana evaluasi
menganut falsafah integritas, kewibawaan dan reputasi lembaga perlu
dijaga dan ditegakkan.

Terkait aspek terhadap evaluasi pelaksanaan diklat pim III di
Kabupaten Nunukan dan kinerja penyelenggaranya, penulis tidak
menemukan hal-hal yang dilaporkan secara tertulis maupun telaah
dokumen lainnya yang menukik langsung kepada substansi tersebut.

BKDD Kabupaten Nunukan tidak membuat sebuah evaluasi menyeluruh
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terhadap pelaksanaan diklat pim III, dan ketika hal tersebut ditanyakan
kepada Kepala BKDD beliau menjelaskan :

“memang secara tertulis kami tidak mendokumentasikan evaluasi
terhadap keseluruhan penyelenggaraan diklat, namun secara lisan, disetiap
selesai penyelenggaraan diklat selalu kita duduk bersama membahas hal-
hal yang perlu diperbaiki dan diperhatikan. Misalnya pada diklat pim III
kemarin, evaluasi yang kami bahas bersama antara peserta, penyelenggara
dan penjamin mutu PKP2A III Lan Samarinda terkait masalah sarpras
yang dikeluhkan peserta dan PKP2A III Lan sendiri, terutama wifi, tidak
adanya ruang khusus ujian, tidak adanya perpustakaan yang dapat
menunjang pengetahuan, tidak tersedianya laundry dan fasilitas olahraga
yang kurang. Terkait evaluasi lainnya, biasanya kami lakukan secara
tertutup dengan pihak PKP2A III Lan, misalnya rekomendasi terhadap
widyaswara yang kurang mampu membuat peserta bergairah, coach yang
kurang peduli terhadap peserta bimbingannya, sehingga bisa menjadi
bahan evaluasi pada pelaksanaan selanjutnya.

Mencermati penjelasan tersebut, peneliti melihatnya secara
berturut-turut terhadap apa yang dijelaskan melalui wawancara dengan
PKP2A 1II Lan, wawancara dengan Kepala BKDD, Kabid Diklat, mentor,
coach dan juga dengan peserta serta telaah dokumen lainnya yang telah
dibahas pada poin-poin diatas, dapat menarik kesimpulan bahwa hasil
penyelenggaraan diklat pim III terkait input dan prosesnya sudah berjalan
sesuai yang diharapkan, walaupun masih terdapat tambal sulam dalam
menyiasati pelaksanaannya. Disamping itu masih didapati kesalahan-
kesalahan yang berulang-ulang dilakukan dan belum diperbaiki pada
periode berikutnya, sehingga dibutuhkan komitmen untuk segera
melakukan pengantisipasian pada pelaksanaan berikutnya.

Kendala-kendala tekhnis lainnya terkait sarpras, memang menjadi
hal yang paling banyak menjadi sorotan pada penyelenggaraan diklat pim

di BKDD, hal tersebut diperkuat dengan penjelasan kabid diklat bahwa :
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“Keadaan gedung diklat BKDD masih belum memungkinkan
untuk menyiapkan sekaligus sarana prasarana. Terkait keluhan
dari PKP2A III Lan misalnya ruang ujian khusus, diharapkan tahun
depan sudah ada, karena gedung eks Diknas telah masuk dalam
anggaran tahun ini akan direhab, dengan dua lantai sehingga bisa
dimanfaatkan. Kemudian sarana olahraga (tennis meja) akan kita
siapkan disamping ruang makan mess, namun terkait wifi kita ini
terkendala geografis. Menurut pihak telkom yang berkali-kali
kami panggil untuk perbaikan jaringan, termyata area BKDD ini
termasuk black spot, sehingga dalam hal ini kami belum bisa apa-
apa. Mudah-mudahan kedepan ini bisa dimaksimalkan
penggunaannya dan mendapatkan solusi yang tepat untuk
memuaskan semua pihak.

b. Kedua adalah peserta diklat/reformer dalam hal ini mengevaluasi
laboratorium kepemimpinan dalam bentuk proyek perubahan yang
dilakukan oleh reformer selama melakukan breakthrough II. Selain itu
evaluasi juga dilakukan terhadap hasil proyek perubahan yang
diimplementasikan oleh reformer secara berkelanjutan yang dilakukan di
SKPD masing-masing (Pasca diklat).

Evaluasi terhadap hasil proyek perubahan peserta, dijelaskan dalam
perka LAN, proyek perubahan yang dilakukan oleh peserta dinilai oleh

penguji meliputi 2 aspek dengan bobot dengan tabel 4.12 sebagai berikut :

Tabel 4.12
Aspek yang dinilai penguji dalam Proyek Perubahan
No Aspek Unsur Bobot
1. | Sikap Dan Perilaku
Integritas 10
Etika 10
Kedisiplinan 10
Kerjasama 5
Prakarsa 5
2. | Kualitas Perubahan | 1., ifikasi Perubahan 10
Rancangan Perubahan 10
Pemimpin Perubahan 40
JUMLAH 100

Sumber : Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013
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Evaluasi terhadap aspek dan unsur-unsur tersebut diatas, dijadikan
sebagai evaluasi akhir untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta
diklat pim III yang tentukan melalui svatu tim. Susunan tim evaluasi
akhir ini ditetapkan oleh pimpinan instansi penyelenggara diklat dengan
jumlah anggota maksimum 9orang dengan susunan sebagai berikut :

a. Kepala Lembaga Diklat selaku ketua merangkap anggota;

b. Sekretaris Lembaga Diklat selaku sekretaris merangkap anggota;

c. Pejabat struktural yang terkait penyelenggaraan Diklat selaku anggota;

d. Seorang Pejabat dari Unit Kepegawaian masing-masing peserta Diklat
sebagai Anggota;

e. Koordinator Widyaiswara.

f. Coach selaku anggota.

Evaluasi akhir dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi
terhadap aspek sikap dan perilaku serta aspek kualitas perubahan. Nilai
aspek sikap dan perilaku serta aspek kualitas perubahan direkapitulasi
dengah pembobotan masing-masing sehingga menghasilkan Nilai Akhir.
Ketidakhadiran peserta melebihi 6 (enam) sesi atau 18 (delapan belas) jam
pembelajaran dinyatakan gugur.

Terkait penjelasan perka LAN diatas, penulis tidak menemukan
surat keputusan ataupun surat penunjukan lainnya mengenai susunan tim |
evaluasi akhir. Hal ini menjadi pertanyaan bagi peneliti, apa alasannya hal
ini tidak dilakukan, sementara bagi peneliti ini adalah sesuatu yang sangat
penting karena terkait dengan nilai akhir seseorang yang membutuhkan

penilaian banyak pihak dan harus berintegritas. Menelisik pentingnya hal
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ini, sehingga penulis menanyakan hal tersebut kepada kepala BKDD
Kabupaten Nunukan. Mengenai tim evaluasi akhir, kepala BKDD
mengungkapkan bahwa :
“Kami menyadari terlalu nyaman dengan kondisi yang sudah-
sudah, sehingga kurang memperhatikan hal-hal yang kelihatan
kecil tapi sesungghnya dampaknya besar. Tapi secara substansi
orang-orang yang menjadi penentu kelulusan itu, unsur-unsurnya
sudah sesuai dengan perka lan, hanya saja kami terlupa untuk
mengSK-kan, yang tentunya terkait dengan
pertanggungjawabannya. Namun kedepan, ini menjadi bahan
evaluasi bagi kami agar bisa lebih hati-hati menyikapi aturan yang
ada.
Terkait untuk kualifikasi kelulusan peserta Diklat, dalam perka
LAN nomor 12 tahun 2013 ini, ditetapkan sebagai berikut :
a. Sangat Memuaskan (skor 92,5 — 100);
b. Memuaskan (skor 85,0 — 92,4);
¢. Cukup memuaskan (skor 77,5 — 84,9);
d. Kurang memuaskan (skor 70,00 —77,4).
e. Peserta Diklat yang memperoleh nilai kurang dari 70 (tujuh
puluh) dinyatakan tidak Iulus
Menjawab kualifikasi kelulusan diklat pim III pada tahun 2015 di

Kabupaten Nunukan, berdasarkan telaah dokumen yang ada, dapat

dipaparkan dalam tabel berikut ini :

‘No Kualifikasi Jumlh | Ket. - -
1. | Sangat Memuaskan 7 5 orang terbaik
2. | Memuaskan 30
3. | Cukup Memuaskan 3
4. | Kurang Memuaskan 0

Total 490
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Mencermati tabel diatas, dapat menunjukkan bahwa rata-rata hasil akhir
proyek perubahan diklat pim III tahun 2015 di Kabupaten Nunukan lulus dengan
kualifikasi Memuaskan, dan cukup memuaskan hanya terdapat 3 orang. Jadi
dapat disimpulkan bahwa lulusan diklat pim III patut diapresiasi. Dan bentuk
apresiasi yang dilakukan PKP2A III LAN dengan memberikan sertifikat
kelulusan dengan mencantumkan Peringkat terbaik I, I, III, IV dan V
sebagaimana terlampir pada lampiran 6. Penulis dapat menegaskan hal tersebut
berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Diklat Aparatur PKP2A III LAN
bahwa :

“Kriteria penilaian kelulusan peserta diklat pim tingkat III tetap mengacu

kepada Perka LAN Nomor 12 tahun 2013. Adapun pemberian Sertifikat

kepada Iulusan 5 (lima) terbaik tersebut sebagai bentuk penghargaan saja
sebagai motivasi bagi para peserta diklat Pim Tingkat HI yang ada. Dan
hal tersebut memang tidak diatur dalam Perka LAN yang ada.”
Adapun hasil dari proyek perubahan yang dibuat oleh para peserta diklat pim
tingkat III di Kabupaten Nunukan yang menjadi penentu kelulusan peserta
mendapatkan apresiasi berdasarkan wawancara :
Dr. Mariman Darto (Kepala PKP2A III LAN)
“Proyek Perubahan yang teman-teman peserta diklat pim tingkat III

Kabupaten Nunukan buat tidak kalah dengan Kabupaten lainnya, semangat
sebagai orang perbatasan dalam mengikuti diklat pim IIT. “

Dr. Rahmat MA. (Kabid Diklat Aparatur PKP2A HI LAN) :
“Proyek perubahan yang dibuat teman-teman di Nunukan di luar
ekspektasi saya, sekalipun jauh berada diperbatasan namun tidak kalah
dengan peserta yang berada di Balikpapan, dan ini membahagiakan kami
tentunya. “

Sehingga dari hasil beberapa wawancara tersebut di atas, peneliti dapat

menyimpulkan bahwa hasil akhir bagi evaluasi terhadap kelulusan peserta diklat
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pim tingkat IIT dimana kriteria-kriteria yang menjadi penilaian kelulusan sudah
sesuai dengan aturan yang ada. Namun ke depannya kepada BKDD Kabupaten
Nunukan untuk tetap membuat tim evaluasi akhir yang ditetapkan oleh Bupati
Nunukan sebagai bentuk pertanggung jawaban dan penegasan akan
tanggungjawab Tim evaluasi akhir terhadap kelulusan peserta diklat.

Adapun berkaitan dengan evaluasi pasca diklat dimana sebagaimana yang
diamanatkan dalam Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013 harus dilakukan oleh
Penyelenggara Diklat dalam hal ini adalah BKDD Kabupaten Nunukan.

Hasil wawancara dari kepala BKDD Kabupaten Nunukan :

“Evaluasi pasca diklat memang harus dan wajib dilakukan sesuai dengan
yang diamanatkan dalam Perka LAN, dan evaluasi pasca diklat tersebut
sudah pernah dilakukan namun belum maksimal dikarenakan kesibukan
banyaknya kegiatan di kantor dan juga alumni peserta diklat pim yang ada
tersebar di beberapa Kecamatan”

Wawancara tersebut dipertegas kembali oleh Kabid Diklat Kabupaten Nunukan:

“Evaluasi pasca diklat pim III sudah pernah dilakukan namun belum
maksimal, dan yang dievaluasi baru beberapa SKPD, dengan banyaknya
kegiatan diklat di BKDD seperti diklat prajabatan K2 dan diklat pim IV
yang saat ini sedang berjalan”

Hasil wawancara dari Kasubid Diklat Pim :

“Kami sudah melaksanakan evaluasi pasca diklat di beberapa SKPD
namun belum semuanya sehingga hasilnya belum maksimal karena
padatnya kegiatan diklat, namun ada beberapa yang telah mengembalikan
sebaran kuesioner yang kami berikan, dan pada dasarnya semua peserta
dan mentor menyambut baik program ini, karena menyadari bahwa banyak
yang harus dibenahi dalam SKPD mereka, sehingga ASN yang didiklatkan
dapat bersemangat membangun konsep pelayanan publik di kantor
masing-masing”

Hasil evaluasi kinerja kebijakan sebagai pengembangan, dengan fokus
sasaran pada kinerja outcomes, diperoleh informasi bahwa pada umumnya atasan

langsung alumni menyatakan bahwa setelah mengikuti Diklatpim Pola pikir dan
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Cara Kerja mereka Bagus (Sudjarwo, 2008). Demikian pula dengan hasil
penelitian Nurseha 2015 bahwa dampak hasil kerja peserta diklat berdasarkan
hasil wawancara dengan atasan langsung peserta secara keseluruhan menyatakan
bahwa ada peningkatan kinerja. Ini adalah merupakan gambaran bahwa biasanya
diklat pim menghasilkan kinerja ataupun dampak serta hasil yang memperlihatkan
peningkatan yang baik. Artinya bahwa penyelenggaraan diklat Pim telah mampu
merubah mindset, merubah kearah yang lebih baik terhadap pesertanya sehingga
sangat relevan jika dikatakan bahwa diklat Pim pola baru ini lebih mampu
menjadikan peserta menciptakan proyek perubahan yang berguna bagi
kepentingan organisasi dalam rangka menciptakan pelayanan terbaik kepada
masyarakat. Sehingga citra ASN dapat meningkét dan menciptakan kesejahteraan
bagi masyarakat secara umum. Untuk melengkapi kriteria tersebut, Peter Drucker
mengingatkan kita semua bahwa “Ancaman utama yang dihadapi oleh organisasi
di masa depan bukanlah turbulensi (pergolakan/kekacauan), akan tetapi yang
paling berbahaya adalah jika organisasi dikelola dengan menggunakan logika
masa lalu”. Disinilah perlunya perubahan, termasuk keinginan untuk berubah
dengan membuat standar kompetensi yang kompetitif dan up to date.

Sesuai dengan wawancara dan berbagai pendapat serta hasil kajian
terdahulu, dapat disimpulkan bahwa diklat telah mampu mengﬁasilkan alumni
yang memiliki kinerja lebih baik. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten
Nunukan, bahwa para alumni telah menghasilkan proyek perubahan yang cukup
diapresidsi berbagai pihak. Bahkan hasil yang masuk 5 (lima) besar didaulat pula
sebagai salah satu nominator tingkat nasional, sehingga dapat dikatakan bahwa

diklat Pim III di Kabupaten Nunukan berkategori baik dan memuaskan.
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Evaluasi produk menurut stufilebeam adalah merupakan penggabungan
penggambaran dan pertimbangan dari hasil dan hubungannya terhadap objek
konteks, input dan proses informasi dengan penaksiran yang baik, berarti dan
kejujuran.  Bagaimana kriteria diukur, pertimbangan hasil dari seluruh
stakeholder untuk menentukan kelanjutan, mengakhiri untuk menghadirkan
catatan bersih dari dampak (negatiffpositif) berbanding dengan penaksiran
kebutuhan, keobjektifan target dan merupakan kesimpulan terhadap prestasi
organisasi.

2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Diklat Pim III Di
Kabupaten Nunukan

Setiap penyelenggaraan kegiatan di organisasi manapun biasanya selalu
ada faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam mengoptimalkan sebuah
program, termasuk penyelenggaraan Diklat Pim IIT Di Kabupaten Nunukan.

a. Berdasarkan beberapa wawancara dengan stakeholder, dikemukakan
faktor pendukung penyelenggaraan diklat Pim III diantaranya adalah :

1) Keberadaan Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013, yang merupakan
landasan pelaksanaan dalam menyelenggarakan Diklat Pim III dimana
memuat hal-hal yang harus kami jadikan garis frame sehingga tidak
keluar dari jalur yang telah ditetapkan

2) Dengan adanya program NAWA CITA Jokowi, membuat kami yang
tinggal diperbatasan mendapat apresiasi khusus sehingga walaupun
tidak terakreditasi masih diberi peluang untuk menyelenggarakan
Diklat Pim III. Sebagaimana ditekankan oleh Kepala PKP2A III LAN

bahwa :
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“Bagaimana kedepan visi Bupati, Gubernur dan Presiden Jokowi
harus diselaraskan agar ke depan cita-cita Nawacita *Membangun
negeri dari pinggiran” benar-benar teraktualisasi khususnya di
Nunukan sebagai Kota perbatasan. Karena itu, kami telah
mengupayakan agar Nunvkan bisa mendapatkan ijin prinsip
penyelenggaraan Diklat, sebagai manifestasi cita-cita Jokowi”

3) Adanya komitmen, inisiatif dan kesungguhan dari pemerintah
Kabupaten Nunukan untuk menjemput bola sehingga bisa
mendapatkan ijin prinsip penyelenggaraan Diklat Pim III

4) Ketersediaan anggaran yang telah dipersiapkan oleh BKDD dalam
anggaran murni APBD.

5) Tersedianya sarana dan_ prasarana kediklatan yang memadai dan masih
berfungsi dengan baik.

b. Sedangkan faktor penghambat diantaranya adalah :

1) Kondisi geografis yang terdiri atas daratan dan pulau dan perlu
ditempuh dengan transportasi laut dan udara sehingga membutuhkan
biaya yang tidak sedikit, mengingat diklat pola baru terkait dengan
sisten on of kampus bagi peserta dan mentor.

2) Sumber daya manusia yang masih terbatas, terkait baik bukan hanya
sebagai penyelenggaran dan pengelola diklat karena belum
melaksanakan MOT dan TOC, maupun SDM sebagai widyaswara dan
coach.

3) Masih terbatasnya sarana prasarana terutama ruang diskusi, Wifi dan

perpustakaan sekaligus sebagai faktor pendukung.
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3. Usaha-Usaha Yang Dilakukan Oleh BKDD Dalam Penyelenggaraan
Diklat Pim III Di Kabupaten Nunukan

Terkait dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat sebagaimana yang
telah dipaparkan diatas, usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Nunukan diantaranya adalah :

a. Dalam menjemput bola sebagai bentuk komitmen pemerintah
Kabupaten Nunukan, ditandai dengan upaya melakukan koordinasi dan
presentase ke LAN RI untuk mendapatkan ijin prinsip. Hal tersebut
dinyatakan oleh kepala BKDD dalam wawancara sebagai berikut :

“BKDD telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan
ijjin prinsip penyelenggaraan diklat Pim III, dengan meminta
dukungan dari PKP2A III LAN Samarinda bersama — sama dengan
Wakil Bupati Nunukan, Asisten Administrasi Setkab Nunukan dan
Tim Anggaran Kabupaten Nunukan serta Inspektorat Kabupaten
Nunukan menghadap ke Direktur Diklat Aparatur LAN RI
sekaligus mempresentasikan tentang Gambaran Umum tentang
Kabupaten Nunukan (letak Geografis Kabupaten yang terdiri dari
Pulau — Pulau dan Daratan Kalimantan) yang membutuhkan biaya
transportasi yang sangat tinggi. Disamping itu juga dipaparkan
fasilitas Sarana dan Prasarana penunjang diklat yang dimiliki oleh
Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai tanda kesiapan daerah
apabila diselenggarakan di Kabupaten Nunukan. Dan kita
bersyukur, tahun 2015 Pemerintah kabupaten Nunukan
mendapatkan Izin Prinsip untuk menyelenggarakan Diklat Pim
Tingkat I1I dengan Penjamin Mutu PKP2A III LAN dengan sistem
Pola Kerjasama.

Untuk lebih meyakinkan penulis tentang hal-hal yang dijelaskan
diatas, melalui telaahan dokumen penulis temukan bahwa pemerintah
Kabupaten Nunukan dalam hal ini BKDD telah mengirimkan Surat
permohonan kepada LAN RI yang ditandatangani oleh Wakil Bupati
Nunukan Nomor: 893.3/09/BKDD-V/1/2015 tanggal 7 Januari 2015

perihal Pelaksanaan Diklat Pim Tingkat III. LAN RI kemudian
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menindaklajuti berdasarkan surat Nomor : 409/D.2/PDP.09 tanggal 17
Februari 2015 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Tingkat HI yang kemudian didukung oleh PKP2A III LAN
sebagai penjamin mutu sebagaimana surat Nomor : 323/P IL1.I/PDP.09.2
tanggal 26 Februari 2015 perihal kesediaan menfasilitasi Diklat
Kepemimpinan Tingkat III Kabupaten Nunukan sebagaimana terlampir
pada lampiran nomor 8.

BKDD telah melakukan perbaikan sarana dan prasarana, namun tetap
bertahap mengingat kondisi anggaran yang belum memungkinkan.
Pemerintah Daerah telah menyiapkan lahan 10 hektar, khusus
pembangunan sarana dan prasarana diklat yang lebih konperehensif dan
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan LAN RI, termasuk
didalamnya fasilitas pendukung lainnya seperti outbond dan lain-lain. Hal
ini adalah tindak lajut dari wawancara kepala PKP2A III LAN yang
menyatakan :

“Dari sisi makro, BKDD Kabupaten Nunukan harus memutuskan sesegera
mungkin memperbaiki tahapan sarana dan prasarana terhadap kritik yang
telah diberikan.  Harapannya, yang ada sekarang agar menjaga dan
semakin giat memperbaiki diri. Sekarang pertanyaannya adalah maukah
Bupati Nunukan kedepan membangun kerangka itu. Saya menginginkan
Nunukan ke depan jauh lebih dahsyat dalam membangun SDMnya dan
saya pribadi bersedia membantu untuk memastikan bahwa kedepan kita
akan membangun konsep dan arsitek Diklat yang terdepan di Kaltara. Dan
penting juga adalah bangun kolabrasi dengan DPRD dan aset daerah,
bangun kerjasama untuk membangun Diklat perbatasan™

Sebagaimana yang disarankan oleh PKP2A III LAN agar mengajukan
akreditasi bagi lembaga penyelenggara diklat, maka BKDD pada tahun ini
mengajukan anggaran perubahan APBD untuk menindaklanjuti hal

tersebut.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN
1. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa pada bab IV, maka dapat disimpulkan ha-hal
sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan diklat pim Il di Kabupaten Nunukan secara garis besar

telah memenuhi ketentuan perka LAN Nomor 12 Tahun 2013, namun masih

terdapat beberapa yang belum sesuai diantaranya :

a.

Hasil dari pada evaluasi terhadap Konteks berkaitan dengan BKDD
Kabupaten Nunukan sebagai penyelenggara diklat pim III di Kabupaten
Nunukan dapat melaksanakan melainkan dengan pola kerjasama dengan
penjamin mutu yaitu PKP2A JII LAN Samarinda, sdan merupakan
bentuk diskresi terhadap peraturan yang ada sehingga bukan merupakan
bentuk pelanggaran secara substansi.

Evaluasi terhadap Input penyelenggaraan diklat pim III yang berkaitan
dengan Kkarakteristik peserta menunjukkan BKDD belum tertib
administrasi, tidak dibentuknya Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi,
sedangkan berkaitan dengan jumlah peserta perlu kiranya untuk merevisi
kembali atas persyaratan jumlah peserta.

Karakterisitik Tenaga kediklatan Pemda harus mendorong bagi Pejabat-
pejabat struktural yang memiliki kompetensi dan memahami diklat pola
baru untuk mengikuti diklat-diklat TOF sehingga bisa mandiri. Adapun
Pengelola dan penyelenggara Lembaga Diklat Pemerintah BKDD harus
memiliki sertifikat MOT dan TOC. Sedangkan Sarana dan Prasarana

penunjang kediklatan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah
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Kabupaten untuk memenuhi standar yang ada sebagaimana yang
dipersyaratkan.

c. Evaluasi terhadap proses telah sesuai dan menunjukan kepuasan bagi
peserta diklat. Dukungan mentor telah dapat ditunjukan keseriusannya
dalam mendukung proyek perubahan reformer.

d. Evaluasi terhadap Produk/hasil diklat pim III berkaitan dengan aspek
kinerja penyelenggara tidak dilakukan secara tertulis sehingga tidak
terdokumentasi. Sedangkan untuk evaluasi terhadap peserta dinyatakan
LULUS selurubnya deng:zin 3 predikat dan menghasilkan proyek
perubahan dengan 5 terbaik. BKDD telah melakukan evaluasi pasca
diklat namun belum ditindaklanjuti secara sistematis dan tferencana
sehingga masih harus dilakukan secara berkelanjutan.

Adapun faktor-faktor pendukung Dalam penyelenggaraan diklat pim III di

Kabupaten Nunukan adalah : Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013, Program

NAWA CITA JOKOWI, komitmen/inisiatif dan kesungguhan BKDD,

ketersediaan anggaran dan ketersediaan sarana prasarana. Sedangkan faktor

penghambat adalah : kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang jauh dari
akses mudah dan murah, sumber daya manusi yang terbatas, baik sebagai
tenaga -Coach maupun widyaswara serta tidak adanya SDM yang memiliki

MOT dan TOC. Disamping itu, sarana prasarana yang merupakan faktor

pendukung, masih terbatas terutama wifi dan ruang diskusi.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh BKDD antara lain, (a) menjemput bola

dengan mengajukan ijin prinsip bersama dengan stake holder agar dapat

mengadakan diklat pim III di Kabupaten Nunukan; (b) Mengadakan
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perbaikan sarana prasarana walaupun secara bertahap (c) telah menyiapkan
lahan 10 Ha untuk membangun pasilitas diklat yang lebih komprehensif dan
(d) Telah mengajukan anggaran untuk dalam rangka mendapatkan akreditasi

sehingga kedepannya dapat menyelenggarakan diklat pim dengan mandiri.

2. SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran
sebagai berikut :

1) Membentuk TSPDI di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyeleksi dan
menentukan calon peserta Diklatpim. Disamping itu, perlu pengoptimalan
peran institusi penyelenggara Diklatpim dalam menetapkan dan menerima
calon peserta Diklatpim. Selanjutnya BKDD Kabupaten Nunukan dalam
penyelenggaraan diklat pim lebih tertib administrasi dengan cara melengkapi
persyaratan yang telah standar dari LAN RI sehingga lebih dapat
dipertanggungjawabkan; perlu peningkatan sarana prasarana untuk memenuhi
standar akreditasi yang ditetapkan oleh LAN RI terutama signal wifi yang
lebih kuat, sarana olahraga yang lebih lengkap dan ruang seminar yang
cukup; peningkatan kompetensi sumber daya manusia dapat dilakukan
melalui diklat MOT dan TOC (sebagai penyelenéQara dani pengelola),
penyiapan perangkat pendukung SDM lainnya misainya
fasilitator/widyaswara, Coach minimal 4 orang agar lebih efektif efisien.
Pengoptimalan terhadap pemanfaatan dan kemanfaatan alumni Diklatpim,
memperhatikan alumni Diklatpim terkait dengan pemanfaatan pengetahuan

dan ketrampilan yang diperoleh selama Diklatpim. Dan yang juga perlu



2)

3)

42820.pdf

127

dipikirkan adalah pengembangan karir alumni Diklatpim, terutama bagi
mereka yang memperoleh prestasi baik dalam mengikuti Diklatpim.

Hal-hal yang merupakan faktor pendukung dimaksimalkan seperti halnya
Program NAWA CITA dan dijadikan peluang untuk semakin meningkatkan
kepercayaan dan kredibilitas pemerintah Kabupaten Nunukan, agar
penyelenggaraan diklat masa mendatang tetap diberikan.  Berusaha
semaksimalnya memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi badan diklat yang
mandiri.

Tersedianya lahan untuk pembangunan gedung diklat, sarana dan prasarana
penunjang kegiatan kediklatan serta sarana alam terbuka (in class dan out
class), maka perlu dilakukan pengajuan anggaran pada APBN untuk
pembangunan fisiknya, dalam kaitannya dengan NAWA CITA membangun
dari pinggiran. Hal ini merupakan peluang besar untuk dapat meningkatkan

pelayanan terhadap kepentingan publik.
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PANDUAN WAWANCARA
(INTERVIEW GUIDE)

A. EVALUASI KONTEKS

1) Bagaimana perencanaan awal ketika kabupaten nunukan berkeinginan

Melaksanakan penyelenggaraan diklat pim III ?

2) Apakah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada ?

3)
4)

5)
6)

Jika tidak, bagaimana mendapatkan ijin tersebut ?

Langkah-langkah apa yang diupayakan oleh pemda nunukan dalam
mengantisipasi hal tersebut ?

Apa yang mendasari upaya tersebut dilakukan ?

Apakah hasilnya efektif dan Efisien ?

B, EVALUASI INPUT

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7

8)
9

Bagaimana karakteristik peserta ? Apakah sesuai dengan aturan yang ada ? Jika
tidak apa yang mendasari keputusan tersebut tetap dilaksanakan ?

Apakah terstruktur dalam pengambilan keputusannya ?

Bagaimana karakteristik widyaswara 7

Apakah jumlah WI rasionya seimbang dgn kebutuhan diklat ?

Apakah kualifikasi akademik dan kompetensi yang dimiliki W1 sesuai dengan
Mata Diklat yang ada ? Jika tidak, kenapa dan apa kendalanya, serta apa yang
mendasari Keputusan tetap dilaksanakan ?

Apakah ketersediaan kurikulum dan perangkat pembelajaran telah sesuai
dengan pedomana penyelenggaraan yang ada ?

Bagaimana ketersediaan sarana prasarana penyelengaraan diklat pim ?

Apakah terdapat kendala dilapangan terhadap aspek input diatas ?
Langkah-langkah apa untuk mengatasinya kendala tersebut ?

C. EVALUASI PROSES

1) Bagaimana jadwal pembelajaran Diklat Pim III, proses belajar mengajarnya,

ketersediaan alat dan media pembelajarannya, apakah sesuai atau tidak ?
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2) Bagaimana kesediaan dan kesiapan coach dalam mendampingi peserta dalam
menghasiikan proyek perubahan ?

3) Bagaimana pula antusiasme mentor mensupport peserta dalaam menghasilkan
proyek perubahan ?

4) Bagaimana tanggapan peserta terhadap seluruh aspek penyelenggaraan diklat,
baik tethadap WI, Penyelenggara, sarana Prasarana, Coach dan mentornya ?

5) Apakah perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, telah sesuai dengan
penyelengaraan yang telah dilaksanakan ?

6) Adakah kendala yang dihadapi ?

7) Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut ?

D. EVALUASI HASIL

1) Bagaimana hasil proyek perubahan yang dihasilkan oleh peserta, apakah sesuai
dengan tupoksi yang dimiliki?

2) Apa saja kendala yang dihadapi peserta dalam mengeksekusi proyek perubahan
di SKPD nya masing-masing ?

3) Upaya apa yang dilakukan oleh peserta dan bagaimana koordinasinya dengan
stakeholder ?

4) Bagaimana tingkat kelulusan peserta ?

5) Adakah perangkingan terhadap hasil proyek perubahan ?

6) Apa tujuannya ?

7) Apakah ada evaluasi pasca dikiat yang dilakukan oleh penyelenggara 7

8) Bagaimana hasilnya ?

9) Apakah ada kendala dalam hasil proyek perubahan berkelanjutan ?

10) Bagaimana mengatasinya ?

11) Bagaimana hasil akhir dari proyek perubahan berkelanjutan yang dihasilkan
oleh peserta ?

12) Apakah proyek perubahan yang dibuat memberikan peningkatan kinerja bagi

organisasinya dan Pemerintah Kabupaten Nunukan?
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HASIL WAWANCARA

L. Pertanyaan terkait data informan:

Nama Dr. MARIMAN DARTO

Instansi KEPALA PKP24 II LAN

Berkaitan dengan Fenomena didasarnya diklat pola baru yang kita merubah dari pola
lama ke pola baru

5

Yang pertama, kita ini kan tidak pernah mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanacn
diklat mulai dari tahun 57 hingga sekarang ini. Dan ketika kita evaluasi kita bandingkan
-dengan data maka terlihat gamblang. Kenapa sih korupsi ternyata juga masih tinggi

Kemudian yang kedua, apa sih kontribusi peserta diklat yang telah kita lakukan dengan
kondisi perubahan yang ada dilingkungan mereka itu juga nggak ada

Yang ketiga, diinternal penyelenggaraan diklat sendiri muncul banyak persoalan, misalkan
diklat menjadi tempat mencari untung freeleader. Nah, apakah diklat seperti paper pecae
ini bisa merubah. Itu kan tidak merubah, bisa saja dicopy paste. Nah, itukan tidak akan
pernah menyentuh, apakah komponen mainseat eserta diklat. Kita bandingkan sekarang,
salah satu yang di didik dari konsep dari peserta diklat inikan sebenarnya diintegritas,
wasbang, dan yang kedua itu kan anti korupsi dn yang lebih penting dari itu kan
bagaimana mengedepankan etika dalam melaksanakan tugas. Pada jenjang disetiap level
di eselon II jelas kemampuan operasional lesson park, manajerial dilevel eselon III
kemudian yang kedua adalah bagaimana kompetensi kepeminpinan strategik itu dilakukan.
Keterkaitan bagaimana dia membangun konsep keterkaitan antara proyek perubahannya
dengan visi misi seorang bupati dan visi misi seorang gubernur dan bagaimana keterkaitan
program itu dengan nawacita dsb. Nah, inikan tidak pernah difikirkan, itu kira kira alasan.
Sehingga ini kan perlu dirubah, nak perubahannya tidak hanya kurikulum, pada metode
pembelajarnya pada output diklat dan sebagainya, bahkan komponen sikap dan perilaku
itu tetap penting )

2. Apa Alasan PKP2A LAN sehingga mau menjadi penjamin mutu dalam pelaksanaan

diklat ?

Fa, Saya menempatkan dari sisi makro yah bu, Kalimantan itu harus berubah.salah sat
kelemahan kalimantan ini adalah pada SDM, nah karena dari sisi SDMnya terutama di
Aparaturnya, karena itu, dari sisi itu saya harus bisa memastikan ini harus dilakukan.
Persoalannya adalah Infrastrulaur. Tidok ada satupun bandiklat kecuali bandiklat
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kalimantan timur yang dalam posisi yang sangat baik, kemudian sekarang baru kaisel. Tapi
yang lainnya tidak cukup memadai. Apa kemudian kita biarkan kondisi seperti itu akan
berlarut dam saya tetap akan tidak menempatkan diklat dikawan kawan, kecuali saya akan
mengajukan diri untuk melakukan penjaminan mutu terhadap mereka, bahwa PKP24 IiI
LAN harsu melakukan itu. Ini unsur pembinaaan bu, pembinaan itu bukan dengan marah
marah tapi pembinaan itu adalah cobalah, jangan jangan dengan infrastrutur apa adanya,
dengan kemampuan apa adanya kan melahirkan seperti numukan, hasil inovasinya bisa
dipakai bisa digunakan. Itukan lebih penting dari pada sekedar tadi. Karena itu yang
menjadi bahan perdebatan kita selalu adalah Lantas bagaimana konsep diakreditasi. Saya
setufu, yang diakreditasi adalah kita, biarkan mereka dalam proses itu.makanya saya bilang
kalo ada arahan dari kita untuk segera menyiapkan infrastrutur agar kita diakreditasi, yah
itu sf kita lakukan

Kira kira upaya apasaja yang harus kami lakukan atas namna pemerintah atau BKDD
Kabupaten Nunukan ?

Nah, ini urusan yang paling penting yang harus dilakukan kawan kawan \

Pertama, kita sudah paham dengan perka LAN nomor 5 tahun 2015 tentang akieditasi. Kita
menjadi tahu lemahnya kita dimana. Kalau kita sudah bisa membandingkan antara
kebijakan sebagai sebuah standar dan faktanya seperti ada gap yang cukup jauh antara
standar dengan kenyataan dilapangan maka yang harus kita perbaiki disinternal apasaja
sih, baru kemudian kita mapping bersama kawan kawan yang ada didaerah, setelah kita
tahu mapping persoalan yang kita hadapi dengan cara membandingkan tadi, maka fase itu
kita menyampaikan kepada pimpinan yah, kalo pada level ini, yah nanti kepada pak kaban,
yah harus dipastikan bahwa harus ada eksemplain. Apasih terobosan yang bisa dilakukan,
istilahnya yang menjadi prioritas diinternal yang harus dilakukan.dan ini buka tanpa sebab,
sebaiknya ada data. Mimpi pak jokowi itu tidak akan bisa nyambung dengan kita kalo tidak
dimulai dengan cara kita membangun sdm itu.ini terkait mbak, terkait dengan pak jokowi
ingin membangun dari kalimantan. Inikan infrastruturnya, bukan hanya itu tapi menyiapkan
sdmnya, karena itu tadi, kemungkinan strategik pada level eselon II itu adalah sejauhmana
kita mengkaitkan antara visi pak bupati nunukan dan visi gubernur kaltara dan visi pak
Jjokowi dimana letak kaitan itu. Kalo itu bisa menghonsep keterkaitan itu ketahuan jelas, ini
loh yang kita siapkan, jangan ragu ragu untuk mengembangkan diklat jauh jauh hari. Dari
sisi internal itu bu

Yang kedua, dari sisi makro sekarang, ini hal yang harus segera diambil memutuskan
sesegera mungkin tahapan pengembangan sarana dan prasarana ditempat kita bu. Berkali
kali kritik yang muncul setiap kedatangan pa deputi mungkin pa deputi sungkan ngobrol
dengan kawan kawan. MOhon maaf saya ini apaadanya mbak, kalo saya senang dengan
keterus terangan bu, jadi saya menyampaikan apaadanya bu tri. Tri ini lebih penting dari
pada dibelakang hari, misalkan lah mbak reni, say paham kenapa mbak reni seperti itu,
karena dia kan menjaga kebijakan akreditasi itu. Pa deputi kan, itulah pa deputi orangnya
baik makanya harapan kita setelah ini adalah mau nggak seorang bupati menaikkan master
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plan ataw roadmap pengembangan bandiklat dikabupaten mumukan, terus terang mbak, ini
penting. Kalo nanti ada dijamin keterkaitan , saya yakin saya akan bawa itu ke bappenas,
saya sudah menyampaikan berkali kali, tapi apa yang harus saya bawa Kan tidak bisa
sekedar profosal tentang tanah tadi, nggak bisa bu tapi harus dalam kerangka kebijakan
yang jauh lebih besar. Saya menginginkan nunukan itu jauh lebih dahsyatlah. Bangun
nunukan itu, Saya akan membamu mbak erlina sebagai kepala bandikiat disana wntuk
memastikan apasih konsep membangun gedung. Saya tahu mbak kenapa saya mengajukan
konsep yang berbeda dengan wagub itu. Pertimbangannya adalah yah karena saya tahu
apa yang saya lakukan diinternal, viewnya seperti apa, konsepnya seperti apa, saya sudah
belajar dengan kawan kawan arsitektur dsb, itu penting dan kaloperlu kolaborasi jga
dengan dpr, orang orang aset yah tolong lah nanti dikasih kesempatan kewenanganlah
sigpa nanti yang bicara dsbnya kan kawan kawan, selama ini kan kita berikan. Saya bilang
pa rahmat , untuk hal hal yang sifatnya ceramah itu bapak harus lebih tahu kasi
kesempatan orang orang seperti itu, sama dengan sava, kasih kesempatan kawan kawan
insan pers dan semuanya lancar. Itu pendekdian penting

4. Kalodi perka LAN tidak diatur masalah BUP (batas usia pensiun), kenapa LAN tidak
buat sebuah penegasan ?

Ini saya sudah kesekian kalinya bicara tentang hal ini dihadapan kawan kawan sendiri,
kalo saya kebutuhan perubahan itu dari siapa saja, kan yang tahu dari daerah, nah cara
pandang seperti itukan berbahaya, jangan jangan mereka malah tidak mau. Saya senang
apresiasi terhadap pegawai itu mbak erlina, itu penting karena itu bentuk aktualisasi
kemanusiaan yang diberikan kepada mereka tetapi kadang kadang mereka tidak mau. Satu
sisikan tadi, nah kita berada garis tengah. Rata rata di usia BUP 2 tahun menjelang
pensiun, dia teriak sudah g mau karena persepsi tentang diklat itu adalah persfektif yang
memberatkan. Itukan image, nah karena itu, eh ini tentu perimbangan anggaran yah mbak,
nah kalo kita lihat dari sisi konsep, lifetime atau usia produtif seseorang itu dalam diklat,
50 itu kan sudah batas akhir yah. Karena ketika seseorang untuk mendaftar WI pun, usia
minimal kenapa sih 50 untuk W1, peneliti 40 dsbnya. Itu Artinya baliwa memang diusia usia
Seperti itu usia yang sudah tidak statis lagi untuk kepentingan organisasi jangka panjang.
Tetapi tadi saya pengennya pada level 5 jadi 55 itu boleh lah, nah kan masih ada usia 3
tahun. Nah itu yang minimal, pertimbangan saya adalah tadi paruh yah nilai tengah antara
50 sebagai batas minimal perhitungan seseorang dengan batas maksimal non 60 itu tadi.
Kalo tadi pertanyaan mungkin kah itu dijadikan sebagai kerangka kebijakan,,,oh, sangat
mungkin, nah sekali lagi LAN kan tidak bisa sendiri memutuskan itu. Masukan dari daerah
seperti apa. Tidak semata mata memang jadi pertimbangan memberikan apresiasi afas
pekerjaan mereka. Apresiasikan tidak perlu dengan cara seperti itu, meningkatkan mereka
dalam tingkat teknis, bayangkan mbak kalo orang tinggal 2 tahun sementara kompetensi
kepemimpinan strategiknya yang diukur, kebijakan tentang visi seorang bupati, dia bicara
tentang visi seorang gubernwr, dia bicara tentang visi seorang presiden dan lifetime diay
tinggal sesaat lagi tapi kalo pilihannya pada diklat utf untuk mempersiapkan diri pas
power syndromenya itu biar tidak terjadi gejolak diklat pra pensiun itu yang lebih penting
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dari pada itu tapi makanya syarat minimal 55 itu, makanya itu syarat seharusnya
paling........disini, yah saya kembalikan, mohon maaf bisa nggak. Balik papan sering, pasir
sering. Kemarin misalkan ini yang diluar kontrol saya, saya sudah bilang, sampaikan
kepada jakarta, bahwa ini loh kriteria yang saya mintakan itu, kemudian yang usianya 56
itu cukup untuk menjadi anak bawang saja. Rupanya kemarin masuk dalam waitinglist
daftar tunggu. Rupanya Bontang, berau itu mengundurkan dirl karena tidak punya
anggaran. Anggaranya dipotong itu, akhirnya yah sudah, masuk lagi mereka.lho saya kan
sudah nggak mau pa, nah coba seperti itu.dia sendiri ngomong sama saya. nggak mau

5. Bapak kan kemarin kebetulan termasuk salah satu penguji PIM III, menurut bapak
dari yang bapak unji, proyek perubahan dari peserta PIM kami seperti apa selama ini,
mungkin dari 40 informasinya 10 dari penguji bapak, proyek perubahan yang mereka
susun seperti apa ?

Saya mengapresiasi ,rata rata nunukan tidak kalah, banyak faktor. Saya jujur, saya ini
benci dengan nunukan gara gara nunukan tidak beres dalam mengelola permintaan kita,
saya sedih. Tapi saya jujur, dengan keterbatasan seperti itu saja dia serius. Ada faktor yang
menjadi semangat
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HASIL WAWANCARA

I. Pertanyaan terkait data informan:

Nama DR. Rahmat, MA
Instansi Kabid Diklat Aparatur PKP2A III LAN di
Samarinda

1. Berkaitan dengan proyek perubahan itu, saya kemarin dengar pak katanya ada

surat edaran dari kepala LAN pak yah, bahwa proyek perubahan saya tertarik
yang dituangkan kedalam SKP?

dya, jadi gini, didalam surat edaran yang terbaru dari Kepala LAN itu mbak, yang
namanya eh, apa namanya,,.misalnya diklat PIM tingkat IV, mereka kan membuat
semacam ide perubahan. Nah, yang menjadi ide mereka itu, judul itu. Harus
dimasukkan kedalam skp 2017, Termasuk yang kemaren PIM IIl. Nah PIM IIT itu
harusnya di 2016 ini masuk. Misalnya dia itu apa itu jadi skp.asaran kinerja
pegawai tapi mentor sebenarnya harus memastikan betul. Misalnya dia kayak
mentor eselon II, pastikan bahwa proyek perubahan itu jadi skpnya yang
bersangkutan di tahun berikutnya, supaya apa, supaya untuk memastikan proyek
perubahan tidak berhenti mbak. Dia akan terus berlanjut di tahun berikutnya.

Bagusnya begini mbak, menurut saya.nanti mbak buatkan surat, berdasarkan surat
edaran dari Kepala LAN itu, dari Pak Sekda kepada seluruh Kepala SKPD bahwa
proyek perubahan PIM IIl dan IV yang sudah dilakukan oleh pegawai pegawai di
Lingkungan SKPD saudara, mohon atau wajib dimasukkan dalam SKP tahun
berjalan/tahun berikutnya. Supaya ini jadi perhatian.

Ada beberapa itu mbak, disana itu yah, untuk kepentingan kualitas diklat PIM pola
baru :

1. Pada saat seminar RPP memungkinkan yang tidak layak itu mengulang,
misalnya seminar RPP itu mbak, selesai langsung pulang kan, nah, peserta yang
tidak layak, tidak boleh pulang. Harus memperbaiki RPP sampai dikatakan layak
oleh penguji dan mentor

2. Bahan Tayang seminar Laboran Umum diharaphan berbasis video jangan lagi
pakai fotofoto karena disinyalir cuma sekedar foto doang, kalo video kan betul
betul dilaksanakan termasuk yang itu, bahwa proyek perubahan yang dilakukan




42820.pdf

oleh peserta PIM harus dijadikan SKP ditahun berikutnya.Jadi sebagai komitmen

bahwa proyek perubahan ini akan ditindak lanjuti dalam jangka menengah dan
Jangka panjang.

Kepala LAN itu menyarankan pihak penyelenggara itu membuat data base, nanti
mgk gini, di kita ini kan sudah disusun dan dirancang walaupun sederhana data
basenya.dan seluruh yang dinunukan itu sudah dimasukkan dalam data base kita.
Nanti mbak lina kan bisa mengcopi saja yang punya kita. Kalo arahan nanti untuk
akreditasi 2017 bisa mengcopi saja ditanamkan di sistem informasi disana dibidang
diklat. Nanti dengan data base itu sangat menolong mbak :

1 Semua data kan di infut dari awal mbak, dari mulai nama, nip, alamat email,
nama judul proyek perubahannya apa. Kan tinggal di panggil.

2. Nah, kemudian untuk yang terakhir pak, kalo bapak melihat kemaren

penyelenggaraan walanpun dengan keterbatasan dianggap berhasil atau gimana
pak?

Saya kira berhasil mbak,

1. Yang saya lihat proyek perubahannya cukup membanggakan lah mbak. Bahkan
siapa itu...bahwa ada nuansa baru, jadi peserta ini lebih semangat untuk
melakukan perubahan ditengah keterbatasan.. Yang kita tahu berbagai hal karena
baik internet susah, sdm terbatas tapi toh teman teman bisa melakukan sesuatu
yang baik. Proyek perbahannya luar biasa, makanya saya sarankan,,,,mas joned
sudah,

Saya kira di dorong mbak, tapi saya kira kalo sudah didorong dan tidak mau

yah,,,,,sapang gtu loh padahal itu bagian dari apresiasi kan, bahkan kalo ikut si
novi, kayak joned kan juara I yah. Juara 1 Kan luar biasa, itu prestasi nunukan gitu
loh, kebanggaan lah bahwa inisial awal dari PIM tp kemudian menjadi Inovasi
yang terus dilakukan

3. Bapak selaku kabid diklat berkaitan dengan kurikulum, jadwal dengan
karakteristis WI yang sudah ditunjuk untuk menjadi pengajar di PIM 111, yang
pertama mungkin berkaitan dengan kurikulum yang sudah disusun kita pada
saat itu dengan jadwal itu sudah sesuai dengan perka lan kan pa’, kemudian
dengan pemilihan Wlnya gimana pa
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Kalo pemilihan WI pertama kriterianya tentu didasarkan kepada kompetensi Wi,
nah kompetensi W1 itu kan ditunjukkan pertama dengan keikutsertaan WI dalam
TOF, TOF ditdat PIM Il dan IV, nah kemarin kan sesuai dengan TOF misalnya si
A mengampu materi apa, nah setelah itu artinya tidak saklok lah.artinya ada
beberapa pejabat struktural yang tetap ditugaskan sesuai dengan kompetensi yang
dimilikijadi pada intinya pertimbangan utama adalah kompetensi yang dimiliki
oleh WI

4. Kalo untuk pejabat strutural kan Fasilitator yh pa?

Fasilitator itu Berarti Fasilitator itu yang dianggap mampulah

Memang dalam diklat PIM pola baru lebih menekankan dalam penggalian
pengalaman, dalam kurikulum kan dinyatakan bahwa didalam pola baru berbasis
pada eksperensial learning pembelajaran.makanya ada istilah on off......sehingga
penekanan WI adalah fasilitasi. Menggali pengalaman yang dikaitan dengan
teriteori atau pendekatan pendekatan kepemimpinan untuk menjadi pemimpin
perubahan

5. Terus berkaitan dengan penunjukan coach pa, kan kalo penunjukan coach
domainnya adalah PKP2A I1II LAN, apa saja yang menjadi kriteria atau yang

menjadi pertimbangan selama ini untuk penunjukan coach pada saat PIM III
kemarin?

Yah, terus terang kan ini kesulitan utama, nunukan ini kan, karena apa
yh.keterbatasan SDM untuk coach gitu yah, yang memiliki pengalaman atau
memahami kurikulum diklat pola baru, sehingga kemarin ada beberapa
pertimbangan sebetulnya, eh ada pergantianlah

Yang awalnya kita plot tapi yang bersangkutan karena jauh geografisnya misalnya
dari samarinda maka yang bersangkutan tidak bisa menadi coach Akhirnya kemarin
hasil diskusi kriteria yang di pakai, satu, memang pengetahuan yang bersangkutan
tentang Diklat PIM pola baru, yang kedua dari sisi pengalaman, sebagai coach
maka dia harus memiliki pengalaman dalam konteks kepemimpinan sebagai eselon
Il dan yang ketiga adalah pengetahuan yang bersangkutan tentang coaching itu
sendiri. Mungkin mbak Lina juga tau bahwa pemahaman tentang coaching itu
berbeda beda. Tapi intinya sebetulnya kalo menurut saya fokus utama adalah
bagaimana coach itu membantu peserta untuk menghasilkan inovasi proyek
perubahan sesuai dengan visi yang dimiliki
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6. Kalan penunjukan penguji pa?

Penguji tenty kami konsultasikan dengan pihak pimpinan. Oleh karena itu penguji
kami konsultan dengan....

Pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana PIM pola baru itu bisa proyek
perubahan dan inovasi harus dilakukan. Nah, ini jadi kriteria utama kan karena dia
Jadi penguji. Penguji dia kan yang menetukan apakah perubahan ini layak, tidak
layak, oke tidak oke, berhasil tidak berhasil. Itukan krusial . Kalo diuji oleh yang
tidak berpengalaman maka itu akan sulit. Oleh karena itu, terus terang pendekatan
pertama kami konsul ke Jakarta tenang diklat PIM ini, kedua ada orang tertentu
yang di plot, misalnya dari perguruan tinggi oleh pak apus atau pa mariman harus
di berikan informasi dulu, lebih awal kita rapat dulu, breafing dulu untuk
memberikan iformasi apa itu hakikat inovasi proyek perubahan yang dilakukan,
begitu. Jadi intinya supaya pemahaman sebagai penguji itu betul betul minimal ada
pemahaman yang relatif sama antar penguji

7. Berarti kita kayak kemarin pa, ada beberapa akademisi, berarti
pertimbangannya yang pasti tahu dengan pola baru dan hakikat inovasi sebuah
perubahan intinya, kemudian pa, kalo didalam ini terkait dengan bapak kan
salah satu jadi coach juga, mungkin kendalanya pa, karena mungkih pihak
kita.kami pahami sih dengan letak geograpis kami dan mungkin jg kesibukan
bapak dan jg teman teman peserta biasanya juga kendala kendalanya berkaitan
dengan pembimbingan pada saat coachingnya itu pa ?

Terus terang gitu yh, kendala kalo didaerah kemarin PIM HI di nunukan itu yah
adalah media komunikasi bagi sebagian yah. Kalo yang saya alamai sebagai coach
sebetulnya dari sisi pemahaman coaching saya baik baik saja. Bahkan beberapa
yang saya bimbing itu inovasinya diluar ekspektasi artinya ada yang sangat bagus,
yang mendekati sebuah gagascn baru yang berkaitan dengan pelayanan publik di
nunukan. Tetapi coaching ini karena letak geograpis yang jauh dengan saya lebih
banyak pake teknologi informasi via email, WA, sms, telpon dan sebagainya. Nah
bagi setiap peserta yang ada di pelosok itu kesulitan karena kadang kadang signal
hp tidak ada, lain ini sebetulnya. Tapi kan ini hanya beberapa saja sebetulnya,
mungkin dari 10 orang yah 3 lah, yang lainnya sih lancar lancar saja. Dan saya
lihat semangat teman teman sebagai coach itu sudah sangat baik dan meraka
memahami betul keterbatasan di daerah perbatasan sehingga memacu semangat
meraka untuk melakukan proyek perubahan di instansinya.
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8. Kemudian pa, boleh diceritakan sedikit peran bapak agar mereka bisa, potensi
potensi cara berfikir.upaya upaya yang bapak lakukan?

Coach itu lebih banyak memotivasi. Saya sebagai coach waktu itu, pertemuan
awalnya waktu itu kita menyepakati adanya perubahan. Membantu mereka
menemukan adanya perubahan yang nanti disepakati dengan mentor. Pada saat itu
ada banyak, apa yh....istilahnya mereka merasa bahwa proyek perubahan itu sulit
dan sebagainya.banyak yang merasa ini hanya seperti PIM pola lama. Sehingga
peran coach pada saat pertemuan awalnya, mereka itu menyemangati, bahwa
proyek perubahan itu seperti ini.tidak harus yang besar. intinya bagaimana mereka
bisa memaksimalkan peran sebagai pejabat eselon III malahirkan layanan yang
terbaik. Nah, dipertemuan awal itu yang saya tekankan, jadi mereka saya kasih
semangat, coba area perubahan bapak apa, ada yang menyatakan saya hanya ini
-dan ini tapi kemudian kita coba gali dibantu karena kita diskusi satu kelompok
dibantu yang lain, sampai betul betul ketemualah area perubahan yang bisa
dikatanak sebagai sebuah inovasi
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HASIL WAWANCARA

1. Pertanyaan terkait data informan:

1

Nama Drh. Wiprartono Soebagio, M.Si

2

Instansi Kepala BANDIKLAT Kota Tarakan (Coach)

1. Waktu bapak ditunjuk sebagai coach, kira kira apa yang bapak lakukan dalam

mendampingi peserta Itu, apasaja yang bapak lakukan

bva, jadi yang kami lakukan sesuai dengan perka LAN , itu memang coach inikan
memang harus aktif untuk membimbing peserta diklat PIM III nunukan yang lalu.
Teman teman karena jarak jauh, nunukan dan tarakan kemarin juga alhamdulilah
bisa intens melalui teknologi, ada yang lewat WA, email yang terbanyak, WA
kemudian sms. Nah, kemudian waktu bencmaking ke bantaeng sempat juga 1 jam
kami diskusi secara teknis dibandara waktu itu. Jadi full teman teman yang
sepuluh orang itu sempat sambil menunggu pesawat, kita satu satu. Jadi prinsifnya
waktu bimbingan diklat PIM Il alhamduillah dari 10 peserta itu aktif melakukan
interaksi komunikatif dengan saya dan ditengah tengah kesibukan saya juga senang
itu bisa memberikan sharing pengalaman sesuai kapasitas coach

2. Kira kira ada kendala kah pak sewaktu melaksanakan bimbingan ?

Alhamdulillah kendala tidak ada, hanya yang di sembakung yah, kalo g salah pa
sekcam. Hanya karena signal dan sebagainya sembakung. Yang lain lain itu,

kemudian apa, yang dinunukan itu yah lancar semua. Tapi setelah itu sudah kita
tuntaskan

3. Terus berkaitan dengan proyek perubahannya sendiri pa, dari 10 peserta yang

bapak bimbing selaku coach bagaimana apresiasi bapak, dalam arti apakah bisa
dinyatakan bahwa proyek perubahannya mereka itu berhasil dan bagaimana
juga teman teman selaku peserta memang bapak katakan bahwa mereka itu
memang merupakan peserta yang layak?

Terkait dengan kualitas atau apa yah, didalam menyusun proyek perubahan ini kan
diharapkan ada suatu pembaharuan inovasi. Dan kami dari 10 itu menurut kami
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bagus, ada 6 orang, kemudian yang 4 orang yah cukup sesuai dengan diatas standar
lah , artinya yang 6 orang itu bagus kemudian yang 4 orang diatas standar dan
kami melihat dari 10 itu memang suatu yang memang original yah.Artinya memang
betul inovasi dan kami juga belum pernah mendengar, melihat bahwa kegiatan itu
di tempat lain, ditarakan, di kaltara ini. Mudah mudahan nanti mainstone tahapan
itu bisa maksimal, jangka panjang dan jangka menengah.Ini kan sudah 6 bulan yah,
Jjadi mudah mudahan jangka menengah dan jangka panjang itu sudah betul” bisa
dijalankan

4. Tapi pa, pada umumnya kalo boleh minta pandangan dan tanggapan berkaitan
dengan 10 peserta yang bapak bimbing mereka sangat mampu ?

Oh, sangat” mampu, artinya begini, saya kan disini bu terus KTT, bagus itu. Saya
kan malah memberikan spirit di tarakan. Ini munukan bagus, KIT bagus juga, ini
kan diklat PIM IV sekarang lagi off . Jadi kami menitipkan pesan: untuk bimbingan
- kami kemarin :

1. Memang,,nanti bulan oktober, ulang tahunnya nunukan kapan, ini kan sudah
Jalan bu, jadi kalo bisa ada stand khusus untuk alumni. Saya melihat itu sayang kalo
masyarakat tidak tahu dan nanti kalo ada pameran khusus alumni, ada semacam
tenda, banner atau apa, itu supaya tahy kalo ini lah hasil karya

2. Yang kedua kami pesan ini, saya merasa masih ada itikaf , tanggung jawab,
ikatan emosional lah, yang kedua diharapkan ada dukungan dari setiap stakeholder
skpd.Ini bu nanti yang menjadi motivator skpd supaya bisa berkelanjutan. Baik
nanti dianggaran perubahan, anggaran murni kemudian nanti ibu bisa sampaikan
ke kabidnya atau skpd yang bersangkutan, dan yang tatkala pentingnya memang
dengan masalah bappeda bu. Jadi memang apapun bappeda termasuk stakeholder
tadi bappeda harus mendukung klo memang itu harus berkelanjutan anggaran itu
untuk mendukung proyek perubahan. Karena kan salah satu kriteria proyek
perubahan inovatisi berkelnjutan bu. Didukung stakeholder juga.

Proyek perubahan itu tidak lepas dari mentor atasan, makanya kami ini setiap ada
diklat PIM itu secara intens kita panggil. Itu kita berikan setengah hari, artinya ada
masukan masukan, karena memang kan mentornya juga tidak pernah mengalami,
baru dia kan KKP( Kertas Kerja Perorangan)
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HASIL WAWANCARA

I. Pertanyaan terkait data informan:

Nama H. Wartono, SE, MM., M.Pd.

Instansi Widyaiswara Bandiklat Kota Tarakan (Coach)

1. Mohon izin pa, karena bapak yang ditunjuk selaku yang ditunjuk oleh LAN

menjadi coach salah satu pelaksanaan PIM III di Nunukan, kira kira pada saat
melakukan bimbingan upaya apa saja yang bapak lakukakn pada saat
menyusun proyek perubahan kepada peserta

Yang pertama harus urut yah, auto dulu dengan mainstonenya. Jadwal yang harus
dibuat mulai dari ...1 iya kan.Yaitu selama 5 hari yang lama yah. Kalo yang baru
selama 7 hari kn, kemudian 12 hari. 12 Hari itu, kemudian 3-60 hari itu harus
dibuat ranghaian kegiatannya dengan jelas, kemudian pada waktu 2 hari masuk
kan ujian lab. Apa,laporan perubahan kepemimpinan terakhir. Jadi ini peserta
harus secara kontiniu mengadakan ini komunikasi lewat WA, telegram, dan saya
rekam punya WA sendiri punya WA sendiri, satu kelompok itu ada videonya. 1 grup
itu, jadi walaupun dia dimana, teman-teman dmn bisa selalu komunikasi

2. Tapi yang pasti ada kendala yah pa, kira kira kendala apasaja, salah satunya

mungkin teman teman yang ada di salah satu kecamatan yang memang akses
komunikasi mungkin itu salah satu kendala pa yh, tapi digrup bapak ada ngga?

Ada mbak, seperti pa elirat yang ada di krayan.itu kan proyek perubahannya
membuat lapangan perintis di airport sana itu, ity kan dia harus membuat..........

Kemarin dapat reword bagus dari pa mariman, kepala LAN, bahwa memang itu
bagus sekali bahkan dianggap tingkatan nasional karena kan pa jokowi ada model
membangun dari kawasan pinggiran gitu kan. Termasuk itu di,,,, karena apa, begitu
mau turun pesawatnya itu muter muter dulu. Apakah becek, ada orangnya ndak,
naik  lagi. Gitt  KQn,,,,.essmsssssmsmsssssssmsssmsmssssmismsss s DOYEK
perubahan itu kan janji pa mariman akan hubingi terkait...
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3. Terus berkaitan dengan dari 10 yang bimbinga bapak, proyek perubahan yang

mercka susun seperti apa ?

Yah, luar biasa karena saya belum pernah melihat di diklat pola baru ini kan masih
umum sih modelnya. Dalam arti gini, itu bisa digabung tingkat urutan kegiatannya
bisa di modifikasi dari LAN begini dari BKD begini jadi kita ketemu rumus kemarin
tuh formulanya, kemudian dicover sampulnya juga bebas, misalnya mengenai
persampahan, yah gambar gambar sampah muncul disitu. Bahan bahan bekas
muncul di covernya itu dulu kan modelnya harus terbentuk. Seperti mbak rina yang
Juara 1 itu, mbak rina itu covernya itu IT e-kepegawaian yah. Si ade itu berhasil ke
tingkat kabupaten, gambarnya juga berIT semua disitu

4. Jadi pada dasarnya hampir semua kurang lebih istilahnya apresiasi dari bapak ,

penilaian bapak pada dasarnya cukup bagus ?

Ada 2 orang yang dikirim ke senopadik banjarmasin kemarin. Saya fikir coachnya
ikut dikirim

5. Kemudian anu pa, menurut bapak dari 10 peserta yang dibimbing , apakah dari

10 peserta yang dibimbing apakah mampu atau menurut bpk seperti apa ?

Yah, saya kira hampir semuanya mampu. Disamping mbak rina, mas dedi, ada lagi
yang kemarin itu, yang POM bensin itu. Dia membuat aturan di POM bensin yang
sebelumnya belum ada rambu rambu dibuat macam macam, pa elirat yang
pertambangan itu. Tapi rata rata menurut saya diatas rata rata semua, Cuma kan
saya belum bisa anu, seperti ditarakan senopadiknya dinunukan sejauh mana jangka
panjang dan menengah

Tambahan untuk benchmakingnya, mang sebaiknya nyambung yah supaya kan untuk
melengkapi,,,,,..,yang kemarin dibandung untuk tarakan.Mengadopsi dari apa, yang
diambil umbul umbul yang disana. Ternyata banyak yang teradopsi seperti kemaren
banyak yang dikecamatan sana biar bisa diterapkan disini. Timbul fikiran baru
untuk diterapkan dilokasinya kalo bisa nyambung, kemaren kan nggak. Putus .
Mungkin saya pas Isi PIM Il samarinda
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HASIL WAWANCARA

L. Pertanyaan terkait data informan:

1 | Nama DR. Rahmat, MA
2 | Instansi Kabid Diklat Aparatur PKP2A III LAN di
Samarinda

11. Pertanyaan terkait Evaluasi Diklat PIM IIRX di Kab. Nunukan :
A. Tanggapan/Reaksi Peserta Diklat

1. Bapak selaku kabid diklat berkaitan dengan kurikulum, jadwal dengan
karakteristis W1 yang sudah ditunjuk untuk menjadi pengajar di PIM 111, yang
pertama mungkin berkaitan dengan kurikulum yang sudah disusun kita pada
saat itu dengan jadwal itu sudah sesuai dengan perka lan kan pa’, kemudian
dengan pemilihan Winya gimana pa

Kalo pemilihan WI pertama kriterianya tentu didasarkan kepada kompetensi W1,
nah kompetensi WI itu kan ditunjukkan pertama dengan keikutsertaan W1 dalam
TOF, TOF diklat PIM III dan IV, nah kemarin kan sesuai dengan TOF misalnya si
A mengampu materi apa, nah setelah itu artinya tidak saklok lah.artinya ada
beberapa pejabat struktural yang tetap ditugaskan sesuai dengan kompeltensi yang
dimiliki jadi pada intinya pertimbangan utama adalah kompetensi yang dimiliki
oleh WI

2. Kalo untuk pejabat strutural kan Fasilitator yh pa? .

Fasilitator itu Berarti Fasilitator itu yang dianggap mampulah

Memang dalam diklat PIM pola baru lebih menekankan dalam penggalian
pengalaman, dalam kurikulum kan dinyatakan bahwa didalam pola baru berbasis
pada eksperensial learning pembelajaran.makanya ada istilah on off.....sehingga
penekanan WI adalah fasilitasi. Menggali pengalaman yang dikaitan dengan
teriteori atau pendekatan pendekatan kepemimpinan untuk menjadi pemimpin
perubahan
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3. Terus berkaitan dengan penunjukan coach pa, kan kalo penunjukan coach
domainnya adalah PKP2A III LAN, apa saja yang menjadi kriteria atau yang
menjadi pertimbangan selama ini nntuk penunjukan coach pada saat PIM II1
kemarin?

Yah, terus terang kan ini kesulitan utama, nunukan ini kan, karema apa
yh.keterbatasan SDM untuk coach gitu yah, yang memiliki pengalaman atau
memahami kurikulum diklat pola baru, sehingga kemarin ada beberapa
pertimbangan sebetulnya, eh ada pergantianlah

Yang awalnya kita plot tapi yang bersangkutan karena jauh geografisnya misalnya
dari samarinda maka yang bersangkutan tidak bisa menadi coach.Akhirnya kemarin
hasil diskusi kriteria yang di pakai, satu, memang pengetahuan yang bersangkutan
tentang Diklat PIM pola baru, yang kedua dari sisi pengalaman, sebagai coach
maka dia harus memiliki pengalaman dalam konteks kepemimpinan sebagai eselon
1II dan yang ketiga adalah pengelahuan yang bersangkutan tentang coaching itu
sendiri. Mungkin mbak Lina juga tau bahwa pemahaman tentang coaching itu
berbeda beda. Tapi intinya sebetulnya kalo menurut saya fokus wiama adalah
bagaimana coach itu membantu peserta untuk menghasilkan inovasi proyek
perubahan sesuai dengan visi yang dimiliki

4. Kalau penunjukan penguji pa?

Penguji tentu kami konsultasikan dengan pihak pimpinan. Oleh karena itu penguji
kami konsultan dengan....

Pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana PIM pola baru itu bisa proyek
perubahan dan inovasi harus dilakukan. Nah, ini jadi kriteria utama kan karena dia
Jjadi penguji. Penguji dia kan yang menetukan apakah perubahan ini layak, tidak
layak, oke tidak oke, berhasil tidak berhasil. Itukan krusial . Kalo diyji oleh yang
tidak berpengalaman maka itu akan sulit. Oleh karena itu, terus terang pendekatan
pertama kami konsul ke Jakarta tenang diklat PIM ini, kedua ada orang tertentu
yang di plot, misalnya dari perguruan tinggi oleh pak apus atau pa mariman harus
di berikan informasi dulu, lebih awal kita rapat dulu, breafing dulu untuk
memberikan iformasi apa itu hakikat inovasi proyek perubahan yang dilakukan,
begitu. Jadi intinya supaya pemahaman sebagai penguji itu betul betul minimal ada
pemahaman yang relatif sama antar penguji
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5. Berarti kita kayak kemarin pa, ada beberapa akademisi, berarti
pertimbangannya yang pasti tahu dengan pola barn dan hakikat inovasi sebuah
perubahan intinya, kemudian pa, kalo didalam ini terkait dengan bapak kan
salah satu jadi coach juga, mungkin kendalanya pa, karena mungkin pihak
kita.kami pahami sih dengan letak geograpis kami dan mungkin jg kesibukan
bapak dan jg teman teman peserta biasanya juga kendala kendalanya berkaitan
dengan pembimbingan pada saat coachingnya itu pa ?

Terus terang gitu yh, kendala kalo didaerah kemarin PIM HI di nunukan itu yah
adalah media komunikasi bagi sebagian yah. Kalo yang saya alamai sebagai coach
sebetulnya dari sisi pemahaman coaching saya baik baik saja. Bahkan beberapa
yang saya bimbing itu inovasinya diluar ekspektasi artinya ada yang sangat bagus,
yang mendekati sebuah gagasan baru yang berkaitan dengan pelayanan publik di
nunukan. Tetapi coaching ini karena letak geograpis yang jauh dengan saya lebih
banyak pake teknologi informasi via email, WA, sms, telpon dan sebagainya. Nah
bagi setiap peserta yang ada di pelosok itu kesulitan karena kadang kadang signal
hp tidak ada, lain ini sebetulnya. Tapi kan ini hanya beberapa saja sebetulnya,
mungkin dari 10 orang yah 3 lah, yang lainnya sih lancar lancar saja. Dan saya
lihat semangat teman teman sebagai coach itu sudah sangat baik dan meraka
memahami betul keterbatasan di daerah perbatasan sehingga memacu semangat
meraka untuk melakukan proyek perubahan di instansinya.

1. Kemudian pa, boleh diceritakan sedikit peran bapak agar mereka bisa, potensi
potensi cara berfikir.upaya upaya yang bapak lakukan?

Coach itu lebih banyak memotivasi. Saya sebagai coach waktu itu, pertemuan
awalnya waktu itu kita menyepakati adanya perubahan. Membantu mereka
menemukan adanya perubahan yang nanti disepakati dengan mentor. Pada saat itu
ada banyak, apa yh....istilahnya mereka merasa bahwa proyek perubahan itu sulit
dan sebagainya.banyak yang merasa ini hanya seperti PIM pola lama. Sehingga
peran coach pada saat pertemuan awalnya, mereka itu menyemangati, bahwa
proyek perubahan itu seperti ini.tidak harus yang besar. intinya bagaimana mereka
bisa memaksimalkan peran sebagai pejabat eselon III malahirkan layanan yang
terbaik. Nah, dipertemuan awal itu yang saya tekankan, jadi mereka saya kasih
semangat, coba area perubahan bapak apa, ada yang menyatakan saya hanya ini
dan ini tapi kemudian kita coba gali dibantu karena kita diskusi satu kelompok
dibantu yang lain, sampai betul betul ketemualah area perubahan yang bisa
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dikatanak sebagai sebuah inovasi

2. Pa’ yang tak kalah pentingnya, kami sih menyambut, istilahnya bersyukurlah
PKP2A III LLAN masih man sebagai penjamin mutu dalam pelaksanaan diklat
mau dari tahun 2015 dan 2016 juga. Mungkin saya hanya minta yang terurgen
sekali saat untuk bisa berkepanjangan atau mungkin menjadi evaluasi yang
paling mendesak ?

Gini mbak, saya kira komitmen pa safar kepala BKDD kan butuh apresiasi, nah
kalo menurut saya sih dari mulai tahun, Setelah melihat proses itu sudah mulai
berjalan 3 tahun yah mbak, 2014, 2015, dan 2016 itu sangat bagus . Nah, pesan pa
mariman adalah mungkin kita harus berusaha bukan hanya pada wupaya
pembangunan fisik kampus baru, anggaran dsb, itu kan melalui proses yang
panjang. Saya menyarankan sebagian dari peningkatan managjemen kediklatan
kepada pa safar, mbak lina serta teman yang lain memulai lah pertama dengan
penyiapan SDM, sekarang sudah mulai di arahkan yah mbak. Satu sudah ada
inisiatif dari BKD untuk menyiapkan tenaga TOUC. Teman teman yang sekarang
sudah TOC mungkin didorong untuk sertifikasi tingkat TOC . Kerangkanya dibuat
lah, apakah 2016 dilaksanakan ataw 2017, kedua WI, mbak Lina kan sudah ikut
TOF jadi walaupun struktural belum ....... Sekarang dorong teman teman yang
potensial punya fashion mengajar sebagai eselon 2 alumni PIM 11 didorong untuk
bisa menjadi sttuktural yang TOT. Sekarang kan ada TOT yang strufdural. Nanti
kita kan bisa kerjasamakan dengan tarakan atau yang lain lah dalam rangka
menyiapkan tenaga pasilitator yang ter sertifikasi untuk mengajar di PIM gitu yah,
dua hal. Yang ketiga harus sudah mulai dibangun sistem mbak, menurut saya. Jadi
SDM kemudian sistem. Sitem itu maksudnya apa,,,,pertama pola pola seperti SOP
Penyelenggaraan dari mulai pemanggilan peserta, tahapan peserta, kemudian sop.
Kalo penyelenggaran itu kan sudah umum kn, mulai pembukaan, pembelajaran, itu
harus dokumennya disiapkan. Kemudian yang lainnya seperti sistem informasi, yah
bertahap saja. Memang keterbatasan daerah yang kurang lain sebagainya tapi itu
sudah harus disiapkan. Kemudian juga dari sisi penjaminan mutu sudah difikirkan.
Seperti kami disini sedang berusaha untuk membuat satuan penjaminan mutu
internal yang melibatkan orang orang, tiga unsur sebetulnya, satu dari internal 2
dari pihak eksternal, eksternal itu dari non bkd dan dari unsur masyarakat.
Maksudnya klo kami disni ada dari kami, dari Perguruan Tinggi dan ada dari
masyarakat, nah, jadi kalo nanti ini diupayakan, saya yakin kalo upaya ini kalo
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berbarengan dengan pembangunan itu kedepan, itu bisa menjadikan bkd sebagai
lembaga diklat terakreditasi jadi kami bermimpi khususnya pa mariman bahwa di
kaltara itu jangan hanya satu, ditarakan yah tapi nanti ada beberapa minimal mbak
lina itu, bkd nunukan itu terakreditasi untuk diklat prajab misalnya golongan 2 ataw
PIM IV.karena tuntutan PIM 1V itu kan setiap tahun mbak lina merasakan sendiri
sangat besar , ada peningkatan jumlah terus menerus , kalo mbak lina sudah
terakreditasi, yah, saya tidak tahu apakah bisa C , yang dua tahun sekali bisa
direakreditasi. Itu kan sudah bagus menurut saya. Jadi menarget lah, pa safar lah
misalkan targetnya 2018 akreditasi untuk diklat prajab dan PIM IV, Jadi kalo kita
punya tonggak di 2016, maka di 2016 sekarang, 2017nya target kedepan.lebih lebih
kami, kami sangat berbahagia makin banyak yang terakreditasi didaerah, standar
makin dierbaiki maka kami yakin kebutuhan pengembangan ASN bisa dicukupi oleh
daerah kecuali tetapkan kalo terakreditasi koordinasikan dengan LAN samarinda,
kekurangan WI koordinasikan dengan Tarakan tapi secara kelembagaan BKDD
nunukan sudah bisa mandiri. Itu harapan kami di LAN Samarinda kedepan, nanti
“kita bantu prosesnya.

Kalo boleh tahu kemarin target akreditasi kita mengacu pada perka LAN
nomor 25 yah Pa, jadi mungkin mencapai target yang tadi misainya tahun 2018
sudah akreditasi LPJ dan PIM IV berarti item item itu yang harus dipersiapkan
yah pa?

1. Mungkin bisa gini mbak, di 2017 itu kalo ada di RKA di anggarkan , anggarakan
untuk apakah sosialisasi, atau persiapan apanya, sehingga kita bisa lebih detail
mencoba menggali apa yang perlukan oleh nunukan , yang paling jls yang tadi
saya katakan persiapan W1 kedepan termasuk persiapan TOCnya sehingga
target 2017 tidak terlalu melesetlah, kita sudah siap secara data lalu kita ajukan
. Dalam perka LAN itu tidak harus akreditasi kelembagaan diklat BKDD. Kan
sudah bagus nih, sekarang kan BKDD nah, BKDD kan bisa mengajukan, cuma
mungkin nilai kelembagaan tidak utuh, tidak tinggi karena kita bercampur
dengan kepegawaian tapi untuk level kabupaten gak masalah karena kan dengar
dengar rancangan PP Kelembagaan pengganti PP 41 itukan tidak boleh,
dilebur lagi, kabupaten itu menjadi BKDD jadi saya kira itu pengaruh baru
buat nunukan. Cuma Pa Sapar dengan Mbak lina ini harus bergerak dari sisi
pengelolan, SDM, sistem dsbnya, selain harus bergerak dari sisi pasilitas
misalnya melobi ke PU, seperti Palangkaraya kan sebetulnya tahun 2016 ini
mengajukan DAK KEMENTERIAN untuk itu. Kalo nunukan bisa melobi
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gubernur misalnya Kaltara untuk bisa DAK tersebut juga sangat bagus menurut
saya, jadi sama sama berjalan. Apalagi mbak, kalo pemerintah memang betul
betul serius membangun SDM di perbatasan salah satunya Aparatur, menurut
saya kan BKDD itu kan punya beban untuk mengembangkan tenaga fungsional ,
guru terutama sama tenaga kesehatan.Kalo BKDD sudah menjalin akeditasi
untuk PIM Prajab saja, arahkan nanti juga untuk guru guru. Nah kalo guru bisa
saja kalo mbak erlina bikin profosal ke Kementerian Pendidikan Nasional ataw
kemenkes, riset, itu sangat mendukung sekali, asal kita betul betul memiliki
sarana kemudian sdm yang kuat untuk penyelenggaraan diklat di mmukan gitu
yh. Jangkauannya jangka panjang vh

1. Mungkin gini yah pa rahmat, penunjukan lokasi kan sudah dapat, kami
mengajukan melalui bappeda mengajukan sudahn masuk melalui dana APBN
sekitar 100 M walaupun nanti turunnya paling bertahap untuk pembangunan
tapi saya tertarik yang bapak katakan mungkin di 2017 bisa, ini menjadi
catatan penting bagi saya dan menjadi PR. Seperti tadi pa, mgk 2017 Kkita
mengadakan semacam sosialisasi , itu seperti apa maksudnya kegiatan, apakah
kami mengnmpulkan khusus orang diklat bkd trs mendatangkan khusus orang
dari LAN atau seperti apa bagusnya ?

Bisa, mungkin g tau nama kegiatannya apa , apakah persiapan untuk akreditasi
BKDD atau apa. Tapi nanti ada beberapa pertemun mbak. Satu ,misalnya
sosialisasi awal tentang perka LAN terbaru tentang akreditasi lembaga diklat . Ini
dijelaskan tentang detail detail , mbak undang aja dari ketiga......siapa lagi yang
ngurusi akreditasi , suruh menjelaskan data yang dibutuhkan itu apa” , mulai dari
kelembagaan, sdm , program serta evaluasi pembelajaran itu harus disiapkan

2. Biasanya berapa orang yang harus kami siapkan untuk tenaga yang kita panggil
?

2 Orang saja dari jakarta . Nanti pada prosesnya ada beberapa hal misalnya mbak
harus sudah mengalokasikan. Kalo bisa memang dikirim seperti TOC, seperti
teman teman itu yh. Pa samsuddin, Pa sugi sudah pernah ikut. Mungkin tahap awal
itu adalah penggalian data itu dulu. Jadi yang punya sertifikat” diklat di BKD itu
dikumpulkan semua.disortir, TOC. MOT , diklat teknis apasaja yang berkaitan, TOF
semua didata, yang belum itu disiapkan, yang belum apakah dkirim kesini atau ke
Jjakarta tahun depan. Kemudian yang WI mbak, kalo menurut saya, mbak lina
marlina sudah pim II tinggal cari lagi minimal 5 lah, apakah pa munir, pa dian. Pa
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dian sepertinya punya fashion untuk mengajar, juned. Teman teman ini tolong
difasilitasi untuk ikut TOT . TOT dijakarta apakah sudah selesai kurikulum PIMnya.
Tapi kalo tidak, ikutkanlah TOT atau kalo tidak selenggarakan lah TOT khusus
untuk penguatan.eh, media pasilitator . Minimal prajabat (PIM) karena kita akan
arahnya kesana maka prajab dan PIM. Berarti kan orang orang fertentu mbak
harus seleksi dulu eselon 2, eselon 3 yang punya niatan mengajar ada 10-15 orang
lebih bagus koordinasi dengan LAN Samarinda atau P3D. Nnti kita undanglah kalo
bisa dari jakarta sebagai W1 siapa dengan pa Mariman dikolaborasi seperti itu

3. Terus kalo proyek perubahan pa, setelah ?
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HASIL WAWANCARA

I. Pertanyaan terkait data informan:

Nama Drs. Syafarudin

Instansi Kepala BKDD Kabupaten Nunukan

1.

Bagaimana perencanaan awal kabupaten nunukan waktu ingin melaksanakan
penyelenggaraan diklat PIM I

Pada saat itu yah, perencanaan awal kabupaten nunukan untuk melaksanakan
diklat PIM III kabupaten nunukan tahun 2015, banyaknya pejabat eselon Il yang
.menduduki jabatan secara definitif dengan jumlah 40 satu kelas waktu it
Sebenarnya lebih yh, yang sudah lulus atau cuman karena sudah menduduki. 40 itu
yag kita ikutkan, yang mengikuti diklat PIM IIl yang merupakan persyaratan bagi
pejabat eselon Il sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai PP Nomor 13 Tahun
2002 tentang perubahan PP nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan PNS
dalam jabatan struktural pasal 7 ayat 1 PNS yang akan atau dan telah menduduki
Jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan pelatihan kepemimpinan
sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut

Sesuai dengan perka LLAN sebenarnya yang berhak untuk menyelenggarakan
diklat PIM adalah lembaga diklat yang terakreditasi, nah dalam hal ini karena
bkdd mau melaksanakan. Apakh bkdd sudah terakreditasi ? Karena belum atau
tidak, bagaimana mendapatkan izin sehingga kita mendapatkan prinsif bisa
menyelenggarakan di kabupaten nunukan

Pemda kabupaten nunuakan mengajukan permohonan melalui surat bupati nunukan
kepada kepala LAN RI untuk dapat diberikan izin prinsif penyelenggaraan diklat
PIM III di kabupaten nunukan denganbekerjasama badan diklat atau lembaga dikiat
yang terakreditasi sebagai penjamin mutu pelaksanaan diklat termasuk yang
direkomendasikan oleh LAN RI Pemkab Nunukan dalam hal ini BKDD Kabupaten
Nunukan meminta dukungan dari PKP2A III LAN Samarinda bersama sama dengan
wakil bupati nunukan, asisten administrasi, pemkab nunukan dan tim anggaran
kabupaten nunukan sebagai inspektorat kabupaten nunukan menghadap ke direktur
Diklat Aparatur LAN RI sekaligus memfresentasikan gambaran umum tentang
kabupaten nunukan sehingga menjadi pertimbangan Anggaran yang harus
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disediakan oleh pemerintah kabupaten nunukan. Apabila penyelenggaraan diklat di
kabupaten nunukan atau melakukan pengiriman peserta dengan pola kontribusi
diluar kabupaten nunukan sistem on dan off kampus, disamping itu diaparkan juga
Jasilitas sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat yang dimiliki oleh pemkab
nunukan sebagai tanda kesiapan daerah apabila dilaksanakan di kabupaten
nunukan : Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan diklat
sebagaimana yang menjadi evaluasi dan saran dan masukan dari PKP2A IIl LAN.
Kemarin juga kita pada saat melakukan kegiaran diklat itu melalui mejanya meja
biasa saja, sekarang kan sudah menggunakan apa namanya , meja bundar yang
untuk sudah kita penuhi semua, termasuk kursinya, yang dinamis tidak statis
sebagaimana yang disarankan oleh LAN sudah kita lakukan

3. Apa yang mendasari upaya upaya itu yang kita lakukan pemerintah daerah pak
?

Upaya tersebut dilakukan oleh pemkab nunukan dimana ingin menunjukkan
keseriusan lalu meningkatkan kualitas, sarana dan prasarana penunjang
pelaksanaan diklat sehingga LAN RI dapat diberikan izin prinsif penyelanggaraan
diklat PIM III dikabupaten nunukan dengan pola kerjasama dengan penjamin mutu
yang direkomendasikan oleh LAN RI seperti halnya selama ini yang
direkomendasikan adalah Bandiklat kota tarakan. Kota tarakan ini baru yang
pertama ini kemudian yang kemarin melakukan ini bandiklat provinsi kaltara,
karena disana tidak ada maka yang kedua yaitu kota tarakan. Sehingga pelaksanaan
diklat PIM Ill yang dilaksanakan di kabupaten nunukan sesuai dengan aturan yang
berlaku dan anggaran yang dibutubkan dalam pelaksanaannya PIM juga terdapat
efisiensi pelaksanaannya jika harus melaksanakan diklat PIM diluar kabupaten
Nunukan

4. Kalo Bapak amati setelah penyelenggaraan itu di Kabupaten Nunukan, apa
hasilnya efektif dan efisien yah pa ?

Dengan diberikannya izin prinsip penyelenggaraan diklat PIM tingkat IIl di
kabupaten nunukan ini, maka hasilnya akan sangat efektif dan efisien. Efektif
karena koordinasi antara peserta dengan mentor lebih intensif dan mudah serta
efisiensi dalam penggunaan anggaran karena pembiayaan yang disiapkan
berkaitan dengan perjalanan dan honorer WI, coach dan penguji yang datang ke
nunukan
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5. Apa yang menjadi bahan pertimbangan pemda atau melalui bkd untuk tetap
mengajukan yang bersangkutan untuk tetap mengikuti diklat PIM?

Pertama : bagi mereka yang sudah menduduki jabatan di eselon tersebut, baik iya
1y, 1l dan II BUPnya misalnya mencapai 2 tahun. Namun didalam hal ini kan kita
menempatkan mereka kan disitu berdasarkan hasil rapatnya PIM, ini layak untuk
diangkat sebagai pejabat eselon Ring, sehingga wajib kita masukkan, jangan sampai
nanti setelah pensiun duduk disitu tidak pernah mengikuti diklat PIM, yang
dikhawatirkan itu nanti kan adanya temuan temuan yang dilakukan oleh tim
Insfektorat maupun yang lainnya. Nah, ini yang mengembalikan kan kasihan,
sebenarnya itu kan tanggungjawab kita sebagai pemerintah daerah yang
menempatkan mereka disana. Itu wajib sebenarnya mereka mengikuti. Namun
dengan kondisi saat ini, ada saran dan penyampaian dari rekan kita sebagai mitra
menyampaikan bahwa jika sudah BUP sampai 2 tahun itu selayakmya tidak perlu
diikutkan lagi, mengingat masanya itu sudah tidak lama lagi berakhir, anggaran
yang dikeluarkan sia sia. Pola yang dilakukan sekarang kan pola baru bukan pola
lama. Kalo pola baru kan dia harus melihat dulu, apa dia punya hasil yang diajukan
proyek perubahannya itu. Kalo hanya 2 tahun pensiunnya itu tidak akan terlihat

6. Berkaitan tentang didalam perka LAN terbaru didalam penetapan peserta itu
kan harus ada melalui tim seleksi, nah mungkin apakah disaat waktu itu
sebelum PIM III pengajuan untuk peserta kita ada membentuk tim seleksi?

Kalo tim seleksinya tidak ada dibentuk.

7. Sehingga Polanya didalam penetapan calon peserta seperti apa?

Polanya kita lakukan disini, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa diposisi
yang sudah menduduki itu ditempatkan dalam posisinya itu satu kelas, kemudian
kita lakukan oleh bidang itu untuk merekap. Coba direkap siapa siapa yang belum
menduduki, yang belum mengikuti diklat PIM III yang sudah dulu. Ternyata setelah
direkap, itu jumlahnya 40 kemudian ada 1 yang lulus tapi lulusnya bukan dikita
dilembaga lain, institusi lain yang masuk pindah kesini sehingga yang perlu kita
utamakan yang sudah duduk, nah itu, kepala bidang kan melakukan koordinasi
karena disin itu yah kalo ada yang ,melakukan pelanggaran disiplin kan g perlu
diteruskan gitu yah, karena karir mereka g direkon kan untuk mengikuti itu. Karena
kita membuat daftar juga sesuai dengan TMInya, DUKnya, pangkat dan
sebagainya. Nah, jika ini sudah terpenuki, kita ajukan. Karena ini jumlahnya 40 yah
kita ajukan 40 melalui pimpinan ke bupati, ke sekda yah 40 ini yang bisa memenuhi
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karena posisinya pas. Alhamdulillah pada saat itu dari 40 orang tidak ada yang
pernah dijatuhi hukuman disiplin

8. Terakhir nih pa, selaku kepala BKDD dengan sama seperti yang saya
sampaikan kepada PKP2A LAN, tanggapan bapak dengan diklat pola baru baik
PIM III maupun PIM IV, apa tanggapan bapak setelah kita melaksanakan
dengan pola baru berkaitan dengan penyelenggaraan ?

Dengan penyelenggaraan diklat pola baru ini sangat baik sekali yah bukan berarti
diklat yang sebelum ini, memang ada yang dikatakan kita belajar duduk duduk
duduk, lulus, selesai. Dengan pola ini bisa saja seseorang itu walaupun sepintarnya
bagaimana dan sebagainya kalo tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh LAN,
itu tidak akan direkomendasikan untuk lulus atau mengulang. Sehingga dengan pola
baru ini banyak manfaatnya bagi skpd masing masing karena mereka melakukan
.proyek perubahan. Nah, dari 40 hanya 3 proyek perubahan yang asli. Yang asli itu

sudah cukup baik sekali, g usah banyak banyak yang sifatnya menemukan hal yang
terbaru sudah sangat baik sekali dari 40 orang
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HASIL WAWANCARA - MENTOR
Untuk Alumni Peserta Diklat PIM III Angkatan I
di Kabupaten Nunukan

Pertanyaan terkait data informan:

Nama Drs. Syafarudin

Instansi Kepala BKDD Kabupaten Nunukan

. Kebetulan kan ada slah satu peserta yang memang merupakan dari BKD, yang eselon

I1I yaitu salah satu kabid informasi dan kepegawaian, bapak selaku mentor nih yang
saya sekarang spesifikasinya sebagai bapak selaku mentor kiranya pada saat terlak
sudah berjalannya PIM, apa kendala yang dialami mungkin baik dari peserta pada saat
melakukan, ada nggak kendala yang dialami peserta ketika melakukan konsultasi atau
koordinasi berkaitan proyek perubahan kepada mentor pada saat masih merancang
Pada saat masih merancang, yah dalam konsultasi dan melakukan ini kepada mentor, yah
kita siap, artinya didalam posisi satu atap yah lebih mudah untuk melakukan konsultasi ke
pimpinannya selaku mentor

. Kira kira pa, upaya upaya bapak selaku mentor, apa yang bapak lakukan untuk

memicu atau mengingatkan kepada peserta untuk fokus pada saat mengerjakan
laboratorium kepemimpinannya sudah menginplementasikan dan menjadi proyek
perubahannya. Kira kira apa saja yang sudah bapak lakukan

Didalam pelaksanaan itu kan kita ada on off yah, didalam on maksudnya di kampus dan off
itu pelaksanaan, sehingga dalam pelaksanaan itu kan dia mulai merancang guna
melaksanakan kegiatannya, apa yang telah diajukannya. RPPnya yang diajukannya

kepimpinannya, kemudian yang akan diajukannya untuk divji, disitulah terlihat bahwa yang
Jjelas kita memberikan suatu motivasi dimana salah satu kendala disini, salah satu kendala
pelaksanaan itu kan , misalnya nanti dalam proyek ini akan menggunakan anggaran. Nah

mau tidak mau selaku mentor dan untuk kemajuan kita punya peserta dari skpd ini kita bisa
memberikan peluang. Yah walaupun istilahnya untuk penganggaran anggaran untuk
mendukung proyek perubahan itu, misalnya beli alat dan sebagainya maupun bertahap.

Itupun bisa aja dananya, yang penting ini bisa berjalan sampai kapan dan tuntas. Itu yang
penting

. Bapak selaku mentor, dengan melihat cara pola dengan yang baru ini, tanggapan

bapak dengan adanya proyek perubahan dan mungkin yang bapak harapkan itu
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seperti apa kedepannya, istilahnya apakah evaluasi itu harus tetap dilakukan
seterusnya agar proyek perubahannya tidak terhenti sampai didiklat saja seperti apa
pa ?

Sebenarnya evaluasi ini sudah berlaku sejak zaman dulu, sejak yang dilakukan bukan pola
baru. Itu sudah dilakukan karena ingin melihat perkembangan peserta itu. Ah, dengan pola
baru ini juga kita ingin melihat apakah proyek perubahan yang diajukannya pada saat
mengikuti diklat PIM HI ini apakah itu bisa berjalan atau tidak. Nah ternyata setelah
dilakukan evaluasi kemarin, itu saya katakan dalam proyek perubahan ini, 1, 2, 3 itu sudah
bisa menunjukkan dia punya kemampuan dan itu adalah original yah, itu sudah sangat baik.
Inilah yang diharapka oleh kepala LAN waktu itu Prof. DR Agus yah, menyampaikan pada
saat pembukaan itu, dari sekian, hanya sekian saja yang bisa original itu sangat bagus
sekali, Dan memang evaluasi itu penting, namun dengan kondisi saat ini, kita
melakukannya, yang bisa kita lakukan hanya sekitar dulu. Nanti terakhir kita akan lakukan
didaerah daerah terpencil misalnya dikecamatan
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Nunukan, 7 Januari 2015

393.3/09 /BKDD-V/L2015 Kepada

Yth. Kepala LAN Republik Indonesia
Pelaksanaan Diklatpim Tk I di-

Jakarta

Sehubungan dengan reacana pelaksanaan kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk, I
Tahun 2015 sebanyak 1 (sat) angkatan dengan jumlah peserta + 40 (empat puluh)
orang, dengan hormat disampaikan permohonan ijin agar pelaksanaan kegiatan tersebut
dapat dilaksanakan di Kabupaten Nunukan, Hal ini dimaksudkan dalam rangka efisiensi
anggaran, karena apabila harys melaksanakan pengiriman peserta ke luar dacrah, alokasi
biaya perjalanan dinas saat Breakthrough I dan 1] sangat besar. Adapun pembiayaan

vang menyangku: pelaksanaan Diklatpim Tk. III ini sepenubnya menjadi beban

Pemerintah Kabupaten Nunukan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran

{DPA) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab, Nunukan Tahun Anggaran 2015.

Demikian disammpaikan, atas perkenan Bapak disampaikan terima kasth.

Tembusan Kepada Yih.

ST EF N L

Bupati Nunukan (sebagai laporan)

Pj. Gubernur Kaltara di Tanjung Selor

Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN RI di Jakarta

Kepala PKP2A 1Tl LAN di Samarinda

Kepala Biro Kepegawatan Sekprov. Kaltara di Tanjung Selor.

Arsip.
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LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, 10110
Telp. (021)386 8201-5, 345 5021; Fax. (021) 384 8792, Website: www lan.go.id

?omor ! 45 9 1D.2/PDP.0Y Jakarta, /2 Februari 2015
amp. -
Hal : Permohonan ljin Penyelenggaraan
Diklat Kepemimpinan Tingkat 1il

Kepada Yth.
Wakil Bupati Nunukan
di

Nunukan

Dengan Hormat,
Memperhatikan surat Saudara Nomor: 893.3/09/BKDD-V/2015 tanggal 7 Januari 2015,

perihal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 13 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat il maka ijin penyelenggaraan

Diklat Kepemimpinan Tingkat N diberikan kepada Lembaga Diklat Pemeriniah yang sudah
terakreditasi.

Badan Kepegawaian dan Diklat Daarah Kabupaten Nunukan pada saat sekarang ini belum
terakreditasi maka pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat 11l akan difasilitasi oleh Pusat
Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Il Lembaga Administrasi Negara (PKP2A |lI
LAN) yang berkedudukan di Samarinda

Tempat penyelenggeraan Diklat Kepemimpinan Tingkat Il dapat diadakan di Kabupaten
Nunukan apabila sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan layak dan representative
berdasarkan penilaian oleh PKP2A lll LAN Samarinda.

Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan yang difasilitasi cleh PKP2A Il LAN mengacu standar

kualitas sebagaimana tertuang dalam Peratyran Kepala Lembaga Adminisirasi Negara yang
berlaku.

Seluruh tenaga pengajar yang terlibat pada pelaksanaan Diklat Kepemimpinan yang
ditasilitasi oleh PKP2A 1li LAN adalah yang telah lulus Training of Facilitator (TOF) Diklat
Kepemimpinan.

Dalam rangka penjaminan kualitas Diklat, P30 Lembaga Administrasi Negara akan

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan
yang difasilitasi oleh PKP2A Ill LAN

Hal yang berkaitan dengan prosedur penerbiian Kode registrasi STTPP melalui Person in
Charge (PIC) PKP2A Il LAN. Harap Saudara menugaskan PIC dimaksud untuk menginput
seluruh alumni, mengupdate profile Lembaga Diklal ke dalam Sistem Informasi Diklat
Aparatur (SIDA) LAN dan berkodidinasi dengan Pusat Pengembangan Program dan
Pembinaan Diklal, Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat,
Telp. (021) 3455021 Ext.152, Fax, (021) 3523317.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima

kasih.

Tembusan Yth:

1.
2

Kepala LAN (sebagai laporan)
Kepala PKP2A LAN di Samarinda
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PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

JL. Pangeron Antasari No. 49, Nunukan, Kode Pos 77482
Telp. 0556-24217, Fax 0558-24207
Woebsite t bkdd-nunukan.com

Nunukan, 23 Maret 2015

893.3/ {96 /BKDD-VIII/2015 Kepada
Yth. Kepala LAN Republik Indonesia
Permohonan Penjadwalan di—
Pelaksanaan Diklatpim Tk. il Jakaria
Menindaklanjuti surat PKP2A Il LAN Samarinda Nomor

323/PHL1.1/PDP.09.2 Tanggal 26 Februart 2015 perihal Kesediaan
Memfasilitasi Diklat Kepemimpinan Tk. il Kabupaten Nunukan dan hasil
koordinasi BKDD Kabupaten Nunuykan ke Lembaga Administrast Negara

"Republik Indonesia dan PKP2A Il LAN Samarinda mengenai kesiapan

pihak BKDD Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan Diklatpim Tk. il
dengan Pola Baru, dengan hormat kami sampaikan permohonan agar
dapat dijadwalkan untuk Kegiatan Diklatpim Tk. Ili tersebut dengan iokasi
pelaksanaan di Nunukan pada tanggal S April 2015 sebanyak 1 (satu)
angkatan dengzn jumiah peserta sebanyak 40 (empat puluhj orang.
Adapun pembiayaan yang menyangkut pelaksanaan Diklatpitn Tk. ill ini
sepenuhnya menjadi beban i:’emerintah Kabupaten Nunukan yang
tetuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Nunukan Tahun Anggaran 2015

Demikian disampaikan, alas perkenannya diucapkan terima kasih,

NIP. 19660623 198602 1 005

Tembusan Kepada Yth.

1.

2.
3.
4

Bupati Nunukan (sebagai laporan)
Wakit Bupati Nunukan (sebagai laporan)
Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan (sebagai laporan)

Arsip
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PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR il
LEMBAGA ADMINISTRAS! NEGARA
Jalan H. M. Ardans (Ring Road Iil} No. 36, Samarinda, Xalimantan Timur
Telp. (0541) 4105611 Fax. (0541) 7370883 e-mail : info@samarinda.lan. go.id
Website: samarinda.lan.go.id

Samarinda, 26 Februari 2015

Nomor : 328 /PIL1.1/PDP.09.2
Lamp. ‘-
Hal : Kesediaan Memfasilitasi Diklat Kepemimpinan Tingkat III Kab, Nunukan
Kepada Yth.
Wakil Bupati Nunukan
Cq. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD)
Kabupaten Nunukan
di-

Nunukan

Dengan hormat,

Memperhatikan Surat Plh. Deputi Bidang Diklat Aparatur Lembaga Administrasi
Negara Nomor : 409/D.2/PDP.0S9 Tanggal 17 Februari 2015 perihal Permohonan ljin
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III, maka dapat kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut :

1. Kami pada prinsipnya siap unwk memfasilitasi penyelenggarsan Diklat
Kepemimpinan Tingkat Il Tahun 2015 yang dilaksanakan di BKDD Kabupaten -
Nunukan;

2, Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana penyelenggaraan, kami berhwap
BKDD Kabupaten Nunukan daput segera melakukan peningkatan kualites sarana dan
prasarana sesuai dengan standar penyelenyggarsan Diklatpim Tingkat I yang tcluh
ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara, Kami akan melakukan penilainn
kelayakan sarana dan prasarana tersebut, sebeham penyelenggaraan dimujai.

3. Kami akan menugaskan tenaga fasilitator yang telah lulus Training of Facilitators
(TOF) Dikiat Kepemimpinan untuk memfasiiitasi proses pembelajarun  Diklat
- Kepemimpinan Tingkat IIL.

4. Kami meminta agar BKDD Kabupaten Nunukan segera menugaskan pejabat / pegawai
yang kompeten untuk melakukan koordinasi dengan kami dalam rangka persiapen
penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II] di BKDD Kabupaten Nunukan,

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima
. kasih.

Tembusan Yth:

Deputi Bidanpg Diklat Apuratur LAN di Jakarta (sebagai laporan)

Call Center PKP2A [T LAN : 08125-5807-8354

[ |

[T
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PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
SEKRETARIAT DAERAH

JL.Sei.Japun - Mangsapa HUNUKAN ~ KodePos : 77482
Teip. 0556 - 24571 — Fax. 0556 - 21088

Nomor
Lampiran
Perihal

Nunukan, 8 April 2015
: 893.3/ 23 ¢/BKDD-V/IV/2015
: 3 (tiga) lembar Kepada Yth.
: Pemanggilan Peserta DiklatTK XY™™~~~ . ..
Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Nunukan

Sehubungan dengan akan dilaksinaksnnya Diklatpbe 1 1o

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan bekerjasama dengen lembaya
penjamin mutu Pusat Kajian Pendidikan don Pelatihaw Apuratur {11 {1 Al
Samarinds, yang akan diselenggaraken padn tanggal 2¢ April 8/d 20 Agustue
2015 di Baden Kepegawaian dan Diklat Daeruh Kebupaten Nunukmn, maka
dengan ini disampaikan kepada Saudara yang diikut sertakan pade Diklw
dimaksud (daftar nama terlampir) agar dapat melengkapi pemynndnn aebuymi
berikut :

1.

Formulir kesediaan mengikuti Diklat Pira Tk, III Tahun 2015 (terlampir).

2. Rekomendasi / Surat Tugas dari Pimpinan Satuan Unit kerja 2 ( dua )

10

11.

lembar.

Surat Pernyataan Bebas Tugas dari Kepala SKPD selama On Campus 2
( dua) lembar.

Foto Copy SK.Goicngan dan Pangkat Terakhir, yang tclah dilegalisir
sebanyak 2 (dua) lembar.

. Foto copy SK Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir sebanyak 2 (dua)

lembar.

Surat Keterangan Kesehatan (Asli) dan Foto Copy 1 (satu) lembar dari RSU
Kabupaten Nunukan (tidak sedang hamiltidak memiliki penyakit dengan
perhatian khusus)

Foto Copy Kartu' Askes sebanyak 2 lembar.

Pas Foto berwarna menggunakan jas dengan latar belakang merah, ukuran
4 x 6 dan 3x4 masing-masing 6 lembar,

Biaya Perjalanan peserta Diklatpim Tk. III dari kecamatan ditanggung oleh
instunsi masing-masing.

. Pakaian pada saat Diklat ©

8. Senin - Kamis (pagi — sore)

- Pria : kemeja polos lengan panjang (soft), celana panjung gelap dan
berdasi

- Wanita : kemeja polos lengen panjang (soft), rok panjang/celana panjang
gelap dan berdasi

b. Senin — Kamis (sesi malam) / Jumat / Sabtu

- Pria: Batik / Kain Nusantara + Celana panjang gelap

- Wanita : Batik / Kain Nusantara + Rok panjang/Celana panjang gelap

¢. Pakaian dan perlengkapan olah raga.

Pakatan pada saat Pembukaan dan Penutupan
- Pakaian Sipil Lengkap (PSL) wama gelap.
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12. Masing-masing ‘berkas dimasukkan ke dalam Stofmap Diumond berwarna
Merah.

13. Selama Diklat berlangsung seluruh peserta di asromakan di Mess BKDD
Kab. Nunukan.

14, Pendaftaran Ulang paling lambat tanggal 18 April 2015 jam 16.00 Wite dan
masuk Mess pada tanggal 21 April 2015 pada jam (14.00 s/d 16.00 Wite).

Penyelenggaraan Diklatpim Tk. I bersifat “on Campus dan off
Campus” pada waktu tertentu pesarta beradsa di kampus/asrama (on Campus)
dan beberapa waktu tertentu kembali ke instansi masing-masing (off Campus).
Adapun tahapan Diklat sebagai berikut :

NO. TAHAP WAKTU | SIFAT TEMPAT
. Diagnosa Kebutuhan 21 April — On Kampus BKDD
| Perubaban Organisasi 2Mei | Campus | Kab. Nunukan
BreakthroughI - . off Instansi
2. 4 -9 Mei . )
(Taking Ownership) Campus | Masing-masing
3 Merancang Perubahan dan 1130 On Kampus BKDD
) Membangun Tim Mei Campus | Kab. Munukan
A Brealthrough It 1 Juni— Off Instansi
" | (Leadership Laboratory) | 15 Agustus | Campus | Masing-masing
Evaluasi Progress
. 1720 On Kampus BKDD
5. Implementasi Proyek
Agustus Campus | Kab. Nunukan
Perubahan

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH

Y &

Drs. TOMMY HARUN, M.Si
Pembing Utama Madya / IVd
NIP. 19580610 198303 1 018

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Kabupaten Nunukan (Sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Nunukari (Sebagai Laporan)

3. Inspektur Kabupaten Nunukan

4. Kadis PPKAD Kabupaten Nunukan

5. Kabag Organisasi & Kepegawaian Setda Kab, Nunukun
6. Arsip,-
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Daftar Nama Pesarta Dikintplimi Tk, 11}
Pemorintah Kabupaton Nunukan

SUMBER DANA APSD TAHUN 2015

NO NAMA LENGKAP e Liw| GOL jUmA B ST JABATAN INSTANSS KET

1 2 3 4 L) L] 7 ] [] y 10 "

1 |[Ors, HASAN BASRI 10590718 106003 1 002 L L] E.] 28 Sapmermber X3 2037:‘!!7#0‘2913 Xahid Usaha Ekoncm don Pamokiman BADAN PEMOERDAYAAN MASYARAKAT Dl PEHERTHTAH DESA S'-ﬂ:;::;‘:;ﬁﬂ
2 [Luwas sranDAR 198132251006021002 | L | B | 84 | 28Sepwmoer2013 | 20Septomber2013 | Sokretorts Somsn Poisl Pamong Prejs  [SATUAN POUSI PAMONG FRAJA Sudch Mandudud
3 Jaus swono, usw 10020218 1908121002 | L | 8M | 53 | 20 Sepiomber2013 | 29 Soptambar 2013 Katid Sosial DIKAS SOSIAL, TEHAGA KERI DAR TRANSHIGRAS] Sudan ook
4 |BaraRUDOR saupE RURY, ST 106007202002121005 | L | e | 47 | 20Scpomber2013 | 28 Septsmber 2013 Kabid B Marga DINAS PEXERIAMN UHUM s;n;nm
s |DARNS, SE 1970104200701 1010 | L | Mc | 45 { 26 Sopeember2013 | 26 Seplamber 2013 Sekreluis Camatan Kroyen Selatan KECAMATAN KRAYAN SELATAN sn;hwmu
o |suvinmwamone. st 171004 001122003 | P | | a4 | 20sopmemosr2013 | 26 Septamperzoty | ¥R Proweiiole Do Hogere 9% 15ADAN PENGELOUA PERBATASAN DAERAH Sudth Monaucsd
7 |ENOAMKURNIAWATIE, S.Pt 1021124 7002122003 | P | vt | 43 | 20 Septemper2013 | 26 Septembar 2013 Kabid Poawuia can Oishroga OINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OUAHRAGA s"‘;fem‘“
8 |HAsaiinasrL s b 1791005200502 1000 | L | e | 42 | 26 Eeptomiir2013 | 26 Saplomber2oty |[tH Peediiaen "m Pembangunan danly , n . e RENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sudah Mendurduki
9 [sasuonm,s. sos 1ozt 2000001002 [ L | o | 41 ] 20Sepiomber 2013 | 20 Soptombor 2013 Kabid Pomadam Kopekoron DINAS KESERSINAN, PERTAMARAN DAR PEHADAM KEBAKARAN Bucth Jeonaudokd
10 |JEFRI, SP 1G7ACZDI 2001429005 | L | U | 41 | 20Sepmmoor2013 | 26 Saptembar 2013 Sokralnds Comat Ksuysn KECAMATAN KRAYAN swghu""m“ﬁ:’”“
1 [sucunTO ALBERT, 5. KOM 1ore0e08 2013121008 | L | W= | 39 | zoSopomber2013 | 26 Supiember 2013 el oAk 937 DINAS PERHUBUNGAN KOMINIKAST DAN INFORMATIKA Sudzh Mendhadid
12 [HELMI PUDAASLIKAR, 3. IP tom18 2005021002 | L | e | 33 | 26Sepwmber?013 | 26 Sepiamber2013 KEbA) Pansnamin Mocal BADAN KOORDINAS] PENANALAN MODAL DAN PERLINAN TERFADU S“""*‘&O’L“'ﬂ“"m{“‘“
13 [FREDDYANTO GROMKO, 5T tooa0511 2005021008 | L | W | 33 | 20Septomber2013 | 26 Septomber2013 Kadid PBS dan BRHTE DINAS PENDAPATAN DAERAH el il
# (o yum seRe 19a20023 100031003 [ | vm | 83| 2eMwmtz0n4 gt 014 | FKTIPAUD Poraian ioa Famal 630 Innuas peNpipAN Sodah Handuduid
18 JBUDI HARYANTO, ST 10713002 2001421063 { L | Gk | 44 | 28 Mast 204 28 Koret 2014 Kobid Pwindustrian DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERAST DAN LMXM St Mendudud
18 |RUDANSTAM, 5E ortsosttoto0r | L ) we | 40| oMamaois 28 Maret 2014 Sekrstads Comal Sebuku KECAMATAN SEBUXU Sudah Monduddd
17 [FAJAR BUOHAYANTO, SE 1roswmstoor | L [ me | 42| 2suawmeo 28 Muret 2014 Sorsleria Camot Sembaiung AU [KANTOR CAMAT SENSAKLING ATULA Syt
10 JSABARUDDIN, 5Kn, M.K8s 1970131 2000121068 | L | B [ a1 | 2emawzone 02 Mol 2014 Kabid Kesonatas May;orakat DINAS KESEHATAN Sodgh Mencuduld
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Drv. TOMNY HARUN/M'ST
Fembina Utema Madya [i¥/d)
NIp. 19580610 1982303 1 018

10 [RASNA 85 19740007 200112 2 061 ma | 4| 20 Maizote 26 Marwe 2014 Kabid Kaburibyamn DINAS KEBLDAYAAN, PARIWIEATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Stdah Menbchad
20 |DEVIRUYEN, 5. Hut 10700720 200801 ? 012 we | a7 26 Maret 2014 S UawIM4 | Malid Pangertengan Hutsn dan Perkasunan [DINAS KEHUTANAN DAN PERKEDUNAN S""E""L“ﬁ:”“
29 [LOTHER, S1p 19791121 200701 1 008 me [ o8|  2emmazon 2 Marwt 2014 Sewwre Camethukin Selstan  |KANTOR CAMAT NUNUKAN SELATAN Sudgh Merudkd
2 |0 RUSMANSYAH 19671201 200701 1 019 I 48 02 Mol 2014 02 Mea 224 Secorary Coamal Lumbie KECAMATAN LUMBIS &Jdéﬂ\m
73 [d | KETUT KARYAWAN F01022 200212 1 €02 we (47 ] o2mazon 02 8oi 2014 Kaid Praysnan biodh IRUMAH SAKIT ULUM DAERAH S ol
24 [RAuSIDAR, 5104 19711227 200117 2 001 we | 02 Mai 2004 0aFobruar 2013 | Kook Ponoendalan Perye Gan Porysha's |oyuias s enatan Sudth pronadud
25 [vOSEPH, ST 19720713 200112 1 002 VI ) 02 Mei 2014 D2Moi2014 | Kabed Prasarana dan Peogembangan Wiyah |BADIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sucah e
20 |MUHAMAD RAMLL 5.508 15741217 200502 1 004 we | o 02 Mai 2014 02 Mol 2014 Saktarta Carnat Tulin Onsol IECAMATAN TULIN ONSGH Sudth Mentoasd
27 |HEBERL), S 16700702 200701 1 009 e 38 02 Mol 2014 03 Fobruart 2013 abit Ponda’tarar; Pendataan Dan Panatapan [DIHAS PENDAPATAN DAERAH m&;:w
28 (M S HASMAN, SE 16700911 200203 2 013 we | a7 02 Mol 2014 08 Fotruar 2015 Kbkt Kotzhunan Mesyarakal BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK sw;:mumm
20 |HARI SAPTO SAMPURNO, SPA MP | 19762101 190802 1 001 i | a1 | 08 Februad2015 £8 Fobruar 2015 KabdPonid%anTK SDOanSLE  |DINAS PENDIGIKAN Sudoh ondu i
30 |ABDUL HARIS BEBE ARAN. SH 19101001 200112 1 009 wa | 45 | oaFouuazois | oo Februod 2018 Inspeicuy Pambanty Winysh | INSPEKTORAT DAERAH ok
31 |DEDY SUPRAYAING. 5. Het 19701023 200003 3 502 e | 48 | o8 Februni2015 0aFebrua12015 | Kubk Perdincungan Hulin Dan Parksbunan  [OTHAS KEHLTANAN DAN PERKEBUNAN Sl Mortudud
12 |HERRY AGENG SANTOSO, SE 19700218 200312 1 004 g | 45 | o8 Febramzis 3 Feoniad 2018 Kobkd Anggarsn DINAS PENGELDLAMN KEUANGAH DAN ASET DAERAH s“;::ﬁ"",‘,’,‘:’“”
3 [agus st 16720801 200604 1028 e | | ocoFebnuai2005 | 08Febeuari201 Kabid Tata Rusng DINAS PEKERIAN UMUH Sudh Monduduid
34 Jmarwen, 5T 19731110 200212 7003 wa | 42 | o8 Febrari201s 08 Februad 2013 Kabid Sarona Dan Presarans IDISAS PENDIDIKAN S Heraduid
35 |EURATH, ST 18730708 200212 1 008 K | 40 03 Fobruan 2035 03 Februant 2015 Kebid Minyak Don Gee DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI me,‘i,w
2 [EvARAIMTA SP 19720118 2003122 004 Wa | 38 [ 0B Febum20i8 08 Fobruad 2015 | Hobed Katstans Prstak Do, Poiau Pulau Kook |DISIAS KELALITAN DAN PERIKANAN S e
37 |JOMED, S.phat 197621 200502 1 004 wd | 2 | ocarFoumzots 08 Fobruorizots | "Xd Pemoghon Kebartion Oan Penefimnan |0,0xs pENDAPATAN DAERAH S e
3 [eunmeE suppa. ST 10700822 200312 2 008 wa | 98 | oaFebnmnis 08 Fobrunr 2015 Kibid Ptamanen DINAS KEBERSIHAM, PERTAMAHAN DAN PEMADAM KEBAXARAN Sudzh Mendudd
30 |AGUS ARIEF DARMAWAN, 5.1P 1060807 200804 1 011 We | 34 | - 08 Fobami2o1s 08 Fabruan 2015 Sokrotarh Camst KECAMATAN SEMBAKUNG 5““;:“';"“‘:,";"”
40 inmnwa.mm & Kom 1572071 200502 2008 we | 42 | 25Febnarzots 25 Fobruas 2013 Kabid tnformasl Nopegawsian BALIAN KEPEGAWALAN GAN DIKLAT DAERAK sm?m
Nunukan, B Apr] 2048
SEXRETAR!S CAERAN
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PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR : 188.45/ =370 /I v/ /2015

TENTANG

PENETAPAN PESERTA, MENTOR, COACH, EVALUATOR DAN TENAGA PENGAJAR
DIKLAT PIM TX. IIl ANGKATAN III
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan Sumber Daya
Aparatur Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat Eselon III,
maka perlu adanya Diklat Kepemimpinan Tk. III di
Lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Nunukan;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada ‘huruf a perlu menetapkan Keputusan
Bupati Nunukan tentang Penetapan Peserta Diklat,
Mentor, Coach, Evaluator serta Tenaga Pengajar Diklat
PIM TK Il Angkatan IiI di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2015

Mengingat : 1. Undang -~ Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaien Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

\J Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah
- dengan Undang ~ Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 47 Tahun 1999

{ Lembaran Negara Tahun 2000 Nomwor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3962 );

2. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);




Memperhatikan

10.

11.

: 1.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang AB&tattir
Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan XKedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Duerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lemnbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil {
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia
Nemor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomeor 15 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 08 Sen
D Nomor 04};

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolahan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun
2009 Nomor 4 seri A Nomor 04);

Peraturan Dacrah Kabupaten Nunukan Nomeor 10 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 10);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

2. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negard®Rtifior

16 Tahun 2013 tentang Pedoman Akyeditasi Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggara Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan;

3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

20 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan
Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015;

4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Noinor

12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan dan
Pelatihan Kepimpinan Tingkat III;

5. Keputusan Bupati Nunukan Nomor

188.45/1143/11/2014 tentang Standar Satuan Harga
Barang/jasa dan Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten
Nunukan Tahun Anggaran 2015;

6. Surat Persetujuan Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tk.

Il Angkatan Il (tiga) dari Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia Nomor: 409/D.2/PDP.0S;

7. MOU antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Nomor: 415.43/09/HK.ORG/1/2014;

8. Surat Perjanjian Kerjasama antara Badan Ke-pegawaian

dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan dengan Pusat
Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga
Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor:
733/P.IIL1/HKM.IL;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peserta Montor, Coach, Evaluator dan Tenaga
Pengajar Diklat PIM Tk. Il Angkatan 111 di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nunukan Tzhun Anggaran 2015 yang
sebagaimana dalam tercantum pada lampiran [, lampiran Ii,
lampiran III, lampiran IV dan lampiran V Keputusan ini.

Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
bertugas mengikuti Dikiat Kepemimpinan Tk. lII Angkatan I1I1
sesuai tempat dan waktu yang telah dijadwalkan oleh Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukain.




7
7 KETIGA

KEEMPAT
-

KELIMA

KEENAM
-

KETUJUH

Mentor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 4%ertuigas
sebagai pembimbing dan pengawas peserta berdasarkan sikap
profesionalisme, memberikan dukungan kepada peserta diklat
dalam mengimplementasikan proyek perubahan, memberikan
dukungan kepada peserta dalam mendayagunakan seluruh
potensi sumberdaya yang diperlukan dalam melakukan
implementasi proyek perubahan dan berperan sebagai
inspirator bagl peserta Diklat Kepemimpinan Tk. III Angkatan
IIL.

Coach sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas
memberikan bimbingan pelaksanaan proyek perubahan,
memberikan pelayanan konsultasi bagi peserta dalam
menyusun rencana dan implementasi proyek perubahan,
memastikan pelaksanaan proyek perubahan sesuai dengan
perencanaan, melakukan langkah-langkah pencegahan ketika
terdapat situasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek
perubahar, menjadi penghubung antara peserta dan mentor
ketika terjadi permasalahan diantara peserta dan mentor,
memotivasi serta memberikan pertimbangan terhadap
kelulusan peserta.

Evaluator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
bertugas melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran
yang dilakukan oleh peserta, membagikan form evaluasi
terhadap tenaga pengajar/Widyaiswara kepada peserta,
melakukan evaluasi terhadap tenaga pengajar/Widyaiswara
dengan mengisi forrn evaluasi terhadap tenaga pengajar bagi
evaluator pembelajaran, melakukan input data terhadap
seluruh form evaluasi, mencatat kejadian-kejadian penting yang
terjadi selama proses pembelajaran, menyusun dan
menyampaikan hasil penugasan kepada penangguny jawab
vrogram.

Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada Dilktum KESATU
bertugas menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di dalam
kelas, menyusun rencana pokok pembelajaran sesuai dengan
kurikulum yang telah ditetapkan, menyusun atlau mereview
bahan tayang, mempersiapkan alat bantu pengajaran,
memberikan penilaian terhadap peserta pada aspck integritas,
etika, kedisiplinan, kerjasama, prakarsa dan memfasilitasi
jalannya peserta.

Dalam  melaksanakan  tugasnya, Peserta, sebagaimana
dimaksud pada KESATU diberikan uang saku selama 30 (tiga
puluh} hari dann Mentor, Coach, Evaluator dan Tenaga Pengajar
diberikan  Henorarium  yang besarannya disesuaikan
berdasarkan Peraturan Kepala LAN no 20 Tahun 20135.
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KEDELAPAN : Segala biaya yang timbui akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2015 Pada Badan
Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan pada
Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dengan Kode
Kegiatan 1.20.1.20.08.30.12 dan Kode Rekening 5.2.1.01.03.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
berlaku surut sejak tanggal 16 April 2015.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 27 Med 2015

BUPATI NUNUKAN,

BASRI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Nunukan (Sebagai Laporanj;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan di -~ Nunukan,

3. Kepala Bandiklat Provinsi Kaltara di - Tanjung Selor

4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di — Nunukan;




KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ 370 / v
TENTANG

PENETAPAN PESERTA, MENTOR, COACH, EVALUATOR
DAN TENAGA PENGAJAR DIKLAT PIM TK. Il ANGKATAN
Il DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

201 8820.pdf

NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

MENTOR DIKLAT PIM TK. 1It ANGKATAN III TAHUN 2015

NO NAMA PESERTA NAMA MEKTOR
1_| ABDUL HARIS BEBE ARAN, SH INSPEKTOR DAERAH
2 | AGUS, ST KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
3 | AGUS ARIEF DARMAWAN, S.IP CAMAT SEMBAKUNG
4 | ALIS SUJONQ, B. 8W KEPALA DINSBOSNAKF,RTRANS
5 | BAHARUDDIN SAMPE RURU, ST KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
6 | BUDI HARYARTO, ST KEFALA DINASPERINDAGKOP DAN UMKM
7 - | DARIUS, SE CAMAT KRAYAN SELATAN
8 | DEDY SUPRAYITNO, 8.Hut KEPALA DISHUTBUN
9 | DEVI RUYEN, 8.Hut KEPALA DISHUTBUN
10 | ELIRATH, BT KEPALA DISTAMBEN
11_| ENDAH KURKIAWATIE, S.Psl KEPALA DISBUDPARPORA
12 | EUNIKE SUPPA, ST KEPALA DKPPK
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
13 | EVA RAHMIFA, B.Pi CEROEANAN
14 | FAJAR BUDHAYANTO, SE CAMAT SEMBAKUNG ATULAT
15 | FREDDYANTO GROMIKO, ST KEPALA DINAS PENDAPATAN
16 | DRS. HASAN BASRI KEPALA BPH-PD
17 | HASAN BASRI, S.IP KEPALA BAPPEDA
18 | HEBERLI, SE KEPALA DINAS PENDAPATAN
10 | HELM] PUDAASLIEAR, S.1P KEPALA BRPMPT
20 | HERRY AGENG S8ANTOBO, SE KEFALA DPKAD
21 | Drg. 1 KETUT KARYAWAN DIREKTUR RSUD
22 | JEFRI, P ' ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
23 | JONED, S.Hut KEPALA DINAS PENDAPATAN -
24 | LOTEER, S.IP CAMAT NUNUKAN SELATAN __ _ ~
25 | LUKAS 18KANDAR KEPALA SATUAR POLISI PAMONG PRAJA
26 | MARIANT, 5T KEPALA DINAS PENDIDIKAN |
27 | MUHAMMAD RAMLI, B.Sos CAMAT TULIN ONSOI
28 | RAMSIDAH, S.KM KEPALA DINAS KESEGATAN
29 | RASNA, SS KEPALA DISBUDPARPORA _____
30 | Hj. RINA DWI JULIANTI, 6.Kom KEPALA BKDD T
31 | RUDIANGYAN, BE CAMAT SEBUKU T
32 | Drs. RUSMANSYAH CAMAT LUMBIS
33 | SABARUDDIN, 8.KAM, B.Kes KEPALA DINAS KESEHATAN
34 ;‘"ﬁo HARI 8BAMFURNO, 8.Pd, KEPALA DINAS PENDIDIKAN
35 | SILVIA HWQ MONE, 6T KEPALA BPPD
36 | SIRAJUDDIN, 8.S0s KEPALA DKPPK
37 | Hj. SITI HASNAH, SE KEPALA BPMPD
38 | SUGIANTO ALBERT, E.Kom KEPALA DISHUBKOMINFO
39 | YOSEPH, ST HEPALA BAPPEDA
40 | Drs. YUNI SERE KEPALA DINAS PENDIDIKAN

BUPAT{ NUNUKAN,

ASRI




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ 1370 /] v

TENTANG

42820.pdf

/2015

PENETAPAN PESERTA, MENTOR, COACH, EVALUATOR
DAN TENAGA PENGAJAR DIKLAT PIM TK. III ANGKATAN

III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

PESBERTA DIKLAT PIM TK. III ANGKATAN III TAHUN 2015

2
o]

NAMA

UNIT KERJA UANG BAXU/
HARI
1 | ABDUJL, HARIS BERE ARAN, SH INSPEKTORAT DAERAH Rp. 20.000
2 | AGUS, ST DIRAS PEKERJAAN UMUM “Rp. 20.000
3 | AGUS ARIEF DARMAWAN, 8.IP KECAMATAN OENMBAKUNG- Rp. 20,000
4 | ALIS SBUJONO, B, SW DINSOSNAKERTHRARS Rp. 20.000
5 | BAHARUDDIN SAMPE RURU, 8T DINAS PEKERJAAN UMUM Rp. 20.000
6 | BUDI HARYANTO, 8T DINASPERINDAGKOP DAN UMKM Rp. 20.000
7 | DARIUS, SE KECAMATAN KRAYAN SELATAN Rp. 20.000
8 | DEDY SUPRAYITNO, 8.Hut DISHUTBUN Rp. 20.000
9 | DEVI RUYEN, S.Hut DISHUTBUN' Rp. 20,000
10 | ELIRATH, ST DISTAMBEN Rp. 20.000
11 { ENDAH KURNIAWATIE, S8.Psi DISBUDPARPORA Rp. 20.000
12 | EUNIKE SUPPA, ST DKPPK Rp. 20.000
13 | EVA RAHMIFA, B.P1 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Rp. 20.000
14 | FAJAR BUDHAYANTO, BE CAMAT SEMBAKURG ATULAI Rp. 20.000
15 | FREDDYANTO GROMIKO, ST DINAS PENDAPATAN Rp. 20.000
16 | DRS. HASAN BASRI BPM-PD Rp. 20.000
17 | HABAN BASRI, 8.IF BAPPEDA Rp. 2C.000
18 | HEBERLI, SE DINAS PENDAPATAN Kp. 20.000
19 | HELMI PUDARSLIKAR, 8.1P BKPMPT Rp. 20.000
20 | HERRY AGENG BANTOSO, SE DPEAD Rp. 20.000
21 | Drg. 1 KETUT KARYAWAN RSUD Rp. 20.000
22 | JEFRI, SP KECAMATAN KRAYAN Rp. 20.000
23 | JONED, S8.Hut DINAS PENDAPATAN Rp. 20.000
24 | LOTHER, S.IP KECAMATAN NUNUKAN SELATAN Rp. 20.000
25 | LUKAS ISKANDAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Rp. 20.000
26 | MARIANI, ST DINAS PENDIDIKAN Rp. 20.000
27 | MUHAMMAD RAMLI, 8.80s KECAMATAN TULIN ONBOI Rp. 20.000
28 | RAMSIDAR, S.KM DINAS KESEHATAN Rp. 20.000
29 | RASNA, S8 DISBUDPARPORA Rp. 20.000
30 | Hj. RINA DWI JULIANT], 8.Kom BKDD Rg. 20.000
31 | RUDIANBYAH, BE KECAMATAN SEBUKU Rp. 20.000
32 | Drs. RUSMANSYAH KECAMATAN LUMBIS Rp. 20.000
33 | SABARUDDIN, S.KM, M.Kes DINAS KESEHATAN Rp. 20.000
34 | SAPTO HARI SAMPURNO, 8.Pd, M.Pd | DINAS PENDIDIKAN Rp. 20.000
35 [ SILVIA HWQ MONE, ST BPPD Rp. 20.000
36 | SIRAJUDDIN, S.Sos DKPPK Rp. 20.000
37 | Hj. 8IT1 HASNAH, BE BPMPD Rp. 2C.000
38 ) BUGIANTO ALBERT, 8.Xom DISHUBKOMINFO Rp. 20.000
39 | YOBEPH, 8T BAPPEDA Rp. 20.000
40 | Drs. YONI SERE DINAS PENDIDIKAN Rp. 20.000
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LAMPIRAN III

42820.pdf

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR : 188.45/ 370
TENTANG

/ v {2018

PENETAPAN PESERTA, MENTOR, COACH, EVALUATOR
DAN TENAGA PENGAJAR DIKLAT PIM TK. III ANGKATAN
III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

COACH PESERTA DIKLAT PIM TK. III ANGKATAN III TAHUN 2015

NO NAMA UNIT KERJJ;\ |
1 | RAHMAT SUPARMAN PKP2A III LAN ]
2 [ WARTONO BANDIKLAT KOTA TARAKAN
3 | HERIYANTO BANDIKLAT KO'I‘.J-& TARAKAN o
4 | SUPRAPTONO SUBDIYO ‘BANDIKLAT KOTA TARAKAN

BUPATI NUNUKAN,
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LAMPIRAN. IV

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ 370 / v /2018
TENTANG

PENETAPAN PESERTA, MENTOR, COACH, EVALUATOR
DAN TENAGA PENGAJAR DIKLAT PIM TK. III ANGKATAN

Il DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

EVALUATOR PESERTA DIKLAT PIM TK..III ANGKATAN III TAHUN 2015

NO NAMA
1 Unsur PKP2A UI LAN Samarinda
2 Unsur BKDD Kabupaten Nunukan

“ .
BUPATI NUNUKAN,
"
| BASRI
L
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LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR :188.45/ 370 /v /2015
TENTANG :

PENETAPAN PESERTA, MENTOR, COACH, EVALUATOR
DAN TENAGA PENGAJAR DIKLAT PIM TK, III ANGKATAN
III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KASUPATEN

NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2015

TENAGA PENGAJAR DIKLAT PIM TK. IIl ANGKATAN IIl TAHUN 2015

NO

NAMA

Unsur Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Unsur PKP2A TII Lan Samarinda

Unsur Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Timur

Unsur Pemerintah Kabupaten Nunukan

Unsur Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan

BUPATI NUNUKAN,

BASRI




ON: 00:2239'

UPT BALAI BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN

- NAME - -

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .

JL.P. FLORES NO. 1 TELP. 462-541-735778 SAMARINDA, INDONESIA.

RESULT OF TOEFL EQUIVALENT

42820.pdf

. L DEDY SUPRAYITNO " Mot 2184/TY/SPT-BRAUMIOG/S
- PLACE / DATE OF BRTH KEDIRI/ OCTOBER 23, 1970 . . ‘
'ADDRESS JL. BHAYANGKARA RT.3 NUNUKAN
DATE OF TEST TAKEN MAY 30,2015 CE
\ _SECTION | SECTION It SECTION Wl . TOTAL SCORE
Listening Comprenension Suchure & Witen Bxpression Reading Compiehension
33 . 34 42

L AlES

S KEVIENTERIAN PFNDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
h UPT BALAI BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN

JL P, FLORES NO. 1 TELP. +62-541-725778 _AMARINDA. INDONESM

RESULY OF TOEFL EQUIVALEN

s : FAJAR BUDHAYANTO _ 0.1 . 2163/TT/UPT-BB/AUM/OG/L:
. PLACE/ DATE OF BIRH BOYOLALY JUNE 30, 1973 : :

ADDRESS DESA MANSANG RT.IV KEL. LUN[B]S KAB NU\IUKA\I

DATE OF Tésr'wéh.' MAY 30, 2015
. SECTION | . SECTION Il SECTION il TOTAL SCORE

: V_Us!emng Comptehénsion Shuchwre & Written Expression Reading Comprehansion
40 38 3.1 "

o CYURER S 1111y )




oN: 002221 -

NAME---"
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'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UPT BALAI BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN

JL. P.FLORES NO.1 TELP. +62.541-735776 SAMAR]ND.\ INDONESIA .

ESULT OF IOEFL EQQI!ALEHI
DEVI RUYEN '

>

" “N&: - 2166/TT/UPT-BB/UMIOG/1:

— PI.ACEIDATEOFB!RTH SAMARINDA/ JULY 29, 1978 .
F-‘DDRESS JL. NANGKA RT.6 NUNUKAN SBLATAN_
| .'DATEOFTESHAKEN 1 'MAY30,2015 -
i -SECTION ) -, . SECTION Il SECTION III S TOTAL SCORE
- ¥ isteninig Compsehenision - Stuchura & Wiitten Expression Reading Comprehenﬁon
407 . 43 49 ) - . 7 - 440
T : R (FOURFOURZERO)

CN: 002230 “KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
"' . UPT BALAI BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN
JL. P FLORES NQ. { TELR +52-541-735778 SAMARINDA, INDONESIA
A RESULT OF TOEFL EQUIVALENY
NAME - JEFRI _ Mo.: 2175/ TT/UPT-BB/UM/06/1
'PLACE / DATE OF BRIH KRAYAN/ FEBRUARY 01, 1974 -
ADDRESS IL. RA.BESSING SELISUN
DAIEOFTE“TTAKEN : "MAY 30,2015 =
o . SECTION:. SECTICN ] SECTION m :
- Usienlna Comprehemlon. Structure & Weitten Bxression keading Comprehension. . -  TORL SCORE
A 31 - s . s :
: i =  (THREE NINE ZERO)
\_
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SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
NO. CON0Z19G/DIALATFM TR, 11/ 086/6504/LAN/ 2015

Pemetiniah Kabuoaten Mufrien bekagassna $angin Fuzat Kaejtun dar Fendidkan dan Pelatitan Aparaaar I Lemage Adnministrasi Hegera berdasaran Parsluran
Pamereiah Mearor 101 Tanan 2003 tantan) Parcidnny can PRakhan Jedatar Oonzvea Magevi Sind, terta keterluan - katariusn peiakeanaaniys, moayalaxan bamas

Nama Abdul Heris Bebe Aran, SH

MY PTI0G3 200712 1 OO

Teipal Targgat Lahr D tamsdinea, §3 Okloboy 1970

FangkutGrlengan Ruarg C Peerafa Tk B
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NunLiGn bakegasama deegan Fusat Kejlan dan Pendd kan dup Pzlxnan Aparatur [l Lemtaga Admnstiay Nagsrs & Muntkan deori targgal 22 Apil gampéd dernan

27 Aguslus 2015 yang melpen 285 ima rang selapan puta 1ra) jam penhaka dan palatingn.

N, 20 Agastus 2015
Kegots Pusat Kajon dan Penddker Jn Pataitisn Apsrylor 14 ey PSR ‘ :
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SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ND. C2002 100,/ DIKLATEIM TK. 117G86,/6505/LAN/2015

Fetrennian Kabupdicn Munukan bekeqoeama €engan Puaat Kojlan dan Pandilkean dan Pedihan Aparatur Hl Leebaga Admirisiran Nagdra bevdasarkon Peraturan
Famecintzh Neewsr 101 Tokon 2025 lervang Pendidian dan Petatihan Jabatar Pagaveii Naged SR Larns etdnhiean - kelertuan peaitikesnsafiiys, meoyatokan bahwa :

" Aliz Sufono, B.SW
156218 198412 1 002
. Falope, 18 Febnan 1952
© FPerata Tw.} Klid
» Kogals Bidang Sosia
. [Vnss Soniaf Teraga Kesfa dan Fransmygrasi Kebupatan Nunukan

Mamgi

e
Temrzetanggal Lahy

FarqgralGolongan Ruang
Jabaten
Inziunsi

LULUS

ukup Memuaskan

yang deeclengpara«an clich Badan Hepogawalan dan Oidat Caargh Kadupalsn
) Nunukan dari targasl 22 Apdl sampsi dargan

poda Penddisn ¢an PElalhon Ziepemimpran TWaw Ul Angialen il Tabun 2015
Kunukan tekerasans dargan Fuzal Kajeaq dan Pendaban can Palatiban Aparasy I Lambaga Acmnstras Negara
27 Apustys 2015 yang meipud G5 {lma ras Sedugen Ddud f1z) am peradian dan palplinan.

Munukdn 27 Agasias 2005

Keaala Puzst Kajan dan Percigivar aan Felgian Apseyiar ia . G .
Ll .\?ﬁn'rq:::;::i Wagasa B 15 Mursskan
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SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
NGO, COT021970RLATRIN TH. IL/OBE/6504/LAN2015

Fremenntah Kadapaten MNuryan pohergiama dorgan Fu=s! Kija can Peesdciban gen Peiaihan S0aralic i Lemdaga saminztrasi Hegtra terdszxkan Peralunan
Preinssintish Momer 101 Tahun 2000 tertang Feol kan gen Pelalihan Jagdan Feaaaal hagar Sipil. sera kalemtuan - kebeatun pelaksanaaays, Msfyiakan bakws

MNomd - Agus Ant Darmawan, 8P
Rl M= . 4810507 260604 1 011
:.-;hf' fameavTangasi | aby . Semuadary, 07 Agusfus 19381
. _: Pungl»:a{-"&cﬂ-)rrgan Riang © Pamala, N6
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y Instans - Hessomtan Sembgaung Kalupalen Nunuian

it
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Nursas, 27 AGulstus 2018

Kepwia Puesl Xajor dan Perd drar ¢30 Prlothan Apicaar B v A O
. .L-Bml,gh;.;;Aet:?'-iw-\iv.-!:;\:l Neviata " -"--\9

; B

[ ]

I ARIAN DARTO, SE. M3 7=, ~% Dra.{BASRI, 14.5i
IE AGTALIT 2005 T G0 :

nat Murrfean




Eﬁ:'ﬁﬁ JUDUL PROYEK PERUBAHAN DIKLATPIM TK Il ANGKATAN Iii TAHUN 2018
NO NAMA PESERTA NP INSTANS! JUDUL PROYEK PERUBAHAN
01 |Drs. HASAN BASR 10550718 199003 1 002 | PADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN Penatann Sistem Birckrasi Kelurahan / Desa Dalam Proses Dana Raskin Untui

LUKAS ISKANDAR

ALIS SUJONO, B SW

BAHARUDDIN SAMPE RURU, ST

DARIUS, SE

PEMERINTAH DESA

Mempelancar Penindustrian Raskin Di Kabupaten Nunukan

19611225 198602 1 002

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Upaya Per;ingkalan Kesiapan Satpol PP Datam Penangzanan Orang Gila Resiko Tinggi
Melalui Jaring Leba - Laba

19620218 198612 1 002

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRAS!

Pelayanan Kemiskinaan 1 Pintu

18680720 200212 1 005

DINAS PEKERJAAN UMUM

Bina Marga Report Digitel System ( BRDS )

19701104 200701 1 018

KECAMATAN KRAYAN SELATAN

Layanan Administrasi Kependedukan Melalui Mobile Servise ( LAMIN MOVIE )

06 [SILVIA HW QMONE, ST 19710404 2001122003 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH Oplimalisasi Garda Batas Di Kabupaten Nunukan

07 I;JDAH KURNIAWA;;E, SPsi “ 19721124 200;;003 DINAS KEBUD%;?JAONL::&VS?TA' PEMUDA SIPITUNG Dana Pembinaan CABUR Di Kabupaten Nunurkan

) T s | SOMPIECAMMEIBIGIAL | P v bggemGonriae
09 |SIRAJUDIN, 5. Sos to74032 2000031 002 | ONAS Ki‘émﬂm\:{ g ;E;:‘ém““ DAN pe"i;i‘;;“g';Zg:gf::;“Szigs’gLfﬁgggf::%g:;"}:;‘;%‘;’?;‘%’EEBT?;‘E'V&
10 |JEFRL, SP 19740201 2006112 1 005 XECAMATAN KRAVAN Sistem Komunikasi Dan Informasi { SIKOMO ) Di Kantor Kecamatan Krayan
11 |SUGIANTO ALBERT, § KM 19760808200312 1 005 | OINAS PERHUBUNGAN Ko;'-‘;;”""‘“" OAN

INFORMATIKA

Sistem Informasi Bandar Udara Perintis { SIMBARA )

42820.pdf




B

NO NAMA PESERTA NIP INSTANS! JUDUL PROYEK PERUBAHAN
BADAN KOORDINASH PENANAMAN MODAL
12 [HELMI PUDAASLIKAR, S, IP 19820216 200502 1 002 DAN PERIJINAN TERPADU . NUNUKAN INVESTMENT CENTER ( NICE)
13 |FREDDYANTO GROMIKQ, 8T 19820511 200502 1 006 DINAS PENDAPATAN PBB ON LOCATION
14 |Ors. YUNI SERE 18620623 199303 1 003 DINAS PENDIDIKAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tethadap PAUD
- , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN | Sistem Kemitraan Dan Bina Lingkungan Uniuk Meningkatkan daya Saing Industri Kedil
15 |BUDI HARYANTO, 5T 19711002 200112 1 003 KOPERAS! DAN UMKM Menengah { IKM)
16 |RUDIANSYAH, SE 18711118 1991101 001 KECAMATAN SEBUKU Rumah Informasi Pelayanan Administrasi Temadu Kecamatan { RUMAH SIPATEN )
Apflikasi Agenda Sural Elekironik Yang Menyimpan Arsip Sural Keluar Dan Surat
17 jFAJAR BUDHAYANTO, SE 19730630 159203 1 001 KECAMATAN SEMBAKUNG ATULA) Masuk Serta Dokymen Kator Dalam Media Penyimpanan Komputer Yang Aman Dan
Mudsh Dalam Proses Pencaharianya

' Sistem Informasi Dan Pelaparan Cnline Pregram . Kesehalan Mayarakat Lewat

18 M, MK 19741231 003
SABARUDDIN, SKM, MKes 2000121 DINAS KESEHATAN Sosmed ( SIMFONI ORKESTRA LASOL M1
19 |RASNA, S8 18740307 200112 2001 DINAS KEBUDAYAAN, pARW!ISATA PEMUDA Pengembangan Ruang Kreatif Uniuk Menciptakan Hiburan Edukasi Dan Kreasi
DAMN OLAHRAGA
20 |DEVI RUYEN, S. Hul 19780729 200604 1 012 DINAS KEHUTANAN DAM PERKEQUNAN Penyediaan Informasi Status Kawasan Di Kabupalen Melalui * CALL CENTER *
21 |LOTHER, S.IP 19791121 200701 1 Q06 KANTOR CAMAT NUNUKAN SELATAN Bank Informasi Pelayanan { BIP
Sistem Penalaan Administresi Surat Tanah Secara Tersirukiur Mudah Dan Akuntabel
22 |Drs. RUSMANSYAH 19671201 200701 1019 KECAMATAN LUMBIS
Berbasis Data Base { S PANAH RATUMUDA IS D'BASE )

23 |drg. [KETUT KARYAWAN 19681022 200212 1 002 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Standar Pefayanan Prima Berbasis Kompetensi Di RSUD Kabupaten Nunukan




NO NAMA PESERTA NP INSTANS! JUDUL PROYEK PERUBAHAN
24 |RAMSIDAH, SKM 19711227 200112 2 001 DINAS KESEHATAN Pemanfgalen Ban Bekas sebaﬂ::fii‘;‘ﬁ:;’;’:;“ga“ SI- ARJA ( Sistem Arisan
25 |YOSEPH, ST - 18720713200112 1 002 BADAN PERENCI’; ANQF?:’HPBMANGUNAN Sistemn Infomasi Perencanaan Dan Indikalor Garbang Emas { S| PRIA GEMAS )
26 |MUHAMAD RAMLI, 5.50s 1974;2:1;2—;5_0; 1_0(;4_ KECAMATAN TULUIN ONS;I— Pelayanan Adimistrast Terpadu Kecamatan Dengan Jemput Bola
27 HEI;I;RLI_SE_" | 19760—70; 20;?01 1 0{)_9‘~ - _DI_N:; i;E';H;\PATAN Pelayanan P3WPD i Wilayah 45 Melalui Penerapan Aplikasi P3WPD

" 2; | Hj SIM i-;l;AH_;‘:E 1 9.78091—1-20_(;0; 013 BADAN PE“;E%@%’N?:E};T}[%;RAKM DAN Program Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Se- Kabupaten Nunukan
29 |SAPTOHARI SAMPURNC. S.Pd. MPd 19740101 199902 1 001 DINAS PENDIDIKAN Layanan Gusu Berbasis Sistem Da'a Pckok Pendidikan Melalui Media Komunikasi

m30- AB;JLHJL;;RIS BEBE ARAr:;H | 1- 9.7;1_003 2001121001 INSPEKTORAT DAERAH—~ Friday Consuitation in Inspektorat { FC INSPEKTORAT )

"‘31 DEDY SUPRAYITNO. 5. Hul o 19701023 200003 1 002 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Pengawasan Hutan Lindung Secara Partisifalil
32 {HERRY AGENG SANTOSO. $E ioro0zte 00912 1 oo | PINAS PENGELOLASHKELANGANDARASET | - penyyeunaan RAPBD Kabupaten Nurukan Melalu JARKOMBA SIMDA Keuangan
33 |AGUS. ST 19720801 200604 1 028 DINAS PEKERJAAN LIMUM Peran lzin Mendirikan Bangunan Dalam Pengendalian Rencana Tala Ruang
34 |MARIAN], ST 19:%1 1102002122003 DINAS PENDIDIKAI:I-— Kanlin Diskusi
35 |ELIRATH, ST _19750708 200212 1—(;0.6— “ DINAS PERTAMB;\IGA; l;AN ENERGI

42820.pdf



NO NAMA PESERTA NIP INSTANSI JUDUL PROYEK PERUBAHAN
% |EVARAHMIFA Py 19760115 200312 2 004 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Bersihkan Lingkungan PesisitNunukan ( BERLIAN)
37 |JONED, SHul 19730221 200502 1 004 BINAS PENDAPATAN
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN . —
38 |EUNIKE SUPPA. ST 15780622 200312 2 006 PEMADAM KEBAKARAN Sistern Akunlabilitas Kinerja Pertamanan { TULIP )
39 |AGUS ARIEF CARMAWAN S.P 18810807 200604 1 011 KECAMATAN SEMBAKUNG Peninglalan Kinerja Pegawal Dengan Pemanfaalan Buky Kendall Kegiztan Pada
Kanlor Camal Sembakung
40 [Hi RINADWI JULIANT), S. Ko 19730701 2005622005 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH Sistem Informasi Arsip Digilal Eledronk Kepegawaian { 1 ADEK )

42820.pdf
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PERTANYAAN PESERTA PIM Il

A. EVALUASI KONTEKS o .
1. Apa ianggapan Saudara terhadap pelaksanaan Diklat Pim Tk. 1l pola baru
berdasarkan Perka LAN Nomor 12 Tahun 20137

B. Evaluasi INPUT
1. Selama mengikuti Diklat Pim Tk ill, bagaimana tanggapan Saudara
torhadap’ sarana prasarana penunjang  diklat dan pseiayanan
penyelenggara? ; . o
2 Menurut Saudara, apa Yyang paling mendesak untuk  ditakukan
- peningkatan terhadap Sarpras penunjang kediklatan dan pslayanan
penyslenggara? ’ '

C. Evaluasi PROSES
4. Kendala apa saja yang Saudara hadapi dalam membuat Rancangen
Proyek Perubahan dan mengimplementasikan proyek perubahan
. tersebut? _ , :
2. Upaya apa saja yang Saudara lakukan untuk mengstasi kendala tersebut?
3. Bagaimana dukungan Coach dan Mentor Saudara serta Tim pendukuny
pelaksanaan proyek perubahan tersebut??

D. Evaluasl HASIL
1. Bagaimana dengani Proyek Perubahan yang teiah dibuat?? Apakah masih
berlanjut atau tidak implementasinya?/?
2 Jika Tidak, apa alasannya??
3. Jika Ya, apa manfaat yang dirasakan terhadap kinerja organisasi
Saudara?
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PERTANYAAN PESERTA PIM I}

. EVALUASI KONTEKS

1. Apa tanggapan Saudara terhadap pelaksanaan Diklat Pim Tk. Wl pola bar
berdasarkan Perka LAN Nomor 12 Tahun 20137
Pelaksanaan Diklat Pim Tk. Il pola baru sangat baik dalam rangka
menyiapkan SDM aparatur pada tingkat Eselon Il yang mempunyai
kemampuan manajerial, kreatifitas dan inovasi dalam pelaksanaan

tupoksinya, sehingga mampu berkontribusi terhadap peningkatan
pelayanan publik

. EVALUASIINPUT

1. Selama mengikuti Diklat Pim Tk. N, bagaimana tanggapa Saudara
terhadap sarana prasarana penunjang diklat dan pelayianan
penyelenggara?

Sudah cukup baik.

2. Menurut Saudara, apa yang paling mendesak untuk dilakukan
peningkatan terhadap Sarpras penunjang kediklatan dan pelayanan
penyelenggara?

Yang periu ditingkatkan :
a. Fasilitas internet
b. Fasilitas perpustakaan

. EVALUASI PROSES

1. Kendala apa saia yang Saudara hadap dalam membuat Rancangan
Proyek Perubahan dan mengimglementasikan Proyek Perubahan
tesebut?

a. Keterbatasan waktu
b. SDM
c. Dukungan kebijakan

2. Upaya apa saja yang Saudara lakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

a. Melakukan manajemen waktu yang tepa: dengan stakeholder terkait,
dan pembagian tugas dalam tim yang efektif dan efesien.

b. Sosizlisasi dan diseminasi inovasi terhadap seluruh stakeholder,
utamanya Tim pendukung.

c. Menyesuaikan konsep inovasi berdasarkan kebutuhan organisasi dan
kebijakan yang ada.

3. Bagaimana dukungan Coach dan Mentor serta Tim pendukung
pelaksanaan proyek perubahan tersebut?

Sangat mendukung sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-
masing.

. EVALUASI HASIL
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1. Bagaimana dengan proyek perubahan yang dibuat? Apakah masih
bertanjut atau tidak implementasinya?
Masih berlanjut.
2. Jika Tidak, apa alasannya?
3. Jka Ya, apa manfact yang dirasakan terhadap kinerja organisasi
Saudara?
Manfaat yang diperoleh:
a. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan pajak daerah
b. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja
¢. Meningkatkan pendapatan daerah.

Nunukan, April 2016
Peserta Diklat Pim Il

Joned, S.Hut
NIP. 19780221 200502 1 004
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PERTANYAAN PESERTA PIM II}

A. EVALUASI KONTEKS
1. Apa tanggapan Saudara terhadap pelaksanaan Diklat Pim Tk. il pola baru
berdasarkan Perka LAN Nomor 12 Tahun 20137
Pelaksanaan Diklat Pim Tk. Il pola baru sangat baik dalam rangka
mencetak SDM aparatur pada tingkat Eselon {Il sbg pemimpin perubahan
yang mempunyai kemampuan manajerial, kreatifitas dan inovasi dalam
pelaksanaan tupoksinya dengan dukungan mentor

B. EVALUASI! INPUT

1. Selama mengikuti Diklat Pim Tk. Ill, bagaimana tanggapa Saudara
terhadap sarana prasarana penunjang diklat dan pelayanan
penyelenggara?

Sudah cukup baik.

2, Menurut Saudara, apa yang paling mendesak untuk dilakukan
peningkatan terhadap Sarpras penunjang kediklatan dan pelayanan
penyelenggara?

Yang perlu ditingkatkan :

a. Fasiliitas internet

b. Fasilitas olahraga

¢. Fasilitas CS dan Laundry
C. EVALUASI PROSES

1. Kendala apa saja yang Saudara hadap dalam membuat Rancangan
Proyek Perubahan dan mengimplementasikan Proyek Perubahan
tesebut?

a. Keterbatasan waktu
b. SDM
c. Kapasitas Bendwitdh dan Jaringan yg tidak stabil

2. Upaya apa saja yang Saudara lakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

a. Melakukan manajemen waktu yang tepat dengan stakeholder terkait,
dan pembagian tugas dalam tim yang efektif dan efesien.

b. Sosialisasi dan bintek untuk seluruh stakeholder, utamanya Tim
pendukung.

c. Menyesuaikan konsep inovasi berdasarkan kebutuhan organisasi dan
Kk

d. instrumen yang ada.
3. Bagaimana dukungan Coach dan Mentor serta Tim pendukung
pelaksanaan proyek perubahan tersebut?
Sangat mendukung sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-
masing.
D. EVALUASI HASIL
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Bagaimana dengan proyek perubahan yang dibuat? Apakah masih

berlanjut atay tidak implementasinya?

Masih berlanjut.

Jika Tidak, apa alasannya?

Jika Ya, apa manfaat yang dirasakan terhadap kinerja organisasi

Saudara?

Manfaat yang diperoleh:

a. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan arsip PNS dim
bentuk digital elektronik

b. Meningkatkan kinerja

c. Menjadi stimulus kepada PNS u/ belajar tentang arsip online

d. Membangun kepedulian PNS thd data dirinya

Nunukan, April 2016
Peserta Diklat Pim ll|

Hj. RINA DWI JULIANTI, S.Kom
NIP. 19730701 200502 2 005
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PERTANYAAN PESERTA PiM Ill

A. EVALUAS]I KONTEKS
1. Apa Tanggapan Saudara terhadap Pelaksanaan Diklat PIM TK. ill Pola Baru berdasarkan
Perka LAN Nomor 12 Tahun 2013?
Jawab : Diklat pola baru dapat memberikan dampak positif karena dapat
mengubah pola pikir Pegawai terutama dalam menghasilkan inovasi
yang dapat berdampak positif bagi jalannya Pemerintahan.

B. EVALUASI INPUT
1. Selama menglikuti Diklat Pim TK ), bagaimana tanggapan Saudara terhadap sarana
prasarana penunjang diklat dan pelayanan penyelenggara?
Jawab: Sejauh ini Saya merasa pihak penyelenggara telah mempersiapkan
segala kebutuhan dengan sangat baik

2. Menurut Saudara, apa yang paling mendesak untuk dilakukan peningkatan terhadap
Saspras penunjang kedikiatan dan pelayanan penyelenggara?
Jawab : disarankan agar dapat mempertazhankan kualitas penyelenggaraan
Diklat Pitvt (11

C. EVALUASI PROSES
1. Kendala apa saja yang Saudara hadapi daiam membuat Rancangan Proyek Perubzhan dan
mengimplementasikan Proyek Perubahan tersebut?
Jawab : Kendala lebih kepada jumlah SDM bidang bina marga yang
kompeten dalam bidang teknologi berbasis Web.

2. Upaya apa saja yang Saudara Jakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
Jawab : Mengupayakan memberikan pelatihan agar dapat
mengimplementasikan Proyek Perubahan yang berkelanjutan.

3. Bagaimana dukungan Coach dan Mentor Saudara serta tim pendukung pelaksanaan
proyek perubahan tersebut?
Jawab : Coach dan Mentor sangat berperan aktif dengan memberikan
masukkan yang efektif terhadap rancangan Proyek Perubahan ini.
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D. EVALUASI PROSES
1. Bagaimana dengan Proyek Perubahan yang telah dibuat? Apakah masih berlanjut atau

tidak implementasinya?
Jawab : Ya

2. Jika Ya, apa manfaat yang dirasakan terhadap kinerja organisasi Saudara?

Situs bidang bina marga memberikan dampak positif karena dapat
memberikan informasi langsung kepada masyarakat mengenai
infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Nunukan.

Jawab :

Nunukan, 02 Mei 2016

Kepala Bidang Bina Marga,

BAHARUDDIN. SR, ST
NIP. 19680720 200212 1 005 ~
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PERTANYAAN PESERTA PIM IlI

A. EVALUASI KONTEKS

1.

Apa tanggapan saudara terhadap pelaksanaan Dikiat PIM T.k.Ill pola baru berdasarkan

Perka LAN nomor 12 Tahun 20137

JAWABAN

Tanggapan saya terkait dengan pelaksanaan Diklat PIM T.k.Ill pola baru berdasarkan

perka LAN no.12 tahun 2013 yaitu

- metode pelajaran yang saya dapatkan berbasis pengalaman dan sesuai dengan
jenjang tugas dan fungsi saya di Instansi Dinas Kesehatan

- Pola baru ini saya mendapatkar pengalaman sejauh strategi yang efektif dalam
menjabarkan visi dan misi organisasi di Instansi Saya bertugas sesuai dengan
jabatan yang diamanatkan

- Dalam diklat tersebut saya mendapat pengalaman sejauh mana kemampuan kita
berkoordinasi baik secara internal maupun eksternal supaya dapat mengelola
instansi kita secara sistimatik dan visioner

- Dalam peraturan diklat pola baru saya dapat pengalaman bagaimana kita dapat
mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri kita supaya dapat
menghasilkan pemimpin yang mampu melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam
meningkatkan kinerja kepemimpinan

B. EVALUASIINPUT -

1

2.

Selama mengikuti Diklat PIM Il bagsimana tanggapan saudara terhadap sarana

prasarana penunjang Diklat dan pelayanan penyelenggara?

JAWABAN

Tanggapan sava terhadap sarana prasarana penunjang diklat dan pelayanan

penyelanggara adalfzh prasaran penunjang dan pelayanan penyeienggara sudah

terlaksana sesuai dengan perka LAN nomor 12 tahun 2013, namun masih periu

peningkatan prasarana penunjang Diklat ditingkatkan atau ditambah prasarana dalam

peningkatan kapasitas diklat dan pelayanan penyelenggara perlu peningkatan

koordinasi antara instansi dengan pengeiola Diklat sehingga peserta diklat dapat

bersinergi dalam mengembangkan Inovasi sesuai dengan misi dan visi Instansi kami

masing- masing.

Menurut saudara, apa yang paling mendesak untuk dilakukan peningkatan terhadap

Sarpras penunjang kediklatan dan pelayanan penyelenggara?

JAWABAN

Yang paling mendesak untuk dilakukan peningkatan terhadap Sarpras penunjang ke

Diklatan dan pelayanan penyelenggar yaitu

- Projector perlu penambahan yang baru karena diruang kelas Diklat Projector tidak
jelas materi yang disampaikan nara sumber

- Modem Wi-Fi Diklat masih bergabung dengan Kantor BKDD sehingga siknal tidak
optimal sehingga menganggu proses pelaksanaan kerja kantor dan penyelenggaran
Dikfat, maka perlunya penambahan secara khusus batk diruang kelas maupun di
mess Diklat sehingga informasi dari luar dapat kita dapatkan secepatnya.

- Perlunya Tenaga medis yang terjadwal secara on Time pada saat penyelenggara
Diklat

\
\
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C. EVALUASI PROSES
1. Kendala apa saja yang saudara hadapi dalam membuat rancangan proyek perubahan dn
mengimplementasikan proyek perubahan tersebut
JAWABAN
1 - Masih ada masyarakat yang belum membuat jamban keluarga padahal arisan
jamban sudah merupakan target rumahnya akan dibuat, namun yang menjadi
kendala adalah pemilik rumah belum pulang dari malaysia pada saat giliran
arisan mereka yang akan di kerjakan
- Bahan baku ban bekas mulai berkurang dan sebagian perbengkeian tidak lagi
memberikan secara gratis akan tetapi mereka mulai menarget harga atau
menjual

2, Upaya apa saja yang saudara lakukan untuk mengatasi kendala tersebut
JAWABAN
2 - Masyarakat yang kepala keluarganya sedang bekerja di malaysia sementara
sasaran yang akan dibuat tidak ada pemiliknya maka untuk sementara waktu di
arisan tersebut di lotre ulang kemuadian arisan yang lotre tersebut dulu yang
dikerjakan sambi! menunggu kapan waktu pemilik yang tadinya tidak ada di
buat belakangan
- Bahan baku ban bekas tadinya berkurang diupaya setiap septic tank yang
tadinya mengunakan 14 ban dapat dikurangi menjadi 6 ban bekas dengan
sistim ban bekas tadi di balik atau di putar sehingga berbentuk mangkuk atau
baskom sehingga dapat menampung banvak dan tinggi
- Bahan baku ban bekas mulai berkurang dikarena sebagian perbengkelan tidak
lagi rnemberikan secara gratis akan ietapi mereka imulai menarget harga atau
menjual maka Tim Nusaniara sehat membuat proposal dimasukkan ke Bidang
P2FL Dinas kesehatan seianjutiya di teruskan ke Perusahan yang berdomisili
di Kabupaten Nunukan

3. Bagaimana dukungan coach dan mentor saudara serta tim pendukung pelaksanaan
proyek perubahan tersebut?
IAWABAN

3 Dukungan Coach dan Mentor serta tim pendukung pelaksanaan proyek perubahan
tersebut dengan harapan bahwa proyek tersebut merupakan perubahan sanitasi
lingkungan, peningkatan akses jamban keluarga, dapat meningkatkan proses dalam
target cakupan kesehatan dan dapat memanfaatkan limbah menjadi teknologi yang
sederhana dan tepat guna sehingga berkelanjutan dirasakan oleh masyarakat

D. EVALUASI HASIL

1. Bagaimana dengan Proyek Perubahan yang telah dibuat? Apakah masih berkelanjutan
atau tidak implementasinya?
JAWABAN

1. Hasil Proyek perubahan yang telah dibuat masih berlanjutan dan di implemntasikan
dengan tim pendukung terutama Forum Kabupaten Sehat, Desa Sungai limau, Desa aji
Kuning, Desa Maspui, Desa Sekaduyang taka, Nunukan Utara, Sei jeppun Nunukan
Selatan, Binusan dan LKM masing-masing keiurahan serta KOTAKU
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Jika tidak apa alasannya?

. Jika ya apa manfaat yang dirasakan terhadap organisasai saudara?
JAWABAN

Manfaat yang dirasakan terhadap kinerja organisasi saya yaitu

= Dengan adanya pemanfaatan ban bekas sebagai septic tank dengan sistim
arisan jamban keluarga maka penganggaran terkait dengan akses sanitasi
berkurang dan program MDGs meaningkat

- Biaya pengendalian penyakit berbasis lingkungan

= Minimalisir tempat bekembang biaknya vektor penyakit yang berkembang
biak pada ban bekas

- Pemanfaatan ban bekas melalui sistim arisan jamban keluarga (SI-ARJA)
maka jumlah akses sarana sanitasi meningkat sehingga jumiah angka
penyakit berbasis lingkungan dapat menurun

- Manfaat ban bekas sebagai seplic tank dengan sistem arisan jamban
- keluarga, tumpukan ban bekas yang ada di masyarakat khusus di
perbengkelan tidak lagi menjadi tempat berkembang biaknya serangga
sebagai vektor penyakit, mencegah bekembang biaknya berbagai penyakit
yang di sebabkan oleh kotoran manusia

~ Ban bekas sebapai septic tank dengan sisteim arisan jamban keluarga
merupakan solusi peningkatan akses sanitasi jamban.

- Ban bekas bukan lagi ban bekas yang tidak berguna yang ada di
perberigkelan akan tetapi menjadi ban bekas yang ramah lingkungan

- Masyarakat Desa aji kuning dan sungai limau dapat teriindungi dari
gangguan esietika, bau dan pengunaan akses jamban keluarga yang aman,
melindungi pencemaran pada penyedian air bersih dan lingkungan.

- Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan percontohan bagi Desa-Desa
iain atau masyarakat Kabupaten Nunukan

Nunukan, 29 April 2016

.

H SIDAH,SKM
NiP.19711227 200112 2 001
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